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PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (”PMHMETD I”)  
KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN 

 

Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para 
pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh 
sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau sebesar 49,75% (empat puluh sembilan koma tujuh lima persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang akan 
diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar  Rp1.793.506.082.220,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam juta delapan 
puluh dua ribu dua ratus dua puluh Rupiah). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada penutupan 
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Desember 2022 berhak atas 99 (sembilan puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak 
kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan 
akan dibulatkan ke bawah (round down), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan 
dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal  
7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang 
ditawarkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan. 
 
Berdasarkan surat pernyataan PT Gratamulia Pratama (GMP) selaku Pengendali Perseroan, dengan ini GMP menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimilikinya 
yaitu sebesar 2.076.895.361 (dua miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu) lembar. Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan 
Chemical Asia Corporation PTE LTD (CAC) selaku Pemegang Saham Perseroan, dengan ini CAC menegaskan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 
867.292.105 (delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima) lembar. Sehubungan dengan hal tersebut, CAC telah melakukan penyetoran dana 
dalam bentuk tunai ke rekening Perseroan sebesar Rp220.296.710.169,-  (dua ratus dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus enam puluh 
sembilan Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan Suzanna Tanojo selaku Ultimate Beneficial Owner Perseroan, dengan ini Suzanna Tanojo menegaskan akan 
melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 805.555.555 (delapan ratus lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) lembar. Sehubungan 
dengan hal tersebut, Suzanna Tanojo telah melakukan penyetoran dana dalam bentuk tunai ke rekening Perseroan sebesar Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh lima miliar 
Rupiah). Data HMETD yang akan dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham merupakan data berdasarkan  Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal  
30 September 2022. 
 
Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham 
tambahan. Apabila masih terdapat sisa saham dalam PMHMETD I ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD I. 
 
Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya. 

 
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN, PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD INI AKAN MENGALAMI 
PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) SEBESAR MAKSIMUM 49,75% (EMPAT PULUH SEMBILAN KOMA TUJUH LIMA 
PERSEN). 
 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN DALAM BAB VI PROSPEKTUS INI. 
 

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETDINI YANG DIPENGARUHI 
OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA. 
 

PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF HASIL PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN 
SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). 

 
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2022 

 
 
  



 

 
PT Victoria Investama Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan Surat  
No. 306/VI/DIR-CORSEC/X/2022 tertanggal 5 Oktober 2022 sehubungan dengan PMHMETD I kepada Otoritas Jasa Keuangan 
(“OJK”), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal 
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK 
No.14/POJK.04/2019 (“POJK No. 14/2019”) tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan 
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”) dan Peraturan OJK 
No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan 
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal. 
 
Pada saat ini saham yang telah dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 10.064.568.363 
(sepuluh miliar enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau sebesar 100% 
(seratus Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui  
PMHMETD I ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek 
Indonesia sejumlah sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua 
puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) Saham Baru atau setara dengan sebanyak-banyaknya 49,75% (empat puluh 
sembilan koma tujuh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD I. Saham Baru tersebut memiliki 
hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatas atas 
pencatatan saham. Setelah PMHMETD I, total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar 
20.028.491.042 (dua puluh miliar dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat puluh dua) lembar saham. 

 
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya 
atas kebenaran semua data, informasi atau material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik 
Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing. 
 
PT Victoria Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama  
PT Victoria Sekuritas Indonesia dalam Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut. 
 
Sesuai dengan Peraturan POJK No. 14/2019, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka 
HMETD tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukan ke rekening 
Perseroan. 
 

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN 
TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN 
PUBLIK. 

 

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU 
PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI 
DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG 
MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB 
SEPENUHNYA UNTUK KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. 

a 

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN 
SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI 
ATAU HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN, 
KECUALI BILA PENAWARAN, PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN 
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU  
DI NEGARA TERSEBUT. 
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DEFINISI DAN SINGKATAN 
 

”Afiliasi” : 
 
 
 
 
 
 

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:  
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat 

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 
b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari 

pihak tersebut; 
c. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih 

anggota Direksi atau Komisaris yang sama; 
d. hubungan antara Perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun 

tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan 
tersebut; 

e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik 
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau  

f. hubungan antara Perusahaan dan pemegang saham utama. 
   
“Anggota Bursa” : Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa 

untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan 
kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI. 

   
”BAE” : Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk 

melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD I, dalam hal ini  
PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta. 

   
“Bank Kustodian” : Bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan 

jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Pasar Modal. 

   
”BEI atau Bursa Efek 
Indonesia” 

: PT Bursa Efek Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. 

   
”FPPS Tambahan” : Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka 

PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi 
yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) 
pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I. 

   
“FPPS” : Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I. 
   

“GCG” : Good Corporate Governance. 
   
”Harga Pelaksanaan” : Harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I untuk melaksanakan 

haknya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp180,- (seratus delapan 
puluh Rupiah) per saham. 

   
”Hari Bank” : Hari dimana Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring 

antar bank. 
   
”Hari Bursa” : Hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik 
Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut. 

   
”Hari Kalender” : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender masehi tanpa 

kecuali, termasuk Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional yang 
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang 



 

iii 
 

karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan 
Hari Kerja biasa. 

   
”Hari Kerja” : Hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
   
”HMETD” : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang merupakan hak yang 

melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang 
ada untuk membeli saham baru Perseroan dalam rangka HMETD. 

   
“IAPI” : Institut Akuntan Publik Indonesia. 
   
“KSEI” : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 
   
“Kustodian” : Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan 

dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak 
lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening 
yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi 
KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. 

   
“Masyarakat“ : Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun 

warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan 
hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum  
di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar 
Indonesia. 

   
“Menkumham RI” : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
   
“Otoritas Jasa Keuangan” 
atau “OJK” 

: Lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang 
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan. 

   
”Pemegang Rekening” : Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang 

meliputi bank kustodian dan/atau Perusahaan efek dan/atau pihak lain 
yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di 
bidang pasar modal. 

   
”Pemerintah” : Pemerintah Negara Republik Indonesia. 
   
”Penambahan Modal Dengan 
Memberikan Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu I atau 
PMHMETD I”  

: Sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam 
puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh 
sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per 
saham yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp180,- 
(seratus delapan puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah dana yang 
akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-
banyaknya sebesar Rp1.793.506.082.220,- (satu triliun tujuh ratus 
sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam juta delapan puluh dua ribu dua 
ratus dua puluh Rupiah). 

   
“Penitipan Kolektif” : Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak 

yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud 
dalam UUPM. 

   
“Peraturan KSEI”  : Peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 
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tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK 
sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 
tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI 
tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya 
dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-
perubahannya di kemudian hari. 

   
“Periode Perdagangan” : Periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat 

menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan 
HMETD yang dimilikinya. 

   
“Pernyataan Efektif” : Telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK 

oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan 
informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara 
tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh 
Perseroan dalam rangka HMETD.  

   
“Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham” 

: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen 
Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan 
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Victoria Investama Tbk. No. 49 
tanggal 29 September 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris 
di Jakarta, berikut perubahan-perubahan yang merupakan yang 
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek  

   
“Pernyataan Pendaftaran” : Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 

UUPM juncto Peraturan OJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen 
yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan 
Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, 
tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi 
persyaratan OJK. 

   
“Perseroan” : PT Victoria Investama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan 

menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, 
berkedudukan di Jakarta Selatan yang melakukan HMETD.  

   
“Perusahaan Efek” : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, 

Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud 
dalam UUPM. 

   
“POJK No. 33/2014” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi 

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 
   
“POJK No. 34/2014” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal  

8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau 
Perusahaan Publik. 

   
“POJK No. 35/2014” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal  

8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau 
Perusahaan Publik. 

   
“POJK No. 30/2015” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang 

Laporan Realisasi Hasil Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.  
   
“POJK No. 32/2015” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang 
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Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

   
“POJK No. 33/2015” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2015 Tentang Bentuk 

Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan 
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.  

   
“POJK No. 55/2015” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal  

23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan 
Kerja Komite Audit. 

   
“POJK No. 56/2015” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal  

23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit 
Audit Internal. 

   
“POJK No. 55/2016” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang 

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 
   
“POJK No. 56/2016” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.03/2016 tentang 

Kepemilikan Saham Bank Umum. 
   
“POJK No. 14/2019” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  No. 14/POJK.04/2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka 
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

   
“POJK No. 12/2020” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang 

Konsolidasi Bank Umum 
   
“POJK No. 17/2020” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang 

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. 
   
“POJK No. 15/2020” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang 

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka. 

   
“POJK No. 42/2020” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang 

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. 
   
“POJK No. 4/2022” : Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam 
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019. 
 

“Prospektus” : Dokumen penawaran sebagaimana didefiniksikan dalam Pasal 1 angka 26 
UUPM. 
 

“Keterbukaan Informasi” : Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Penambahan Modal Dengan 
Hak Memberikan Efek Terlebih Dahulu I yang telah diumumkan Perseroan 
dalam Website Perseroan dan BEI. 

   
“PSAK” : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 
   
“Rekening Efek” : Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik 

pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang 
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Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang 
ditandatangani saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 

   
“RUPS” : Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang 

saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta 
peraturan-peraturan pelaksanaannya. 

   
“RUPSLB” : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. 
   
“Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan 

dalam PMHMETD I ini dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per 
saham. 

   
“Saham Hasil Pelaksanaan 
HMETD” 

: Saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan Saham Baru yang 
diperoleh oleh pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD 
dengan membayar Harga Pelaksanaan dalam PMHMETD I, yaitu 
sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam 
puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh 
sembilan) saham. 

   
“Saham Lama” : Saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor 

penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan. 
   
“SBHMETD” : Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak 

atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham 
yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat 
diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.  

   
“TERP” : Theoritical Ex-Right Price atau Harga Pasar Teoritis. 
   
“UUPM” : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang 

Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 46 Tahun 1995 
Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala 
perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di 
kemudian hari. 

   
“UUPT” : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 
2007 Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah sebagian dengan 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berikut peraturan 
pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-
pembaharuannya di kemudian hari. 
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SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN 
 
VICO : PT Victoria Investama Tbk (“Perseroan”) 
VSI  : PT Victoria Sekuritas Indonesia 
VINS : PT Victoria Insurance Tbk 
VMI  : PT Victoria Manajemen Investasi 
BVIC : PT Bank Victoria International Tbk 
VLIFE : PT Victoria Alife Indonesia 
BVIS : PT Bank Victoria Syariah 
GMP : PT Gratamulia Pratama 
CAC : Chemical Asia Corporation PTE LTD  
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RINGKASAN  
 

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang 
lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, 
dan risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum 
dalam Prospektus ini diambil atau bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan dinyatakan 
dalam mata uang Rupiah, serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diterapkan 
secara konsisten. 
 

 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN 
 
Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan 
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali 
dengan nama PT Tata Sekuritas Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 26 Oktober 1989, dibuat di 
hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan 
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10137.HT.01.01-Th.89 tanggal 
2 November 1989 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 November 
1989 di bawah No. 1612/1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3537 tanggal  
26 Oktober 1989, Tambahan No. 100 (“Akta Pendirian”). 
 
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 33 tanggal 17 Desember 1999, dibuat  
di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan mengalami perubahan nama dari PT Tata Sekuritas 
Maju menjadi PT Victoria Sekuritas. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri  Hukum dan HAM 
(“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C-112HT.01.04-TH.2000 tanggal 4 Januari 2000 serta telah 
didaftarkan di Daftar Perusahaan pada tanggal 14 Maret 2000 di bawah No. 090316529349 dan diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7962 tanggal 5 Mei 2000, Tambahan No. 65. 
 
Perseroan kembali mengalami perubahan nama dari PT Victoria Sekuritas menjadi PT Victoria Investama 
berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 51 tanggal 19 Juni 2012, 
dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari 
Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-36672.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 5 Juli 2012 serta 
telah didaftarkan di Daftar Perseroan Nomor AHU-00061351.AH.01.09.TAHUN 2012 tanggal 05 Juli 2012 . Berita 
Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 18 September 2012, tambahan No. 51440 (“Akta No. 51/2012”). 
 
Lebih lanjut, Perseroan mengalami perubahan nama dari PT Victoria Investama menjadi PT Victoria Investama 
Tbk. berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 116 tanggal 27 Maret 2013, dibuat  
di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan 
dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17098.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013, 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0029189.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 April 2013 dan 
Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  No. AHU-AH.01.10.12746 tanggal 8 April 2013 dan didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0030769.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 8 April 2013. 
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Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai 
berikut: 

 

Modal Dasar : Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) 
saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). 

Modal ditempatkan dan  disetor : Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 150 
(seratus lima puluh) saham. 
 

(dalam Rupiah penuh) 

Keterangan 
Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,- 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Persentase 

(%) 

Modal Dasar 500 500.000.000  

Modal ditempatkan dan disetor penuh:    
1. Aan Kurniawan 60 60.000.000 40,00 
2. Barnas 45 45.000.000 30,00 
3. Harry Prananto Suryokusumo 45 45.000.000 30,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 150 150.000.000 100,00 

Jumlah saham dalam portepel 350 350.000.000  

 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tercantum dalam akta-akta dibawah ini: 

 
1.  Akta No. 180/2021, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan dan pernyataan kembali 

terhadap seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 14/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka; No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan 
Kegiatan Usaha; 

   
2.  Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 25 November 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., 

Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan 
Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan 
dari semula sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar 
Rp3.600.000.000.000 (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham 
dengan Surat Keputusan No. AHU-0069008.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 2021, dan 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0212799.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal  
2 Desember 2021 (“Akta No. 134/2021”); dan 

 
3.  Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 3 Januari 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., Notaris 

di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 
ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor 
Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(PMHMETD) dari semula sebesar Rp915.009.468.000 (sembilan ratus lima belas miliar sembilan juta empat 
ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp1.006.456.836.300 (satu triliun enam miliar empat 
ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus Rupiah). Akta tersebut telah 
diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar  No. AHU-AH.01.03-0031331 tanggal 14 Januari 2022 dan didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0009349.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Januari 2022 (“Akta No. 
1/2022”). 

 
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per tanggal  
30 September 2022, yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan di 
bawah No. LB-01/VICO/102022 tertanggal 5 Oktober 2022 (“DPS 30 September 2022”), susunan pemegang saham 
Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola 
oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut: 
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 (dalam Rupiah penuh) 

Keterangan 
Nilai Nominal per Saham Rp100,- 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Persentase 

(%) 

Modal Dasar       36.000.000.000              3.600.000.000.000    
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 

  
  

PT Gratamulia Pratama         5.781.500.000                 578.150.000.000  57,44 
Suzanna Tanojo         2.485.556.852                 248.555.685.200  24,70 
Chemical Asia Corporation PTE LTD            876.052.631                   87.605.263.100  8,70 
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)            921.458.880                   92.145.888.000  9,16 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh       10.064.568.363              1.006.456.836.300  100,00% 

Jumlah Saham dalam Portepel       25.935.431.637              2.593.543.163.700  
 

 
 PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I 
 
Keterangan singkat mengenai HMETD: 
 

Jumlah HMETD yang akan dikeluarkan : Sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar 
sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua 
puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) 

Harga Pelaksanaan HMETD : Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham 

Dana yang akan diterima dari pelaksanaan 
HMETD 

: Dana yang akan diterima Perseroan dalam  
PMHMETD ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp1.793.506.082.220,- (satu triliun tujuh ratus sembilan 
puluh tiga miliar lima ratus enam juta delapan puluh dua 
ribu dua ratus dua puluh Rupiah). 
 

Rasio HMETD : 100 (seratus) saham lama :  
99 (sembilan puluh sembilan) HMETD 
 

Maksimum dilusi kepemilikan setelah HMETD 
dilaksanakan 
 

: 49,75% (empat puluh sembilan koma tujuh lima persen) 

Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan 
 

: 5 Desember 2022 

Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD  
di Bursa Efek Indonesia 
 

: 7 Desember 2022 

Periode Perdagangan dan Pelaksanaan 
HMETD 

: 7 – 13 Desember 2022 
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 PROFORMA PERMODALAN SETELAH PMHMETD I 
 

PT Gratamulia Pratama selaku Pengendali Perseroan yang akan melaksanakan sebagian HMETD yang 
dimilikinya yaitu sebesar 2.076.895.361 (dua miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu 
tiga ratus enam puluh satu) lembar dan Suzanna Tanojo selaku Ultimate Beneficial Owner Perseroan yang akan 
melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sebesar 805.555.555 (delapan ratus lima juta lima ratus lima 
puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) lembar. Selanjutnya Chemical Asia Corporation PTE LTD (CAC) selaku 
Pemegang Saham Perseroan yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 
867.292.105 (delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima) lembar dan 
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya ditambah 
pemesanan lebih seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh PT Gratamulia Pratama dan Suzanna Tanojo, 
maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma 
adalah sebagai berikut: 

(dalam rupiah penuh) 

Keterangan 

Nilai nominal Rp100,- per saham 

Sebelum Pelaksanaan HMETD Setelah Pelaksanaan HMETD 

Jumlah saham Nominal (Rp) % Jumlah saham Nominal (Rp) % 

Modal dasar 36.000.000.000 3.600.000.000.000  36.000.000.000 3.600.000.000.000  
Modal ditempatkan dan disetor penuh:       
PT Gratamulia Pratama 5.781.500.000 578.150.000.000 57,44 7.858.395.361 785.839.536.100 39,24 
Suzanna Tanojo 2.485.556.852 248.555.685.200 24,70 3.291.112.407 329.111.240.700 16,43 
Chemical Asia Corporation PTE LTD 876.052.631 87.605.263.100 8,70 1.743.344.736 174.334.473.600 8,70 
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) 921.458.880 92.145.888.000 9,16 7.135.638.538 713.563.853.800 35,63 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 10.064.568.363 1.006.456.836.300  100,00 20.028.491.042 2.002.849.104.200 100,00 

Jumlah saham dalam portepel 25.935.431.637 2.593.543.163.700  15.971.508.958 1.597.150.895.800  

 
Dalam hal Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya namun hanya 
PT Gratamulia Pratama selaku Pengendali Perseroan yang akan melaksanakan sebagian HMETD yang 
dimilikinya yaitu sebesar 2.076.895.361 (dua miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu 
tiga ratus enam puluh satu) lembar dan Suzanna Tanojo selaku Ultimate Beneficial Owner Perseroan yang akan 
melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sebesar 805.555.555 (delapan ratus lima juta lima ratus lima 
puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) lembar dan Chemical Asia Corporation PTE LTD (CAC) selaku 
Pemegang Saham Perseroan yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 
867.292.105 (delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima) lembar, maka 
struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah 
sebagai berikut: 
 

(dalam rupiah penuh) 

Keterangan 

Nilai nominal Rp100,- per saham 

Sebelum Pelaksanaan HMETD Setelah Pelaksanaan HMETD 

Jumlah saham Nominal (Rp) % Jumlah saham Nominal (Rp) % 

Modal dasar 36.000.000.000 3.600.000.000.000  36.000.000.000 3.600.000.000.000  
Modal ditempatkan dan disetor penuh:       
PT Gratamulia Pratama 5.781.500.000 578.150.000.000 57,44 7.858.395.361 785.839.536.100 56,89 
Suzanna Tanojo 2.485.556.852 248.555.685.200 24,70 3.291.112.407 329.111.240.700 23,82 
Chemical Asia Corporation PTE LTD 876.052.631 87.605.263.100 8,70 1.743.344.736 174.334.473.600 12,62 
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) 921.458.880 92.145.888.000 9,16 921.458.880 92.145.888.000 6,67 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 10.064.568.363 1.006.456.836.300  100,00 13.814.311.384 1.381.431.138.400 100,00 

Jumlah saham dalam portepel 25.935.431.637 2.593.543.163.700  22.185.688.616 2.218.568.861.600  

 
Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-
banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu 
enam ratus tujuh puluh sembilan) saham baru, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk 
membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai HMETD-nya akan mengalami penurunan 
persentasi kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 49,75% (empat puluh sembilan koma tujuh lima 
persen). 
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Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan akan berjumlah 
sebanyak-banyaknya 20.028.491.042 (dua puluh miliar dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu 
ribu empat puluh dua saham, yang terdiri dari 10.064.568.363 (sepuluh miliar enam puluh empat juta lima ratus 
enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham lama dan sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 
(sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh 
sembilan) Saham Baru yang berasal dari PMHMETD I ini. 
 
Rincian mengenai Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ini dapat dilihat pada Bab I 
dari Prospektus ini. 
 
 RENCANA PENGGUNAAN DANA 
 
Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi saham, seluruhnya akan 
dipergunakan oleh Perseroan untuk: 
  
1. Sekitar 12,30% (dua belas koma tiga nol persen) atau sekitar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar 

Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil bagian sesuai dengan porsinya atas saham-saham 
yang akan dikeluarkan PT Bank Victoria International Tbk (“BVIC”) dalam rencana penambahan modal dengan 
menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII (“PMHMETD VII”) BVIC pada kuartal 4 (empat) tahun 2022 
yang dilakukan oleh BVIC dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum bank sebesar minimum 
Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang 
Konsolidasi Bank Umum. Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VII BVIC, Perseroan telah melakukan 
penyetoran dana ke rekening khusus BVIC sebesar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah),  yang 
merupakan dana yang berasal dari titipan setoran modal  Chemical Asia Corporation PTE LTD (“CAC”) kepada 
Perseroan; 

2. Sekitar 8,10% (delapan koma satu nol persen) atau sekitar Rp145.000.000.000 (seratus empat puluh lima 
miliar Rupiah) yang merupakan sebagian dana yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan 
pengambilalihan terhadap senilai Rp288.000.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) atau 
sebanyak 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta) saham PT Bank Victoria Syariah (“BVIS”) yang 
dimiliki oleh BVIC, yang merupakan 80% (delapan puluh persen) dari total seluruh saham yang telah 
dikeluarkan dan disetor penuh dalam BVIS. Sebagian sisa dana lainnya untuk melengkapi nilai dana 
pengambilalihan BVIS tersebut yaitu sekitar Rp143.000.000.000 (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) akan 
menggunakan dana kas operasional Perseroan;  

3. Sekitar 33,51% (tiga puluh tiga koma lima satu persen) atau sekitar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar 
Rupiah) akan Perseroan gunakan untuk mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan BVIS 
dalam rencana penambahan modal BVIS dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum bank 
sebesar minimum Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 
12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. BVIS akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa (RUPS) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2022 dimana salah satu 
agenda RUPS tersebut adalah dalam rangka meminta persetujuan Pemegang Saham BVIS untuk meningkatkan 
modal  
dasar BVIS, sehingga jumlah saham dalam portepel BVIS cukup untuk melaksanakan rencana penambahan 
modal pada BVIS; dan  

4. Sisanya akan Perseroan gunakan seluruhnya sebagai modal kerja untuk menunjang kegiatan operasional 
Perseroan diantaranya namun tidak terbatas untuk biaya gaji, tunjangan karyawan maupun biaya operasional 
kantor. 

 
Rincian mengenai Rencana Penggunaan Dana ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini. 
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 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 
(dalam ribuan rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Jumlah Aset  25.796.094.621   25.942.150.369   26.961.960.681 
Jumlah Liabilitas 21.259.877.383  21.054.505.672   22.447.783.800  
Jumlah Dana Syirkah temporer  1.016.457.529   1.230.492.312   1.379.182.361  
Jumlah Ekuitas  3.519.759.709  3.657.152.385   3.134.994.520 

Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan 
Ekuitas 

25.796.094.621 25.942.150.369 26.961.960.681 

 

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 
 

(dalam ribuan rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

PENDAPATAN USAHA     
Pendapatan bunga dan syariah - bersih  414.881.037   212.221.652   480.257.822   218.398.555  
Pendapatan premi - bersih  300.700.908   172.272.758   268.864.472   96.473.197  
Pendapatan hasil investasi  23.948.080   131.844.082  208.924.707 383.727.063 
Pendapatan provisi dan komisi selain dari    
   pinjaman - bersih  2.607.402   6.410.398   13.270.603   19.062.753  
Pendapatan kegiatan perantara  
   perdagangan efek  5.426.744   5.892.340   10.649.058   6.927.823  
Pendapatan kegiatan manajer investasi  3.075.284   3.080.732   5.888.946   8.606.440  
Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan 
penjualan efek  3.058.453   3.764.048   5.570.001   3.960.220  
Pendapatan operasional lainnya 177.859.221 210.723.484 264.460.730  127.025.565  

Jumlah Pendapatan Usaha  931.557.129   746.209.494   1.257.886.339   864.181.616  

     Jumlah Beban Usaha  (593.304.829)  (428.352.745)  (714.832.763)  (596.052.897) 

     LABA USAHA  338.252.300   317.856.749   543.053.576   268.128.719  

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN (218.247.120) (274.067.019) (675.625.324) (556.347.872) 

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK  120.005.180   43.789.730   (132.571.748)  (288.219.153) 
BEBAN (MANFAAT) PAJAK 
PENGHASILAN  (43.701.863)  (2.373.026)  30.957.588   50.138.833  

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/ 
TAHUN BERJALAN  76.303.317   41.416.704   (101.614.160)  (238.080.320) 

 
    

(RUGI )PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN SETELAH 
PAJAK  (226.502.355)  (38.833.983)  79.013.374   97.172.053  

JUMLAH LABA (RUGI) 
KOMPREHENSIF 
PERIODE/ TAHUN BERJALAN  (150.199.038)  2.582.721   (22.600.786)  (140.908.267) 

JUMLAH RUGI (LABA) PERIODE/ 
TAHUN BERJALAN YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

    Pemilik entitas induk  28.755.659   20.964.398   (31.915.451)  (109.273.118) 
Kepentingan non-pengendali  47.547.658   20.452.306   (69.698.709)  (128.807.202) 

 
 76.303.317   41.416.704   (101.614.160)  (238.080.320) 

JUMLAH RUGI (LABA) 
KOMPREHENSIF YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

    Pemilik entitas induk  (145.103.738)  17.163.971   91.574.453   (71.273.436) 
Kepentingan non-pengendali  (5.095.300)  (14.581.250)  (114.175.239)  (69.634.831) 



 

xiv 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

 
 (150.199.038)  2.582.721   (22.600.786)  (140.908.267) 

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/ 
TAHUN BERJALAN PER SAHAM 
DASAR (Rupiah Penuh) 2,86 2,29 (3,17) (11,94) 

*)Tidak diaudit 
 
 

Laporan Arus Kas Konsolidasian 
(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Arus kas bersih (digunakan untuk) 
diperoleh dari aktivitas operasi  423.000.463  (1.874.823.949) (1.933.310.448)  (1.233.563.027) 
Arus kas bersih diperoleh dari 
aktivitas investasi  227.379.502   1.089.819.257   1.158.725.830   1.681.749.045  
Arus kas bersih diperoleh dari 
(digunakan untuk) aktivitas 
pendanaan  (63.031.320)  (164.620.506)  124.052.687   (178.632.048) 

Kenaikan (Penurunan) Bersih 
Kas Dan Bank  587.348.645   (949.625.198)  (650.531.931)  269.553.970  

Kas Dan Setara Kas Awal Tahun  1.905.758.111   2.556.290.042   2.556.290.042   2.286.736.072  
     
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun  2.493.106.756   1.606.664.844   1.905.758.111   2.556.290.042  

*)Tidak diaudit 
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Rasio Keuangan 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Rasio Pertumbuhan     
Pendapatan bunga dan syariah - bersih 95,49% 102,09% 119,90% - 
Pendapatan premi - bersih 74,55% 73,14% 178,69% - 
Pendapatan hasil investasi  -81,84% -22,46% -45,55% - 
Pendapatan provisi dan komisi selain dari 
pinjaman - bersih  -59,33% -10,38% -30,38% - 
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan 
efek  -7,90% 191,60% 53,71% - 
Pendapatan kegiatan manajer investasi  -0,18% -36,87% -31,58% - 
Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan 
penjualan efek  -18,75% 20,82% 40,65% - 
Pendapatan operasional lainnya -15,60% 178,36% 108,19% - 
Laba operasional 24,84% 59,64% 45,56% - 
Laba bersih tahun berjalan 84,23% 1890,90% - - 
Rugi bersih tahun berjalan - - -57,32% - 
Jumlah aset -0,56% -9,48% -3,78% - 
Jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer -0,04% -10,97% -6,47% - 
Jumlah ekuitas -3,76% 1,83% 16,66% - 
     
Permodalan (Perseroan)     
CAR dengan memperhitungankan risiko kredit 
dan operasional 19,23% 17,09% 17,92% 17,39% 
CAR dengan memperhitungankan risiko kredit 
dan pasar 19,05% 16,45% 17,49% 16,68% 
CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
     
Rasio Pinjaman bermasalah     
Non Performing Loan (NPL) Gross  4,36% 7,04% 7,27% 7,58% 
Non Performing Loan (NPL) Net 2,94% 3,86% 4,08% 4,91% 
     
Solvabilitas     
Dept to Asset Ratio (DAR)  86,36% 86,92% 85,90% 88,37% 
Dept to Equity (DER)  632,89% 664,45% 609,35% 760,03% 
Interest Coverage Ratio (ICR) 10963,36% 5668,87% 3811,48% 1839,41% 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 905,36% 860,84% 569,77% 357,72% 
     
Profitabilitas     
Return on Asset (ROA)  0,30% 0,17% -0,39% -0,88% 

Return on Equity (ROE) 2,17% 1,30% -2,78% -7,59% 

Beban Operasional Terhadap Pendapatan 
Operasional 

-63,69% -57,40% -56,83% -68,97% 

Laba (rugi) terhadap pendapatan bunga  18,39% 19,52% -21,16% -109,01% 
     
Rasio Giro Wajib Minimum      
Giro wajib minimum **) 6,85% 3,56% 3,57% 3,06% 
Penyangga likuiditas makroprudensial ***) 17,93% 14,98% 14,97% 12,57% 
GWM rasio intermediasi makroprudensial ****) 0,48% 0,02% 0,23% 0,88% 
Valuta Asing 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 
*)Tidak diaudit 
 
Catatan : 
**) Sebelumnya Giro Wajib Minimum Primer 
***) Sebelumnya Giro Wajib Minimum Sekunder 
****) Sebelumnya Giro Wajib Minimum LFR 
 

Rincian mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini dapat dilihat pada Bab V dari Prospektus ini.  
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 FAKTOR RISIKO 
 

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh 
faktor-faktor internal maupun eksternal. Adapun risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan 
kegiatan usaha ini, yang telah disusun berdasarkan bobotnya dari yang terbesar, antara lain: 
 
A. RISIKO PERSEROAN  

 
1. Risiko Sebagai Perusahaan Induk 
2. Risiko Persaingan Usaha 
3. Risiko Likuiditas 
4. Risiko Harga Ekuitas 
5. Risiko Kredit 

 
B. RISIKO ENTITAS ANAK 

 
BVIC 
1. Risiko Kredit 
2. Risiko Pasar 
3. Risiko Likuiditas 
4. Risiko Operasional 
5. Risiko Hukum 
6. Risiko Reputasi 
7. Risiko Strategis 
8. Risiko Kepatuhan 
 
VSI 
1. Risiko Penghentian Ijin Usaha 
2. Risiko Operasional 
3. Risiko Pasar 
4. Risiko Persaingan Usaha 
5. Risiko Teknologi 
6. Risiko Perekonomian 
7. Risiko Kebijakan Pemerintah 
 
VINS 
1. Risiko Nama Baik dan Image Perusahaan 
2. Risiko Operasional 
3. Risiko Gugatan Klaim Asuransi 
4. Risiko Sumber Daya Manusia 
5. Risiko Persaingan 
6. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah 
7. Risiko Investasi 
8. Risiko Teknologi 
9. Risiko Ekonomi 
10. Risiko Valuta Asing 

 

VMI 
1. Risiko Penghentian Ijin Usaha 
2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah 
3. Risiko Perubahan Peraturan 
4. Risiko Persaingan Usaha 
5. Risiko Penurunan Dana Kelolaan 
6. Risiko Konsentrasi Produk 
7. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kompeten 
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8. Risiko Yang Berhubungan dengan Pengunduran Diri Personel Kunci 
9. Risiko Kredit 
10. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga 
11. Risiko Likuiditas 
12. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik 
13. Risiko Operasional 
14. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum 

 
VLIFE 
1. Risiko Gagal Bayar Klaim 
2. Risiko Strategis 
3. Risiko Operasional 
4. Risiko Aset dan Liabilitas 
5. Risiko Kepengurusan 
6. Risiko Tata Kelola 
7. Risiko Dukungan Dana 
8. Risiko Asuransi 
 

C. RISIKO UMUM 
 

1. Kondisi Perekonomian Secara Makro 
2. Kebijakan Pemerintah 

 
D. RISIKO BAGI INVESTOR 
 

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan Yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan 
3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen 

 

Penjelasan atas faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini. 
 
 KEBIJAKAN DIVIDEN PERSEROAN 
 

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang akan dikeluarkan dalam rangka 
PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham yang telah  ditempatkan dan disetor penuh, 
termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham 
bonus dan HMETD, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
Pelaksanaan pembayaran dividen Perseroan akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, 
Peraturan di bidang Perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 
 
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2021, para Pemegang Saham menyetujui 
tidak melakukan pembagian Dividen. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki rencana pembagian dividen untuk tahun 
selanjutnya. 
 
Sejak berdiri pada tahun 1989 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan pembagian 
dividen. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka 
pembagian dividen yang dilakukan oleh Perseroan. 
 
Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus.  
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I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN 
EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”) 

 
Perseroan akan melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan 
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan sebanyak-banyaknya 
9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus 
tujuh puluh sembilan) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau 
sebesar 49,75% (empat puluh sembilan koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh 
Perseroan setelah PMHMETD I, dengan Harga Pelaksanaan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham 
sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar  
Rp1.793.506.082.220,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus enam juta delapan puluh dua 
ribu dua ratus dua puluh Rupiah). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia 
tanggal 5 Desember 2022 berhak atas 99 (sembilan puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD 
memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat 
mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah 
(round down), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan 
saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukan ke dalam rekening Perseroan. 
HMETD ini diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal  
7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal 
akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini memiliki hak 
yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan. 
 
Berdasarkan surat pernyataan PT Gratamulia Pratama (GMP) selaku Pengendali Perseroan, dengan ini  
GMP menegaskan akan melaksanakan sebagian HMETD yang akan dimilikinya yaitu sebesar 2.076.895.361 (dua 
miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu) lembar. 
Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan Chemical Asia Corporation PTE LTD (CAC) selaku Pemegang Saham 
Perseroan, dengan ini CAC menegaskan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 
867.292.105 (delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima) lembar. 
Sehubungan dengan hal tersebut, CAC telah melakukan penyetoran dana dalam bentuk tunai ke rekening 
Perseroan sebesar Rp220.296.710.169,-  (dua ratus dua puluh miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh 
ratus sepuluh ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan surat pernyataan Suzanna 
Tanojo selaku Ultimate Beneficial Owner Perseroan, dengan ini Suzanna Tanojo menegaskan akan melaksanakan 
sebagian HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 805.555.555 (delapan ratus lima juta lima ratus lima puluh lima 
ribu lima ratus lima puluh lima) lembar. Sehubungan dengan hal tersebut, Suzanna Tanojo telah melakukan 
penyetoran dana dalam bentuk tunai ke rekening  Perseroan sebesar Rp145.000.000.000,- (seratus empat puluh 
lima miliar Rupiah). Data HMETD yang akan dimiliki oleh masing-masing Pemegang Saham merupakan data 
berdasarkan  Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan per tanggal 30 September 2022. 
 
Dalam hal terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih 
dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan. Apabila masih terdapat sisa 
saham dalam PMHMETD ini, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel. Tidak terdapat pembeli 
siaga dalam PMHMETD. 
 
Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen 
dengan Saham Lama yang telah disetor penuh lainnya. 
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KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM 
 
Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I ini, dan untuk memenuhi POJK No.15/2020, Pemegang Saham telah 
menyetujui rencana PMHMETD I dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang 
diselenggarakan pada tanggal 29 September 2022. 
 

Terkait dengan PMHMETD I ini dalam mata acara pertama yakni Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan 
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD“) sebagaimana dimaksud dalam POJK  
No. 32/2015, yang dengan demikian mengubah pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. 
 

Keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 
No. 48 tanggal 29 September 2022 yang dibuat oleh Rini Yulianti, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut: 
 

1. Menyetujui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-
banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham. 

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk: 
a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD; 
b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD; 
c. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
d. Melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD sehingga 

mengubah pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan. 
 
KETERANGAN MENGENAI HMETD DALAM PMHMETD I 
 
Jenis Penawaran : Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penambahan 
Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 
(“PMHMETD I”) kepada para Pemegang Saham yang 
tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan 
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia 
pada tanggal 5 Desember 2022 
 

Jumlah HMETD yang akan dikeluarkan : Sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar 
sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua 
puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) saham 
biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus 
Rupiah) per saham 
 

Rasio HMETD : Setiap pemegang 100 (seratus) saham lama yang 
namanya tercatat dalam DPS pada penutupan 
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia 
pada tanggal 5 Desember 2022 mempunyai  
99 (sembilan puluh sembilan) HMETD, di mana setiap  
1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya 
untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham baru 
 

Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) 
 

Harga Pelaksanaan : Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah)  
 

Nilai Emisi : Dana yang akan diterima Perseroan dalam  
PMHMETD I ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp1.793.506.082.220,- (satu triliun tujuh ratus sembilan 
puluh tiga miliar lima ratus enam juta delapan puluh dua 
ribu dua ratus dua puluh Rupiah). 
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Dilusi Kepemilikan : Bilamana pemegang saham tidak melaksanakan 

HMETD yang menjadi haknya akan terkena dilusi 
kepemilikan sebesar maksimum 49,75% (empat puluh 
sembilan koma tujuh lima persen) 
 

Pencatatan Saham : PT Bursa Efek Indonesia 

Periode Perdagangan dan Pelaksanaan 
HMETD 

: 7 – 13 Desember 2022 

 
Pengaruh PMHMETD I terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham 
 
Rencana PMHMETD I akan memperkuat struktur permodalan Perseroan yang akan digunakan Perseroan untuk 
pengembangan usaha Perseroan dan entitas anak. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing Perseroan, 
diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil investasi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. 
 
STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR 
 
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per tanggal  
30 September 2022, yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan  
di bawah No. LB-01/VICO/102022 tertanggal 5 Oktober 2022 (“DPS 30 September 2022”), susunan pemegang saham 
Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola 
oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut: 
 

 (dalam Rupiah penuh) 

Keterangan 
Nilai Nominal per Saham Rp100,- 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Persentase 

(%) 

Modal Dasar       36.000.000.000              3.600.000.000.000    
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 

  
  

PT Gratamulia Pratama         5.781.500.000                 578.150.000.000  57,44 
Suzanna Tanojo         2.485.556.852                 248.555.685.200  24,70 
Chemical Asia Corporation PTE LTD            876.052.631                   87.605.263.100  8,70 
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)            921.458.880                   92.145.888.000  9,16 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh       10.064.568.363              1.006.456.836.300  100,00 

Jumlah Saham dalam Portepel       25.935.431.637              2.593.543.163.700  
 

 
KEPEMILIKAN SAHAM OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN 
 
Rincian Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu: 
 

NAMA JABATAN 
JUMLAH  

KEPEMILIKAN SAHAM 
JUMLAH  

NILAI NOMINAL 
(%) 

Untung Woenardi Komisaris Utama 0 0 0 

Eko Rachmansyah Gindo Komisaris Independen 0 0 0 

Aldo Jusuf Tjahaja Direktur Utama 0 0 0 

Peter Rulan Isman Direktur 0 0 0 
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PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM 
 
PT Gratamulia Pratama selaku Pengendali Perseroan yang akan melaksanakan sebagian HMETD yang 
dimilikinya yaitu sebesar 2.076.895.361 (dua miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu 
tiga ratus enam puluh satu) lembar dan Suzanna Tanojo selaku Ultimate Beneficial Owner Perseroan yang akan 
melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sebesar 805.555.555 (delapan ratus lima juta lima ratus lima 
puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) lembar. Selanjutnya Chemical Asia Corporation PTE LTD (CAC) selaku 
Pemegang Saham Perseroan yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 
867.292.105 (delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima) lembar dan 
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya ditambah 
pemesanan lebih seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan oleh PT Gratamulia Pratama dan Suzanna Tanojo, 
maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma 
adalah sebagai berikut: 

(dalam rupiah penuh) 

Keterangan 

Nilai nominal Rp100,- per saham 

Sebelum Pelaksanaan HMETD Setelah Pelaksanaan HMETD 

Jumlah saham Nominal (Rp) % Jumlah saham Nominal (Rp) % 

Modal dasar 36.000.000.000 3.600.000.000.000  36.000.000.000 3.600.000.000.000  
Modal ditempatkan dan disetor penuh:       
PT Gratamulia Pratama 5.781.500.000 578.150.000.000 57,44 7.858.395.361 785.839.536.100 39,24 
Suzanna Tanojo 2.485.556.852 248.555.685.200 24,70 3.291.112.407 329.111.240.700 16,43 
Chemical Asia Corporation PTE LTD 876.052.631 87.605.263.100 8,70 1.743.344.736 174.334.473.600 8,70 
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) 921.458.880 92.145.888.000 9,16 7.135.638.538 713.563.853.800 35,63 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 10.064.568.363 1.006.456.836.300  100,00 20.028.491.042 2.002.849.104.200 100,00 

Jumlah saham dalam portepel 25.935.431.637 2.593.543.163.700  15.971.508.958 1.597.150.895.800  

 
Dalam hal Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya namun hanya 
PT Gratamulia Pratama selaku Pengendali Perseroan yang akan melaksanakan sebagian HMETD yang 
dimilikinya yaitu sebesar 2.076.895.361 (dua miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu 
tiga ratus enam puluh satu) lembar dan Suzanna Tanojo selaku Ultimate Beneficial Owner Perseroan yang akan 
melaksanakan sebagian HMETD yang dimilikinya sebesar 805.555.555 (delapan ratus lima juta lima ratus lima 
puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima) lembar dan Chemical Asia Corporation PTE LTD (CAC) selaku 
Pemegang Saham Perseroan yang akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya yaitu sebesar 
867.292.105 (delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima) lembar, maka 
struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah 
sebagai berikut: 
 

(dalam rupiah penuh) 

Keterangan 

Nilai nominal Rp100,- per saham 

Sebelum Pelaksanaan HMETD Setelah Pelaksanaan HMETD 

Jumlah saham Nominal (Rp) % Jumlah saham Nominal (Rp) % 

Modal dasar 36.000.000.000 3.600.000.000.000  36.000.000.000 3.600.000.000.000  
Modal ditempatkan dan disetor penuh:       
PT Gratamulia Pratama 5.781.500.000 578.150.000.000 57,44 7.858.395.361 785.839.536.100 56,89 
Suzanna Tanojo 2.485.556.852 248.555.685.200 24,70 3.291.112.407 329.111.240.700 23,82 
Chemical Asia Corporation PTE LTD 876.052.631 87.605.263.100 8,70 1.743.344.736 174.334.473.600 12,62 
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%) 921.458.880 92.145.888.000 9,16 921.458.880 92.145.888.000 6,67 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 10.064.568.363 1.006.456.836.300  100,00 13.814.311.384 1.381.431.138.400 100,00 

Jumlah saham dalam portepel 25.935.431.637 2.593.543.163.700  22.185.688.616 2.218.568.861.600  

 
Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD I ini berjumlah sebanyak-
banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu 
enam ratus tujuh puluh sembilan) saham baru, maka Pemegang Saham yang tidak melaksanakan haknya untuk 
membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai HMETD-nya akan mengalami penurunan 
persentasi kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 49,75% (empat puluh sembilan koma tujuh lima 
persen). 
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Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan, jumlah saham Perseroan yang dikeluarkan akan berjumlah 
sebanyak-banyaknya 20.028.491.042 (dua puluh miliar dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu 
ribu empat puluh dua saham, yang terdiri dari 10.064.568.363 (sepuluh miliar enam puluh empat juta lima ratus 
enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham lama dan sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 
(sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh 
sembilan) Saham Baru yang berasal dari PMHMETD I ini. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham treasury. 
 
KETERANGAN TENTANG HMETD 
 
Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama 
masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil 
pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan. 
 
Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:  
 
1. Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) 
 
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan 
saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Desember 2022 berhak untuk membeli saham dengan 
ketentuan bahwa setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 99 (sembilan puluh sembilan) HMETD, 
dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru 
dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp180,- (seratus 
delapan puluh Rupiah). 
 
2. Pemegang SBHMETD Yang Sah 
 
Pemegang HMETD yang sah adalah: 
 
a) Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 

tanggal 5 Desember 2022 pukul 15.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode 
perdagangan HMETD. 

b) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan 
HMETD, atau 

c) Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD. 
 
3. Perdagangan SBHMETD 
 
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu 
tanggal 7 Desember 2022 – 13 Desember 2022. 
 
Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku  
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan 
ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu  
PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila pemegang HMETD 
mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya 
sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan 
publik, atau penasehat profesional lainnya. 
 
HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan 
HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. 
 
Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara 
pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI. 
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Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi 
tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD. 
 
4. Bentuk Dari SBHMETD 

 
Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, 
Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah 
saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham 
HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom 
endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.  
 
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan 
menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank 
Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI. 
 
5. Permohonan Pemecahan SBHMETD 

 
Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka 
pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi 
HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal  
7 Desember 2022 – 13 Desember 2022. 
 
Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat 
diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan. 
 
6. Nilai HMETD 

 
Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan 
lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. 
 
Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai 
HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang 
sesungguhnya. 
 
Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD : 
 

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir  
sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu  = Rp a 

- Harga Pelaksanaan HMETD = Rp b 
- Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD I = A 
- Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I = B 
- Harga teoritis Saham setelah PMHMETD I = (Rp a x A) + (Rp b x B)/ 

 = (A + B) 
 = Rp c 

 
Rumus harga teoritis HMETD diatas, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor  
Kep-00109/BEI/12-2020 perihal Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, Lampiran Bab V huruf A angka 
5 mengenai Ketentuan Penyesuaian Harga Saham menjadi Harga Teoritis atas Tindakan Korporasi, sub angka  
3 (b) Formula perhitungan Harga Teoritis saham untuk HMETD. 
 
Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah  = Rp a – Rp c. 
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7. Penggunaan SBHMETD 
 

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. 
SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan 
digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak 
dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD 
dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. 
 
 

8. Pecahan HMETD 
 

Sesuai dengan POJK No. 14/2019, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, 
maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke 
dalam rekening Perseroan. 
 
9. Distribusi HMETD 

 
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD 
akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing 
di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak 
atas HMETD, yaitu tanggal 6 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh 
Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Anggota Bursa atau 
Bank Kustodiannya. 

 
Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, 
Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham 
Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE pada setiap 
hari dan jam kerja mulai tanggal 6 Desember 2022 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah 
(KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri 
dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di: 
 

Biro Administrasi Efek Perseroan 
PT Adimitra Jasa Korpora 

Kirana Boutique Office,  
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5 

Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250  
Telp : 021-29745222 (Hunting) Fax 021-29289961 

opr@adimitra-jk.co.id  
 

Sesuai dengan POJK No. 14/2019 PMHMETD I yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(‘’RUPSLB”) pada tanggal 29 September 2022. 
 
10. Hak Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara 
Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham, maka seluruh 
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 5 Desember 2022, mempunyai hak terlebih 
dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD I ini disebut sebagai 
HMETD), yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham. HMETD tersebut dapat 
dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada 
setiap Pemegang Saham untuk: 
 
  

mailto:opr@adimitra-jk.co.id
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a. Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham. Setiap 
Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum 
tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan 
pemilikan saham. 

b. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat 
pada daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan  
(recording date) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. 

c. Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama 
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta 
agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 
 

11. Tata Cara Pengalihan HMETD 
 
Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang 
diperoleh dalam rangka PMHMETD ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode 
Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme 
perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya. 
 
12. Historis Harga Saham Perseroan 
 
Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia meliputi harga tertinggi, harga terendah 
dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan 
Pendaftaran disampaikan ke OJK pada tanggal 5 Oktober 2022: 
 

Bulan Harga Tertinggi Harga Terendah 
Total Volume 
Perdagangan 

Oktober 2021 224 152 401.096.900 
November 2021 216 156 208.267.700 
Desember 2021 330 165 234.865.900 

Januari 2022 264 167 42.970.400 
Februari 2022 186 147 6.354.600 

Maret 2022 214 132 118.969.100 
April 2022 238 158 54.339.100 
Mei 2022 179 142 5.195.300 
Juni 2022 212 147 74.131.400 
Juli 2022 179 151 28.022.400 

Agustus 2022 190 149 21.238.700 
September 2022 185 155 12.130.400 

Sumber: yahoo finance 
 
Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. 
 
Perseroan tidak dikenakan sanksi berkaitan dengan aksi perdagangan saham baik berupa penghentian sementara 
perdagangan maupun penghapusan pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 
Suspensi saham ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran peraturan di pasar modal, melainkan 
hanya merupakan kebijakan PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”) dalam memberikan waktu yang memadai bagi 
pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang berdasarkan informasi yang ada dalam setiap 
pengambilan keputusan investasinya pada saham Perseroan, serta BEI menghimbau pelaku pasar untuk 
memperhatikan setiap informasi yang disampaikan Perseroan kepada publik 
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PENCATATAN PADA BURSA EFEK INDONESIA 
 
Pada saat ini saham yang telah dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak 
10.064.568.363 (sepuluh miliar enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh 
tiga) saham atau sebesar 100% (seratus Persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Saham hasil 
pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari 
Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah sebanyak-banyaknya 9.963.922.679 
(sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh 
sembilan) Saham Baru atau setara dengan sebanyak-banyaknya 49,75% (empat puluh sembilan koma tujuh lima 
persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD. Saham Baru tersebut memiliki hak yang 
sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatas atas 
pencatatan saham. Setelah PMHMETD, total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebanyak-
banyaknya sebesar 20.028.491.042 (dua puluh miliar dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu 
empat puluh dua) lembar saham.  
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham treasury. 
 
Perseroan tidak memiliki ketentuan untuk persetujuan dari pihak-pihak berwenang atas rencana penerbitan 
HMETD selain Persetujuan RUPS. 
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II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN 
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I 

 
Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi saham, seluruhnya akan 
dipergunakan oleh Perseroan untuk: 
  
1. Sekitar 12,30% (dua belas koma tiga nol persen) atau sekitar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar 

Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk mengambil bagian sesuai dengan porsinya atas saham-saham 
yang akan dikeluarkan PT Bank Victoria International Tbk (“BVIC”) dalam rencana penambahan modal dengan 
menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII (“PMHMETD VII”) BVIC pada kuartal 4 (empat) tahun 2022 
yang dilakukan oleh BVIC dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum bank sebesar minimum 
Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang 
Konsolidasi Bank Umum. Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VII BVIC, Perseroan telah melakukan 
penyetoran dana ke rekening khusus BVIC sebesar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah),  yang 
merupakan dana yang berasal dari titipan setoran modal  Chemical Asia Corporation PTE LTD (“CAC”) kepada 
Perseroan; 

2. Sekitar 8,10% (delapan koma satu nol persen) atau sekitar Rp145.000.000.000 (seratus empat puluh lima 
miliar Rupiah) yang merupakan sebagian dana yang akan digunakan Perseroan untuk melakukan 
pengambilalihan terhadap senilai Rp288.000.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) atau 
sebanyak 288.000.000 (dua ratus delapan puluh delapan juta) saham PT Bank Victoria Syariah (“BVIS”) yang 
dimiliki oleh BVIC, yang merupakan 80% (delapan puluh persen) dari total seluruh saham yang telah 
dikeluarkan dan disetor penuh dalam BVIS. Sebagian sisa dana lainnya untuk melengkapi nilai dana 
pengambilalihan BVIS tersebut yaitu sekitar Rp143.000.000.000 (seratus empat puluh tiga miliar Rupiah) akan 
menggunakan dana kas operasional Perseroan;  

3. Sekitar 33,51% (tiga puluh tiga koma lima satu persen) atau sekitar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar 
Rupiah) akan Perseroan gunakan untuk mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan  
BVIS dalam rencana penambahan modal BVIS dalam rangka memenuhi ketentuan modal inti minimum bank 
sebesar minimum Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) sebagaimana disyaratkan oleh  
POJK No. 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum. BVIS akan melaksanakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2022 
dimana salah satu agenda RUPS tersebut adalah dalam rangka meminta persetujuan Pemegang Saham BVIS 
untuk meningkatkan modal dasar BVIS, sehingga jumlah saham dalam portepel BVIS cukup untuk melaksanakan 
rencana penambahan modal pada BVIS; dan  

4. Sisanya akan Perseroan gunakan seluruhnya sebagai modal kerja untuk menunjang kegiatan operasional 
Perseroan diantaranya namun tidak terbatas untuk biaya gaji, tunjangan karyawan maupun biaya operasional 
kantor. 

 

Urutan penggunaan dana yang diungkapkan di atas telah sesuai dengan urutan skala prioritas dalam penggunaan 
dana PMHMETD I Perseroan. 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No.33/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal 
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, total biaya yang dikeluarkan oleh 
Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan sebesar 0,1678% (nol koma satu enam tujuh delapan 
persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini. 
 
- Biaya Arranger sekitar 0,0334% (nol koma nol tiga tiga empat persen) 
- Biaya Kantor Jasa Penilai Publik sekitar  0,0251% (nol koma nol dua lima satu persen) 
- Biaya Jasa Akuntan Publik sekitar 0,0537% (nol koma nol lima tiga tujuh persen) 
- Biaya Konsultan Hukum sekitar 0,0056% (nol koma nol nol lima enam persen) 
- Biaya Notaris sekitar 0,0043% (nol koma nol nol empat tiga persen) 
- Biaya Jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,0039% (nol koma nol nol tiga sembilan persen) 
- Biaya Pungutan Otoritas Jasa Keuangan sekitar 0,0418% (nol koma nol empat satu delapan persen) 
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Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, dalam hal transaksi tersebut memenuhi kualifikasi transaksi 
afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK  
No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”) dan 
transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material 
dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana 
disyaratkan dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.  
 
Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini dan akan 
melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS 
Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No.30/2015. 
 
Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini, setiap 
rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan 
yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui 
RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015. 
 
Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan akan menggunakan dana kas operasional 
untuk membiayai kegiatan Perseroan. 
 
Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil 
PMHMETD I ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi 
penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan 
tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I ini telah direalisasikan. 
Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. 
 
Salah satu penggunaan dana rencana PMHMETD Perseroan adalah dalam rangka pemenuhan Modal Inti Bank 
untuk BVIC dan BVIS pada tahun 2022 sebesar sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) 
untuk BVIC dan sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) untuk BVIS (sebagai bank yang 
bukan merupakan perusahaan induk atau bukan pelaksana perusahaan induk dalam Kelompok Usaha Bank dari 
Grup Victoria), yang harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan ketentuan  
Pasal 8 ayat 3 jo. Pasal 9 ayat 1 huruf d dari Peraturan POJK 12/2020. Dalam hal BVIC dan/atau BVIS tidak dapat 
memenuhi ketentuan modal inti minimum tersebut sampai dengan 31 Desember 2022, BVIC dan/atau BVIS dapat 
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 13 POJK 12/2020 berupa (a) sanksi administratif dalam bentuk 
teguran tertulis, dan (b) jika sudah dikenakan sanksi administratif teguran tertulis, maka bank yang bersangkutan 
dapat dikenakan sanksi sanksi administratif berupa (i) larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan/atau 
jaringan kantor, dan/atau (ii) pembekuan kegiatan usaha tertentu.  
 
Perseroan bersama-sama dengan BVIC telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham pada 
tanggal 26 September 2022 dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (“PPJB”), sehubungan dengan 
reorganisasi internal atas kepemilikan saham di dalam pihak-pihak terafiliasi Perseroan, yaitu melalui rencana 
pembelian Perseroan atas saham-saham di BVIS untuk jumlah sebanyak-banyaknya 288.000.000 (dua ratus 
delapan puluh delapan juta) lembar saham yang pada saat ini dimiliki oleh BVIC, yang merupakan Pihak Terafiliasi 
dari Perseroan (“Transaksi Pengambilalihan”). 
 
Transaksi Pengambilalihan ini diharapkan dapat mendukung bisnis utama Perseroan sebagai perusahaan holding 
untuk Victoria Grup dan secara khusus merupakan langkah penyederhanaan struktur organisasi kepemilikan Grup 
Victoria serta meningkatkan sinergi dalam Grup Victoria. Setelah ditandatanganinya Akta Pengambilalihan 
dan/atau Akta Jual Beli Saham, Perseroan akan menjadi pengendali BVIS dengan kepemilikan saham sebesar 
80% (delapan puluh persen). Kejadian, informasi dan fakta sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan 
tersebut di atas tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau 
kelangsungan usaha Perseroan. 
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III. PERNYATAAN UTANG 
 

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Grup tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh 
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang tidak tercantum dalam prospektus 
ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (a firm member of Morison Global, auditor 
independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) 
sebagaimana  tercantum dalam laporan auditor independen No. 00504/2/0853/AU.1/09/1258-3/1/XI/2022 tanggal 
15 November 2022 yang telah ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik 
No.AP.1258). Laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam prospektus ini, menyatakan opini 
wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk 
sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Juli 2022 dan untuk 
periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan tujuan penerbitan laporan auditor independen. 
 

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp21.259.977.383,- ribu dan dana syirkah 
temporer sebesar Rp1.016.457.529,- ribu dengan perincian sebagai berikut: 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli 2022 

LIABILITAS   
Liabilitas segera 639.408 
Simpanan nasabah  
   Pihak berelasi 798.512.218 
   Pihak ketiga 17.081.366.237 
Simpanan dari bank lain 1.157.961.920 
Utang Bank 34.275.922 
Utang Klaim 1.512.407 
Utang reasuransi 15.190.596 
Utang komisi 3.779.780 
Utang nasabah 7.973.520 
Utang pajak 12.246.227 
Liabilitas kontrak asuransi 377.145.781 
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 374.949.500 
Efek-efek yang diterbitkan 980.202.635 

Titipan setoran modal 220.296.710 

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 43.902.695 
Titipan premi 6.215 
Akrual dan liabilitas lain-lain 149.915.612 

Total Liabilitas 21.259.877.383 

 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli 2022 

DANA SYIRKAH TEMPORER  
Simpanan nasabah  

Pihak berelasi 3.296.545 
Pihak ketiga 1.006.660.984 
  

Simpanan dari bank lain 6.500.000 

Total Liabilitas 1.016.457.529 
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LIABILITAS 
 
1. LIABILITAS SEGERA 

 
Liabilitas Segera pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp639.408,- ribu terdiri dari: 

 (dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli 2022 

Liabilitas lainnya 397.970 

Titipan pembiayaan 198.588 

Titipan asuransi 42.850 

Jumlah  639.408 
  
 

2. SIMPANAN NASABAH 

Simpanan nasabah pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp17.879.878.455,- ribu terdiri dari: 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli 2022 

Rupiah  

Deposito berjangka 12.383.639.054 

Tabungan 3.297.607.339 

Giro 1.512.491.802 

Subtotal 17.193.738.195 

  

Mata uang asing  

   Deposito berjangka 600.062.187 

   Giro 86.078.073 

   Subtotal 686.140.260 

Jumlah 17.879.878.455 
 

Simpanan nasabah dalam mata uang asing adalah Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura, Euro dan Yen Jepang. 
 
 
3. SIMPANAN DARI BANK LAIN 

Simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp1.157.961.920,- ribu terdiri dari: 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli 2022 

Call money 963.000.000 

Giro 131.230.569 

Tabungan 37.198.877 

Deposito berjangka 26.532.474 

Jumlah 1.157.961.920 
 

Tingkat suku bunga yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 untuk simpanan dari bank lain berkisar antara 0,00% 
- 3,00% 
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4. UTANG BANK 

Utang pajak pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp34.275.922,- ribu terdiri dari: 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli  2022 

Pihak ketiga  

   PT Bank Sinarmas Tbk 32.942.000 

PT Bank Pan Indonesia Tbk 1.333.922 

Jumlah 34.275.922 

 
5. UTANG REASURANSI 

Utang reasuransi pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp15.190.596,- ribu terdiri dari: 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli 2022 

Berdasarkan Reasuradur  

PT Malacca Trust Wuwungan Insurance 11.500.249 

Trinity RE 2.116.512 

Konsorsium Asuransi Risiko Khusus 373.836 

PT Chartered Reinsurance Brokers 271.291 

PT Reasuransi Indonesia Utama 214.686 

Lainnya (masing-masing dibawah Rp600.000) 714.022 

Jumlah  15.190.596 
 

6. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli 2022 

Premi belum merupakan pendapatan 32.156.301 

Estimasi klaim 35.495.725 

Manfaat polis masa depan 309.493.755 

Jumlah  377.145.781 

 
Pada tanggal 31 Juli 2022, di dalam estimasi klaim termasuk estimasi atas klaim yang sudah terjadi namun belum 
dilaporkan (IBNR) sebesar Rp22.495.475,- 
 
7. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI 

 
 (dalam ribuan Rupiah) 

Pihak 
lawan/Kode 

nasabah 
Jenis Efek 

31 Juli 2022 

Nilai Wajar 
Tingkat 

Suku 
Bunga 

Tanggal 
Dimulai 

Tanggal 
jatuh tempo 

Nilai 
Tercatat 

Bank Indonesia FR0065 100.000.000 3,75% 29-Sep-21 5-Agu-22 88.270.200 

Bank Indonesia FR0082 100.000.000 3,75% 29-Sep-21 5-Agu-22 93.034.000 

Bank Indonesia FR0065 100.000.000 3,75% 29-Sep-21 5-Agu-22 93.930.400 

Bank Indonesia FR0065 100.000.000 3,75% 29-Sep-21 5-Agu-22 99.714.900 

Jumlah   400.000.000    374.949.500 
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8. EFEK-EFEK YANG DITERBITKAN 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli 2022 

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 346.480.000 

Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018 Seri B 197.500.000 

Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019 195.000.000 

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019 146.936.044 

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020 60.000.000 

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap I Tahun 2017 43.500.000 

Jumlah  989.416.044 

Biaya emisi yang belum diamortisasi (9.213.409) 

Jumlah 980.202.635 

 
9. TITIPAN SETORAN MODAL 

Dana ini merupakan dana titipan untuk setoran modal dari Chemical Asia Corporation Pte. Ltd yang akan 

dilaksanakan melalui proses Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Titipan setoran modal pada 

tanggal 31 Juli 2022 merupakan setoran dari Chemical Asia Corporation Pte.Ltd. sebesar Rp220.296.710 

kepada Perusahaan 

 

10. AKRUAL DAN LIABILITAS LAIN-LAIN 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli 2022 

Bunga dan bagi hasil yang masih harus dibayar 68.674.120 

Liabilitas sewa 9.736.721 

Beban akrual 19.914.127 

Utang pembelian kendaraan 1.237.226 

Kewajiban Transaksi ATM 
   Internet Banking & Mobile Banking 10.980.554 

Cadangan THR 2.790.116 

Pendapatan diterima dimuka 922.174 

Kontribusi OJK 887.248 

Lain-lain 34.773.326 

Jumlah 149.915.612 

 
Beban akrual terutama terdiri dari administrasi kredit, biaya personalia, biaya asuransi jiwa dan kebakaran. 
 
Saldo lain-lain pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, terutama terdiri dari utang kepada pihak 
ketiga dan cadangan biaya promosi hadiah. 
 
11. DANA SYIRKAH TEMPORER 

 
(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli 2022 

Simpanan Nasabah  

Giro Mudharabah 8.957 

Tabungan Mudharabah 19.308.814 

Deposito berjangka 990.639.758 

Subtotal 1.009.957.529 

Simpanan dari bank lain  

Deposito berjangka - pihak ketiga 6.500.000 

Jumlah 1.016.457.529 
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MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN 
DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN 
KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH 
DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. 
 

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA HASIL 
USAHA DIMASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT 
MENYELESAIKAN LIABILITAS SEBAGAIMANA MESTINYA. 
 

SETELAH TANGGAL 31 JULI  2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN 
SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA 
PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI FAKTA MATERIAL YANG 
MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN KECUALI 
LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-
LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN 
DALAM LAPORAN KEUANGAN. 
 

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN 
PEMEGANG SAHAM DAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN 
KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP 
KELANGSUNGAN USAHA. 
 
 

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PINJAMAN KEPADA PERSEROAN YANG 
DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.  
 

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI 
DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS 
PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN. 
 

 

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
PROSPEKTUS INI. 
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut ”Grup”) tanggal  
31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan Desember 2020, yang disusun oleh 
manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang 
Rupiah, yang tidak tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & 
Tamara (a member firm of Morison Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh 
Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana  tercantum dalam laporan auditor independen  
No. 00504/2/0853/AU.1/09/1258-3/1/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang telah ditandatangani oleh  
David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1258). Laporan auditor independen tersebut, yang 
tidak tercantum dalam prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain 
mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan 
konsolidasian Grup tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan 
tujuan penerbitan laporan auditor independen. 
 

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 
(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Kas dan Setara Kas  2.493.106.756   1.905.758.111   2.556.290.042  
Investasi    
   Pihak berelasi  131.445.556   114.092.193   112.305.300  
   Pihak ketiga  5.642.274.541   5.826.474.437   6.772.793.988  
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - 
   Bersih  37.807.550   728.624.669   495.626.850  
Piutang premi  20.593.979   32.793.897   52.123.713  
Piutang reasuransi  7.476.889   6.916.374   10.151.963  
Aset reasuransi  71.683.289   64.491.383   67.519.727  
Piutang lembaga kriling dan penjaminan  17.477.770   3.627.959   19.320.560  
Piutang nasabah  9.142.048   13.526.083   5.712.380  
Piutang perusahaan efek lain  -   -   143.232  
Pendapatan bunga yang masih akan diterima  377.791.573   364.693.547   248.240.453  
Piutang kegiatan manajer investasi    
   Pihak berelasi  418.649   518.599   1.038.781  
Piutang lain-lain  22.914.845   34.784.992   36.212.025  
Uang muka dan biaya dibayar dimuka  38.978.540   17.013.146   23.273.557  
Pajak dibayar dimuka  595.833   718   62  
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang    
   Syariah    
      Pihak berelasi  199.930.155   200.732.747   217.885.281  
      Pihak ketiga  15.221.849.521   15.270.022.134   14.605.937.803  
   Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai  (497.598.371)  (702.273.753)  (597.378.266) 
Investasi Saham  47.000.537   47.000.570   69.017.107  
Agunan yang diambil alih - setelah dikurangi 
   cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 
   Rp307.544.221, Rp282.641.086 dan 
   Rp278.062.370 masing-masing pada tanggal 
   31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020  1.111.842.342   1.154.056.605   1.367.711.889  
Aset pajak tangguhan  282.106.208   298.386.324   249.372.267  
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi 
   penyusutan sebesar Rp129.471, Rp122.807 
   dan Rp111.383 masing-masing pada tanggal 
   31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020  970.529   977.193   988.617  
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi 
   penyusutan sebesar Rp124.948.733, 
   Rp115.783.577 dan Rp84.437.787 
   masing-masing pada tanggal 
   31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020  461.377.082   520.874.185   572.564.466  
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Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi 
   amortisasi sebesar Rp25.683.023, Rp24.461.953           
   dan Rp20.146.291 masing-masing pada tanggal 
   31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020  11.183.066   10.532.986   13.839.732  
Aset lain-lain 85.725.734 28.525.270 61.269.152 

JUMLAH ASET 25.796.094.621  25.942.150.369   26.961.960.681  
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Liabilitas segera 639.408 335.926 2.086.598 
Simpanan nasabah    
   Pihak berelasi 798.512.218 693.732.812 265.939.212 
   Pihak ketiga 17.081.366.237 17.372.570.604 18.057.886.188 

Simpanan dari bank lain 1.157.961.920 1.037.173.068 2.060.970.040 
Utang bank 34.275.922 81.064.000 60.378.025 
Utang klaim 1.512.407 190.685 31.231 
Utang reasuransi 15.190.596 26.823.054 48.104.013 
Utang komisi 3.779.780 3.448.334 1.632.054 
Utang nasabah 7.973.520 10.536.283 21.264.235 
Utang pajak 12.246.227 14.135.313 23.077.701 
Liabilitas kontrak asuransi 377.145.781 288.944.117 170.765.162 
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 374.949.500  -   -  
Efek-efek yang diterbitkan 980.202.635 1.332.845.304 1.484.694.502 
Titipan setoran modal 220.296.710 

- - 

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 43.902.695 47.596.168 63.049.763 
Titipan premi 6.215 1.000.000 700.000 
Akrual dan liabilitas lain-lain 149.915.612 144.110.004 187.205.076 

JUMLAH LIABILITAS 21.259.877.383   21.054.505.672   22.447.783.800  

Simpanan nasabah    
   Pihak berelasi 3.296.545 3.292.909 2.931.894 
   Pihak ketiga 1.006.660.984 1.218.699.403 1.321.750.467 
Simpanan bank lain 6.500.000 8.500.000 54.500.000 

JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER 1.016.457.529   1.230.492.312   1.379.182.361 

 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Modal saham 
   Modal dasar - 36.000.000.000 saham 
   (2020: 15.000.000.000 saham) dengan nilai 
   nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per       
   saham modal ditempatkan dan disetor -    
   10.064.568.363 saham (2020: 9.150.094.680    
   saham) 1.006.456.836  1.006.456.836   915.009.468  
Tambahan modal disetor bersih 

265.914.240 265.914.240 78.845.897 

Selisih nilai transaksi ekuitas 
   dengan kepentingan non-pengendali  (14.958.416)  (10.408.026)  (3.950.586) 
Keuntungan dari pengukuran kembali aset 
   keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui 
   penghasilan komprehensif lain 1.388.536  176.220.834   61.367.765  
Surplus revaluasi aset tetap 194.746.402  194.746.402   198.673.401  
Saldo laba    

   Ditentukan penggunaannya 7.000.000  7.000.000   7.000.000  
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Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

   Belum ditentukan penggunaannya 704.265.235  674.536.675   693.888.291  
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
   entitas induk 2.164.812.833  2.314.466.961   1.950.834.236  
Kepentingan non-pengendali 1.354.946.876  1.342.685.424   1.184.160.284  

JUMLAH EKUITAS 3.519.759.709  3.657.152.385   3.134.994.520  
 
 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 
(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

PENDAPATAN USAHA     
Pendapatan bunga dan syariah - bersih  414.881.037   212.221.652   480.257.822   218.398.555  
Pendapatan premi - bersih  300.700.908   172.272.758   268.864.472   96.473.197  
Pendapatan hasil investasi  23.948.080   131.844.082  208.924.707 383.727.063 
Pendapatan provisi dan komisi selain dari    
   pinjaman - bersih  2.607.402   6.410.398   13.270.603   19.062.753  
Pendapatan kegiatan perantara  
   perdagangan efek  5.426.744   5.892.340   10.649.058   6.927.823  
Pendapatan kegiatan manajer investasi  3.075.284   3.080.732   5.888.946   8.606.440  
Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan    
   penjualan efek  3.058.453   3.764.048   5.570.001   3.960.220  
Pendapatan operasional lainnya 177.859.221 210.723.484 264.460.730  127.025.565  

Jumlah Pendapatan Usaha  931.557.129   746.209.494   1.257.886.339   864.181.616  

     BEBAN USAHA  
    Beban klaim  (307.254.727)  (177.729.373)  (279.701.748)  (115.920.517) 

Beban tenaga kerja  (107.251.669)  (112.226.653)  (174.088.989)  (203.650.773) 
Rugi atas modifikasi pinjaman yang  
   diberikan   (46.435.795)  (10.926.800)  (58.445.675)  (47.534.665) 
Premi asuransi  (21.563.487)  (20.865.419)  (36.815.101)  (42.103.054) 
Penyusutan  (19.575.830)  (20.788.157)  (35.415.779)  (33.400.224) 
Administrasi dan umum  (10.172.869)  (9.612.444)  (16.986.060)  (20.310.111) 
Telekomunikasi  (8.795.207)  (2.437.754)  (4.335.884)  (5.117.002) 
Sewa  (6.875.706)  (11.145.948)  (13.258.504)  (17.266.730) 
Iuran OJK tahunan  (6.314.613)  (5.060.793)  (10.053.676)  (13.951.033) 
Pemeliharaan dan perbaikan  (6.159.745)  (8.085.980)  (12.160.587)  (11.563.487) 
Jasa profesional  (5.517.937)  (3.593.964)  (8.792.035)  (12.050.287) 
Pajak-pajak  (3.797.296)  (6.011.447)  (10.362.108)  (6.735.233) 
Pemasaran  (3.418.506)  (1.861.624)  (4.427.633)  (3.208.992) 
Pengembangan teknologi  (2.536.727)  (2.562.578)  (4.084.719)  (3.717.435) 
Asuransi  (2.362.357)  (3.026.344)  (4.643.439)  (6.440.079) 
Amortisasi aset tak berwujud  (2.072.068)  (2.722.083)  (4.315.662)  (6.735.943) 
Beban underwriting lainnya  (1.975.988)  (2.217.194)  (3.999.744)  (3.524.271) 
Pendidikan dan pengembangan  (1.721.328)  (1.152.594)  (2.238.933)  (3.703.128) 
Transaksi bursa  (1.520.854)  (685.712)  (1.418.000)  (1.215.777) 
Jasa pihak ketiga  (1.427.055)  (1.392.688)  (2.154.417)  (2.801.859) 
Transportasi dan perjalanan dinas  (1.300.139)  (1.159.777)  (1.965.003)  (2.294.814) 
Representasi dan sumbangan  (436.986)  (425.449)  (554.641)  (626.950) 
Beban referral dan penasehat keuangan  (308.610)  (983.107)  (1.410.412)  (433.314) 
Lain-lain  (24.509.330)  (21.678.863)  (23.204.014)  (31.747.219) 

Jumlah Beban Usaha  (593.304.829)  (428.352.745)  (714.832.763)  (596.052.897) 

     LABA USAHA  338.252.300   317.856.749   543.053.576   268.128.719  

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 
    Penghasilan bunga  1.696.157   1.412.552   3.088.683   3.358.140  
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Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Keuntungan (kerugian) kurs mata uang 
   asing - bersih  214.546   107.067   (39.212)  (106.760) 
Pendapatan sewa  96.020   99.742   143.055   266.380  
(Kerugian) keuntungan penjualan dan 
   penghapusan aset tetap - bersih  (68.087)  (3.289.253)  (3.053.001)  1.060.034  
Beban bunga dan keuangan  (3.085.299)  (5.607.060)  (14.247.829)  (14.576.853) 
Cadangan kerugian penurunan nilai aset 
   non-keuangan  (25.328.166)  (21.924.347)  (4.578.717)  (109.717.512) 
Cadangan kerugian penurunan nilai aset 
   keuangan  (138.658.280)  (237.062.886)  (570.892.392)  (381.536.524) 
Lain-lain – neto  (53.114.011)  (7.802.834)  (86.045.911)  (55.094.777) 

Jumlah Beban Lain-Lain - Bersih  (218.247.120)  (274.067.019)  (675.625.324)  (556.347.872) 

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK  120.005.180   43.789.730   (132.571.748)  (288.219.153) 
MANFAAT (BEBAN) PAJAK 
PENGHASILAN  (43.701.863)  (2.373.026)  30.957.588   50.138.833  

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/ 
TAHUN BERJALAN  76.303.317   41.416.704   (101.614.160)  (238.080.320) 

 
    

PENGHASILAN (RUGI) 
KOMPREHENSIF LAIN 

    Pos yang tidak akan direklasifikasi 
   ke laba rugi: 

    Pengukuran kembali liabilitas imbalan 
   kerja - bersih setelah pajak  2.155.727   -   983.906   719.985  
Laba (rugi) atas penilaian kembali aset 
   tetap - bersih setelah pajak  -   -   (8.730.550)  49.045.074  
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: 

    Keuntungan yang belum direalisasi atas 
   perubahan nilai wajar investasi yang 
   diukur pada nilai wajar melalui 
   penghasilan komprehensif lain - bersih 
   setelah pajak  (228.658.082)  (38.833.983)  86.760.018   47.406.994  

PENGHASILAN (RUGI) 
KOMPREHENSIF 
LAIN SETELAH PAJAK  (226.502.355)  (38.833.983)  79.013.374   97.172.053  

JUMLAH LABA (RUGI) 
KOMPREHENSIF 
PERIODE/ TAHUN BERJALAN  (150.199.038)  2.582.721   (22.600.786)  (140.908.267) 

JUMLAH LABA (RUGI) PERIODE/ 
TAHUN BERJALAN YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

    Pemilik entitas induk  28.755.659   20.964.398   (31.915.451)  (109.273.118) 
Kepentingan non-pengendali  47.547.658   20.452.306   (69.698.709)  (128.807.202) 

 
 76.303.317   41.416.704   (101.614.160)  (238.080.320) 

JUMLAH LABA (RUGI) 
KOMPREHENSIF YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

    Pemilik entitas induk  (145.103.738)  17.163.971   91.574.453   (71.273.436) 
Kepentingan non-pengendali  (5.095.300)  (14.581.250)  (114.175.239)  (69.634.831) 

 
 (150.199.038)  2.582.721   (22.600.786)  (140.908.267) 

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/ 
TAHUN BERJALAN PER SAHAM 
DASAR (Rupiah Penuh)  2,86   2,29   (3,17)  (11,94) 

*) Tidak diaudit 
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Laporan Arus Kas 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI     
Penerimaan premi  459.385.781   284.115.445   485.813.221   22.113.379  
Penerimaan dari penjualan agunan yang 
diambil alih 149.569.487   66.324.000   182.230.821   122.826.836  

Penerimaan bunga dan syariah dan komisi 969.091.866 874.565.748 1.565.652.919 1.780.559.271 

Pembayaran bunga dan syariah dan komisi (564.370.007) (745.217.391) (1.186.761.308) (1.598.151.109) 

Penerimaan klaim reasuransi  23.654.723   28.990.250   45.674.789   24.959.909  
Penerimaan pengelolaan investasi  3.175.234   3.577.301   6.409.128   8.958.491  
Penerimaan komisi perantara perdagangan 
efek  5.426.744   5.892.340   10.649.058   6.927.823  
Penerimaan jasa penjaminan emisi dan 
penjualan efek serta jasa lainnya  3.058.453   3.764.048   5.570.001   3.960.220  
Penerimaan dari perusahaan efek lain  -   143.232   143.232   476.768  
Penerimaan dari (pembayaran kepada) 
nasabah   1.821.272   (16.276.373)  (18.541.655)  17.846.036  
Penerimaan dari (pembayaran kepada) 
lembaga kliring dan penjaminan  (13.849.811)  (26.305.009)  15.692.601   (13.212.423) 
Pembayaran premi reasuransi  (70.909.535)  (79.977.166)  (100.420.935)  (59.407.167) 
Penerimaan (pembayaran) atas penjualan 
efek-efek yang dibeli dengan janji dijual 
kembali   690.714.570   393.532.642   (232.997.819)  (406.999.180) 
Pembayaran (penerimaan) atas pembelian 
efek-efek yang dibeli dengan janji dibeli 
kembali   374.949.500   (4.334)  -   -  
Pembayaran kepada pemasok dan 
karyawan  (387.452.406)  (408.039.273)  (503.453.772)  (434.618.175) 
Pembayaran klaim  (337.340.149)  (176.913.507)  (318.953.150)  (158.434.603) 
Penerimaan lain-lain  (213.703.385)  (20.235.376)  164.906.917   84.999.299  
Pembayaran pajak penghasilan  (29.905.948)  (20.557.528)  (26.999.513)  (44.211.437) 
Pembayaran imbalan kerja jangka panjang  (9.079.000)  (11.112.141)  (11.112.141)  (14.803.130) 

Arus kas operasi sebelum perubahan dalam 
aset dan liabilitas operasi 1.054.237.389  156.266.908    83.502.394  (656.209.192) 

Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:     
Penempatan pada Bank Indonesia  -   -   -   20.000.000  
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan 
dan piutang syariah  (155.700.177)  468.944.757   (542.036.310)  2.564.166.159  
Agunan yang diambil alih  (193.802.291)  663.889   (43.016.855)  (547.540.402) 
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas 
operasi:     
Liabilitas segera  (2.063.566)  1.880.574   (1.750.672)  9.177  
Simpanan nasabah  (186.424.961) (1.132.271.218)  (257.521.984) (3.457.346.746) 
Simpanan dari bank lain  120.788.852  (1.009.430.468) (1.023.796.972)  1.151.660.232  
Dana syirkah temporer  (214.034.783)  (360.878.391)  (148.690.049)  (308.302.255) 

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan 
untuk)  Aktivitas Operasi 423.000.463   

 
(1.874.823.949) (1.933.310.448) 

 
(1.233.563.027) 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI     
Pencairan dan penempatan investasi  158.407.855   215.694.825   850.568.290   1.584.534.046  
Penerimaan hasil investasi  64.801.167   852.679.070   291.313.470   75.802.618  
Perolehan aset tetap  (11.058.066)  (392.798)  (4.672.388)  (4.987.318) 
Hasil penjualan aset tetap  17.099.696   22.654.148   22.500.374   27.152.953  
Perolehan aset tak berwujud  (1.871.150)  (815.988)  (983.916)  (753.254) 

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas 
Investasi  227.379.502   1.089.819.257   1.158.725.830   1.681.749.045  
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Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

 
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 
Penerimaan utang bank 295.686.700 277.184.721 775.435.534  445.074.809  
Pembayaran utang bank (342.474.778)  (310.508.721) (754.749.559)  (438.951.198) 
Penerimaan titipan setoran modal  220.296.710   -   -   -  
Penerimaan efek-efek yang diterbitkan  54.414.780   -   171.165.324   126.765.500  
Pembayaran efek-efek yang diterbitkan  (300.494.450)  (200.000.000)  (327.505.550)  (300.000.000) 
Penerimaan setoran kepentingan non-
pengendali entitas anak  20.500.000   83.792.950   275.115.772   5.315.655  
Pembayaran utang pembelian kendaraan  -   -   (434.769)  (126.433) 
Pembayaran dividen  (877.383)  (942.774)  (827.383)  (2.649.293) 
Pembayaran liabilitas sewa  (10.082.899)  (14.146.682)  (14.146.682)  (14.061.088) 

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan 
untuk)  Aktivitas Pendanaan  (63.031.320)  (164.620.506)  124.052.687   (178.632.048) 

*) Tidak diaudit 
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Rasio Keuangan 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Rasio Pertumbuhan     
Pendapatan bunga dan syariah - bersih 95,49% 102,09% 119,90% - 
Pendapatan premi - bersih 74,55% 73,14% 178,69% - 
Pendapatan hasil investasi  -81,84% -22,46% -45,55% - 
Pendapatan provisi dan komisi selain dari 
pinjaman - bersih  -59,33% -10,38% -30,38% - 
Pendapatan kegiatan perantara perdagangan 
efek  -7,90% 191,60% 53,71% - 
Pendapatan kegiatan manajer investasi  -0,18% -36,87% -31,58% - 
Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan 
penjualan efek  -18,75% 20,82% 40,65% - 
Pendapatan operasional lainnya -15,60% 178,36% 108,19% - 
Laba operasional 24,84% 59,64% 45,56% - 
Laba bersih tahun berjalan 84,23% 1890,90% - - 
Rugi bersih tahun berjalan - - -57,32% - 
Jumlah aset -0,56% -9,48% -3,78% - 
Jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer -0,04% -10,97% -6,47% - 
Jumlah ekuitas -3,76% 1,83% 16,66% - 
     
Permodalan (Perseroan)     
CAR dengan memperhitungankan risiko kredit 
dan operasional 19,23% 17,09% 17,92% 17,39% 
CAR dengan memperhitungankan risiko kredit 
dan pasar 19,05% 16,45% 17,49% 16,68% 
CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
     
Rasio Pinjaman bermasalah     
Non Performing Loan (NPL) Gross  4,36% 7,04% 7,27% 7,58% 
Non Performing Loan (NPL) Net 2,94% 3,86% 4,08% 4,91% 
     
Solvabilitas     
Dept to Asset Ratio (DAR)  86,36% 86,92% 85,90% 88,37% 
Dept to Equity (DER)  632,89% 664,45% 609,35% 760,03% 
Interest Coverage Ratio (ICR) 10963,36% 5668,87% 3811,48% 1839,41% 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 905,36% 860,84% 569,77% 357,72% 
     
Profitabilitas     
Return on Asset (ROA)  0,30% 0,17% -0,39% -0,88% 

Return on Equity (ROE) 2,17% 1,30% -2,78% -7,59% 

Beban Operasional Terhadap Pendapatan 
Operasional 

-63,69% -57,40% -56,83% -68,97% 

Laba (rugi) terhadap pendapatan bunga  18,39% 19,52% -21,16% -109,01% 
     
Rasio Giro Wajib Minimum      
Giro wajib minimum **) 6,85% 3,56% 3,57% 3,06% 
Penyangga likuiditas makroprudensial ***) 17,93% 14,98% 14,97% 12,57% 
GWM rasio intermediasi makroprudensial ****) 0,48% 0,02% 0,23% 0,88% 
Valuta Asing 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 
*) Tidak diaudit 
 
Catatan : 
**) Sebelumnya Giro Wajib Minimum Primer 
***) Sebelumnya Giro Wajib Minimum Sekunder 
****) Sebelumnya Giro Wajib Minimum LFR  
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN  
 

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan 
Konsolidasian Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya beserta catatan atas 
laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya.  
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut ”Grup”) tanggal  
31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan Desember 2020, yang disusun oleh 
manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang 
Rupiah, yang tidak tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara 
(firma anggota dari Morison Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut 
Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana  tercantum dalam laporan auditor independen  
No. 00504/2/0853/AU.1/09/1258-3/1/XI/2022 tanggal 15 November 2022 yang telah ditandatangani oleh  
David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1258). Laporan auditor independen tersebut, yang 
tidak tercantum dalam Prospektus ini, menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain 
mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan 
konsolidasian Grup tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan 
tujuan penerbitan laporan auditor independen. 
 
1. UMUM 
 

Perseroan didirikan dengan nama PT Tata Sekuritas Maju berdasarkan Akta No. 39 tanggal 26 Oktober 1989 
dibuat dihadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang yang telah mendapat pengesahan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10137.HT.01.01.TH.89 tanggal  
2 November 1989 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1612/1989 
tanggal 7 November 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 100 tanggal  
15 Desember 1989, Tambahan 3537. 
 
Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan 
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali 
dengan nama PT Tata Sekuritas Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 26 Oktober 1989, dibuat di 
hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan 
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10137.HT.01.01-Th.89 tanggal 
2 November 1989 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 November 
1989 di bawah No. 1612/1989 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3537 tanggal  
26 Oktober 1989, Tambahan No. 100 (“Akta Pendirian”). 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tercantum dalam akta-akta dibawah ini: 

 
1.  Akta No. 180/2021, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan dan pernyataan kembali 

terhadap seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 14/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka; No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan 
Kegiatan Usaha; 

   
2.  Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 25 November 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., 

Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan 
Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan 
dari semula sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar 
Rp3.600.000.000.000 (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham 
dengan Surat Keputusan No. AHU-0069008.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 2021, dan 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0212799.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 
2021 (“Akta No. 134/2021”); dan 
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3.  Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 3 Januari 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., Notaris 
di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan  
Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal 
disetor Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu (PMHMETD) dari semula sebesar Rp915.009.468.000 (sembilan ratus lima belas miliar sembilan juta 
empat ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp1.006.456.836.300 (satu triliun enam miliar 
empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus Rupiah). Akta tersebut telah 
diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar  No. AHU-AH.01.03-0031331 tanggal 14 Januari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0009349.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Januari 2022 (“Akta No. 1/2022”). 

 
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 
a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian 

 
Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang 
dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian juga disusun sesuai dengan 
Keputusan Ketua Bapepam-LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No. KEP-347/BL/2012 tanggal  
25 Juni 2012 yang merupakan perubahan terakhir atas Keputusan Ketua Bapepam-LK  
No. KEP 554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 
tanggal 13 Maret 2000 yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Pedoman Penyajian Laporan Keuangan” serta 
Surat Edaran Ketua Bapepam- LK No. SE-02/BL/2008 tentang “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan 
Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan 
Perbankan” tanggal 31 Januari 2008. 
 
Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan harga perolehan kecuali untuk aset keuangan yang 
diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (“FVOCI”) dan aset keuangan yang diukur pada 
nilai wajar melalui laporan laba rugi (“FVTPL”). Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan 
akuntansi berbasis akrual, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian. 
 
Laporan keuangan untuk Entitas Anak yang bergerak di bidang Syariah, disusun berdasarkan Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101 (Revisi 2016) “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”,  
PSAK 102 (Revisi 2019) “Akuntansi Murabahah”, PSAK 104 (Revisi 2016), “Akuntansi Istishna”, PSAK 105, 
“Akuntansi Mudharabah”, PSAK 106, “Akuntansi Musyarakah”, PSAK 107 (Revisi 2016), “Akuntansi Ijarah”, 
PSAK 110 (Revisi 2015) “Akuntansi Sukuk”, PSAK 111, “Akuntansi Wa’d”, Pedoman Akuntansi Perbankan 
Syariah Indonesia (“PAPSI”), dan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk pedoman akuntansi dan 
pelaporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). 

 
b. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan 

 
Penerapan dari standar dan amendemen standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022, 
yang relevan dengan operasi Grup namun tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi 
Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan atas 
tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut: 
 

- Amandemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis” tentang Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan 
Keuangan; 

- Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi” tentang Kontrak Memberatkan-
Biaya Memenuhi Kontrak; 

- Penyesuaian tahunan PSAK 71 “Instrumen Keuangan”; 

- Penyesuaian PSAK 73 “Sewa”  
 
Standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan atas standar akuntansi yang telah diterbitkan, yang 
relevan dengan operasi Grup namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal  
1 Januari 2022 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut: 
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- Amandemen PSAK 16 “Aset Tetap“ tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan; 

- Amandemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan” tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi dan 
Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang; 

- Amandemen PSAK 25 “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan“ tentang 
Definisi Estimasi Akuntansi”; 

- Amandemen PSAK 46 “Pajak Penghasilan” tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang 
Timbul dari Transaksi Tunggal 

- PSAK 74 “Kontrak Asuransi” 
 
c. Prinsip konsolidasi  

 
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan beserta seluruh Entitas Anak yang 
berada di bawah pengendalian Perseroan. Entitas Anak adalah entitas (termasuk entitas terstruktur) dimana 
Perseroan memiliki pengendalian. Perseroan mengendalikan entitas lain ketika Perseroan terekspos atas, atau 
memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan Entitas Anak dan memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas Entitas Anak. 
 
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas (termasuk entitas 
terstruktur) yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (Grup). 
Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini: 

- kekuasaan atas investee; 

- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan 

- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil 
Grup. 

Apabila Grup memiliki kurang dari mayoritas hak suara atas investee, maka Grup memiliki kekuasaan atas 
investee hanya jika hak suara yang dimiliki mencukupi untuk memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan 
aktivitas relevan investee. Grup mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai 
apakah hak suara Grup mencukupi untuk memberikan, atau tidak dapat memberikan, kekuasaan atas investee, 
termasuk: 

- ukuran kepemilikan hak suara Grup relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik suara lain; 

- hak suara potensial yang dimiliki oleh Grup, pemegang suara lain atau pihak lain; 

- hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan 

- fakta dan keadaan tambahan apapun yang mengindikasikan bahwa Grup memiliki, atau tidak memiliki, 
kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola 
pemilihan suara dalam RUPS sebelumnya.  

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan 
berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban 
entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan 
tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, 
beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi 
secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian. Laba rugi dan setiap komponen penghasilan 
komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dan kepentingan non-pengendali (KNP) meskipun 
hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.  
 
KNP disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas 
pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
Perusahaan.  
 
Transaksi dengan KNP yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. 
Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas 
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anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan kepada KNP juga dicatat di 
ekuitas. 

 
3. ANALISA KEUANGAN 
 

3.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 
(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

PENDAPATAN USAHA     
Pendapatan bunga dan syariah - bersih  414.881.037   212.221.652   480.257.822   218.398.555  
Pendapatan premi - bersih  300.700.908   172.272.758   268.864.472   96.473.197  
Pendapatan hasil investasi  23.948.080   131.844.082  208.924.707 383.727.063 
Pendapatan provisi dan komisi selain dari    
   pinjaman - bersih  2.607.402   6.410.398   13.270.603   19.062.753  
Pendapatan kegiatan perantara  
   perdagangan efek  5.426.744   5.892.340   10.649.058   6.927.823  
Pendapatan kegiatan manajer investasi  3.075.284   3.080.732   5.888.946   8.606.440  
Pendapatan kegiatan penjamin emisi dan 
penjualan efek  3.058.453   3.764.048   5.570.001   3.960.220  
Pendapatan operasional lainnya 177.859.221 210.723.484 264.460.730  127.025.565  

Jumlah Pendapatan Usaha  931.557.129   746.209.494   1.257.886.339   864.181.616  

     BEBAN USAHA  
    Beban klaim  (307.254.727)  (177.729.373)  (279.701.748)  (115.920.517) 

Beban tenaga kerja  (107.251.669)  (112.226.653)  (174.088.989)  (203.650.773) 
Rugi atas modifikasi pinjaman yang  
   diberikan   (46.435.795)  (10.926.800)  (58.445.675)  (47.534.665) 
Premi asuransi  (21.563.487)  (20.865.419)  (36.815.101)  (42.103.054) 
Penyusutan  (19.575.830)  (20.788.157)  (35.415.779)  (33.400.224) 
Administrasi dan umum  (10.172.869)  (9.612.444)  (16.986.060)  (20.310.111) 
Telekomunikasi  (8.795.207)  (2.437.754)  (4.335.884)  (5.117.002) 
Sewa  (6.875.706)  (11.145.948)  (13.258.504)  (17.266.730) 
Iuran OJK tahunan  (6.314.613)  (5.060.793)  (10.053.676)  (13.951.033) 
Pemeliharaan dan perbaikan  (6.159.745)  (8.085.980)  (12.160.587)  (11.563.487) 
Jasa profesional  (5.517.937)  (3.593.964)  (8.792.035)  (12.050.287) 
Pajak-pajak  (3.797.296)  (6.011.447)  (10.362.108)  (6.735.233) 
Pemasaran  (3.418.506)  (1.861.624)  (4.427.633)  (3.208.992) 
Pengembangan teknologi  (2.536.727)  (2.562.578)  (4.084.719)  (3.717.435) 
Asuransi  (2.362.357)  (3.026.344)  (4.643.439)  (6.440.079) 
Amortisasi aset tak berwujud  (2.072.068)  (2.722.083)  (4.315.662)  (6.735.943) 
Beban underwriting lainnya  (1.975.988)  (2.217.194)  (3.999.744)  (3.524.271) 
Pendidikan dan pengembangan  (1.721.328)  (1.152.594)  (2.238.933)  (3.703.128) 
Transaksi bursa  (1.520.854)  (685.712)  (1.418.000)  (1.215.777) 
Jasa pihak ketiga  (1.427.055)  (1.392.688)  (2.154.417)  (2.801.859) 
Transportasi dan perjalanan dinas  (1.300.139)  (1.159.777)  (1.965.003)  (2.294.814) 
Representasi dan sumbangan  (436.986)  (425.449)  (554.641)  (626.950) 
Beban referral dan penasehat keuangan  (308.610)  (983.107)  (1.410.412)  (433.314) 
Lain-lain  (24.509.330)  (21.678.863)  (23.204.014)  (31.747.219) 

Jumlah Beban Usaha  (593.304.829)  (428.352.745)  (714.832.763)  (596.052.897) 

     LABA USAHA  338.252.300   317.856.749   543.053.576   268.128.719  

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN 
    Penghasilan bunga  1.696.157   1.412.552   3.088.683   3.358.140  

Keuntungan (kerugian) kurs mata uang 
   asing - bersih  214.546   107.067   (39.212)  (106.760) 
Pendapatan sewa  96.020   99.742   143.055   266.380  
(Kerugian) keuntungan penjualan dan 
   penghapusan aset tetap - bersih  (68.087)  (3.289.253)  (3.053.001)  1.060.034  
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Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Beban bunga dan keuangan  (3.085.299)  (5.607.060)  (14.247.829)  (14.576.853) 
Cadangan kerugian penurunan nilai aset 
   non-keuangan  (25.328.166)  (21.924.347)  (4.578.717)  (109.717.512) 
Cadangan kerugian penurunan nilai aset 
   keuangan  (138.658.280)  (237.062.886)  (570.892.392)  (381.536.524) 
Lain-lain – neto  (53.114.011)  (7.802.834)  (86.045.911)  (55.094.777) 

Jumlah Beban Lain-Lain - Bersih  (218.247.120)  (274.067.019)  (675.625.324)  (556.347.872) 

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK  120.005.180   43.789.730   (132.571.748)  (288.219.153) 
(BEBAN) MANFAAT PAJAK 
PENGHASILAN  (43.701.863)  (2.373.026)  30.957.588   50.138.833  

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/ 
TAHUN BERJALAN  76.303.317   41.416.704   (101.614.160)  (238.080.320) 

 
    

PENGHASILAN (RUGI) 

KOMPREHENSIF LAIN 

    Pos yang tidak akan direklasifikasi 
   ke laba rugi: 

    Pengukuran kembali liabilitas imbalan 
   kerja - bersih setelah pajak  2.155.727   -   983.906   719.985  
(Rugi) laba atas penilaian kembali aset 
   tetap - bersih setelah pajak  -   -   (8.730.550)  49.045.074  
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: 

    (Kerugian) keuntungan yang belum       
   direalisasi atas perubahan nilai wajar    
   investasi yang diukur pada nilai wajar  
   melalui penghasilan komprehensif lain –  
   bersih setelah pajak 

 
 
 
 

(228.658.082) 

 
 
 
 

(38.833.983) 

 
 
 
 

 86.760.018 

 
 
 
 

 47.406.994  

(RUGI) PENGHASILAN 

KOMPREHENSIF 

LAIN SETELAH PAJAK  (226.502.355)  (38.833.983)  79.013.374   97.172.053  

JUMLAH (RUGI) LABA 

KOMPREHENSIF 

PERIODE/ TAHUN BERJALAN  (150.199.038)  2.582.721   (22.600.786)  (140.908.267) 

JUMLAH LABA (RUGI) PERIODE/ 
TAHUN BERJALAN YANG DAPAT 
DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

    Pemilik entitas induk  28.755.659   20.964.398   (31.915.451)  (109.273.118) 
Kepentingan non-pengendali  47.547.658   20.452.306   (69.698.709)  (128.807.202) 

 
 76.303.317   41.416.704   (101.614.160)  (238.080.320) 

JUMLAH (RUGI) LABA 

KOMPREHENSIF YANG DAPAT 

DIATRIBUSIKAN KEPADA: 

    Pemilik entitas induk  (145.103.738)  17.163.971   91.574.453   (71.273.436) 
Kepentingan non-pengendali  (5.095.300)  (14.581.250)  (114.175.239)  (69.634.831) 

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/ 
TAHUN BERJALAN PER SAHAM 
DASAR (Rupiah Penuh)  (150.199.038)  2.582.721   (22.600.786)  (140.908.267) 

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE/ 
TAHUN BERJALAN PER SAHAM 
DASAR (Rupiah Penuh)  2,86   2,29   (3,17)  (11,94) 

*) Tidak diaudit 
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3.1.1. Pendapatan bunga dan syariah - bersih 
 
Di bawah ini merupakan rincian pendapatan bunga dan syariah bersih Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Perseroan     
   Piutang reverse repo  3.180.000  3.570.000 5.865.000 6.892.500 
   Pinjaman lainnya  1.400.708  1.832.113 2.883.608 2.368.986 
Entitas anak     
VSI     
   Piutang reverse repo  2.864.850  4.930.539 6.462.083 9.054.483 
   Piutang nasabah - bersih  168.208  324.654 714.147 442.346 
BVIC dan entitas anak     
   Pendapatan bunga     
      Pinjaman yang diberikan  758.722.897  616.844.017 1.224.126.940 1.349.212.746 
      Efek-efek  166.202.042  265.521.886 261.957.951 281.832.509 
      Penempatan pada Bank Indonesia  
         dan bank lain  5.085.481  11.383.748 10.270.458 9.886.638 
Pendapatan syariah     
      Pendapatan bagi hasil  15.344.607  26.619.767 40.938.499 77.112.912 
      Pendapatan margin  4.115.137  12.560.667 20.378.070 18.470.603 
      Pendapatan ijarah - neto  36.095  77.325 116.635 231.551 
      Pendapatan usaha utama lainnya  22.340.719  330.779 52.385.155 52.935.111 
Subtotal  979.460.744   943.995.495   1.626.098.546   1.808.440.385  
Dikurangi:     
Beban bunga dan syariah     
Simpanan dana pihak ketiga     
   Deposito (378.029.445)  (533.368.457)  (812.440.943)  (1.175.032.353) 
   Tabungan  (66.764.131)  (68.587.026)  (118.255.602)  (119.954.233) 
   Giro  (23.924.866)  (20.661.726)  (36.223.303)  (70.533.478) 
Obligasi yang diterbitkan  (84.908.333)  (95.568.194)  (157.443.194)  (181.750.000) 
Amortisasi emisi obligasi  (3.053.924)  (3.747.093)  (6.095.559)  (6.420.719) 
Simpanan dari bank lain     
   Call money  (7.899.008)  (9.841.347)  (15.211.290)  (24.181.090) 
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli 
kembali  -   -   -   (11.380.540) 
Negotiable Certificate Deposits  -   -   -   (789.417) 
Lain - lain  -   -   (170.833)  -  
Jumlah  (564.579.707)  (731.773.843)  (1.145.840.724)  (1.590.041.830) 

Jumlah Bersih  414.881.037   212.221.652   480.257.822   218.398.555  

*) Tidak diaudit 
 

Perbandingan pendapatan bunga dan syariah - bersih untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2022 dan  31 Juli 2021 
 
Pendapatan bunga dan syariah bersih Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal per 
tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp414.881.037 ribu naik sebesar Rp202.659.385 ribu atau sebesar 95,49% 
dibandingkan dengan pendapatan bunga dan syariah bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada  
31 Juli 2021 sebesar Rp 212.221.652 ribu. Kenaikan pendaptan bunga dan syariah bersih tersebut terutama 
disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan enitas anak Perseroan yaitu BVIC 
sebesar Rp758.722.897 ribu dibandingkan Rp616.844.017 ribu pada 31 Juli 2021. Hal ini dikarenakan masih 
adanya Covid-19 yang membuat bisnis debitur terganggu dan berdampak ke pendapatan Perseroan. 
 
 
 
 



 

- 31 - 
 

Perbandingan pendapatan bunga dan syariah - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2021 dan  31 Desember 20210 
 
Pendapatan bunga dan syariah bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal per tanggal  
31 Desember 2021 adalah sebesar Rp480.257.822 ribu naik sebesar Rp261.859.267 ribu atau sebesar 119,90% 
dibandingkan dengan pendapatan bunga dan syariah bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2020 sebesar Rp218.398.555 ribu. Kenaikan pendapatan bunga dan syariah bersih tersebut 
terutama disebabkan oleh penurunan salah satu pengurang jumlah pendapatan bunga dan syariah – bersih yaitu 
simpanan dana pihak ketiga pada deposito sebesar Rp812.440.943 ribu dibandingkan dengan Rp1.175.032.353 
ribu pada 31 Desember 2020.  
 
3.1.2. Pendapatan Premi – Bersih 
 
Di bawah ini merupakan rincian Pendapatan Premi Bersih: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 

31 Juli 2022 

Premi Bruto 
Premi 

Reasuransi 

Penurunan 
(Kenaikan) Premi 
Belum Merupakan 

Pendapatan 

Pendapatan 
Premi Neto 

Jiwa  288.312.998   (287.602)  (71.070)  287.954.326  
Properti  41.655.222   (41.549.795)  1.460.134   1.565.561  
Kesehatan  14.201.494   (14.130.486)  (394.943)  (323.935) 
Kecelakaan diri  8.008.147   (567.222)  (4.218)  7.436.707  
Kendaraan bermotor  4.117.047   (497.508)  (610.382)  3.009.157  
Pengangkutan  1.710.381   (1.541.782)  (16.419)  152.180  
Rekayasa  455.500   (425.108)  (4.392)  26.000  
Aneka  1.141.358   (277.575)  17.129   880.912  

Jumlah  359.602.147   (59.277.078)  375.839   300.700.908  
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 

31 Juli 2021*) 

Premi Bruto 
Premi 

Reasuransi 

Penurunan 
(Kenaikan) Premi 
Belum Merupakan 

Pendapatan 

Pendapatan 
Premi Neto 

Jiwa  163.264.794   (149.486)  (108.593)  163.006.715  
Properti  14.778.836   (17.542.872)  2.249.113   (514.923) 
Kesehatan  6.159.708   -   -   6.159.708  
Kecelakaan diri  2.640.945   (845.688)  19.461   1.814.718  

Kendaraan bermotor  2.729.294   (449.959)  (675.837)  1.603.498  
Pengangkutan  1.095.042   (931.662)  (11.313)  152.067  
Rekayasa  922.872   (959.234)  (6.087)  (42.449) 
Aneka  251.887   (170.083)  11.620   93.424  

Jumlah  191.843.378   (21.048.984)  1.478.364   172.272.758  
*) Tidak diaudit 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 

31 Desember 2021 

Premi Bruto 
Premi 

Reasuransi 

Penurunan 
(Kenaikan) Premi 
Belum Merupakan 

Pendapatan 

Pendapatan 
Premi Neto 

Jiwa  255.998.919   (266.629)  (46.398)  255.685.892  
Properti  45.603.951   (52.026.866)  1.109.296   (5.313.619) 
Kesehatan  20.616.537   (20.513.454)  (148.065)  (44.982) 
Kecelakaan diri  16.005.973   (1.612.993)  18.166   14.411.146  

Kendaraan bermotor  5.418.929   (789.900)  (1.411.573)  3.217.456  
Pengangkutan  2.066.694   (1.777.436)  (6.818)  282.440  
Rekayasa  1.152.878   (1.185.592)  482.237   449.523  
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Keterangan 

31 Desember 2021 

Premi Bruto 
Premi 

Reasuransi 

Penurunan 
(Kenaikan) Premi 
Belum Merupakan 

Pendapatan 

Pendapatan 
Premi Neto 

Aneka  1.147.030   (967.106)  (3.308)  176.616  

Jumlah  348.010.911   (79.139.976)  (6.463)  268.864.472  
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 

31 Desember 2020 

Premi Bruto 
Premi 

Reasuransi 

Penurunan 
(Kenaikan) Premi 
Belum Merupakan 

Pendapatan 

Pendapatan 
Premi Neto 

Jiwa  90.979.436   (438.496)  22.831   90.563.771  
Properti  73.551.373   (82.473.257)  (1.842.089)  (10.763.973) 
Kecelakaan diri  16.153.314   (1.775.264)  (18.928)  14.359.122  

Kendaraan bermotor  4.225.761   (3.339.899)  1.353.582   2.239.444  

Pengangkutan  1.721.166   (1.604.128)  (7.022)  110.016  
Rekayasa  766.114   (839.067)  (129.274)  (202.227) 
Aneka  1.258.440   (1.090.170)  (1.226)  167.044  

Jumlah  188.655.604   (91.560.281)  (622.126)  96.473.197  

 
Perbandingan pendapatan premi - bersih untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Juli 2022 dan  31 Juli 2021 
 
Pendapatan premi bersih Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah 
sebesar Rp300.700.908 ribu dimana terdapat kenaikan sebesar Rp128.428.150 ribu atau sebesar 74,55% 
dibandingkan dengan pendapatan premi bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar 
Rp172.272.758 ribu. Kenaikan pendapatan premi bruto bersih tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan 
pendapatan premi bruto jiwa sebesar Rp288.312.998 ribu dibandingkan Rp163.264.794 ribu pada 31 Juli 2021. 
  
Perbandingan pendapatan premi - bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan   
31 Desember 2020 
 
Pendapatan premi bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp268.864.472 ribu dimana terdapat kenaikan sebesar Rp172.391.275 ribu atau sebesar 178,69% dibandingkan 
dengan pendapatan premi bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp96.473.197  ribu. 
Kenaikan pendapatan premi bruto bersih tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan premi bruto jiwa 
sebesar Rp255.998.919 ribu dibandingkan Rp90.979.436 ribu pada 31 Desember 2020. 
 
3.1.3. Pendapatan Hasil Investasi 
 
Di bawah ini merupakan rincian pendapatan hasil investasi Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Keuntungan terealisasi dari penjualan efek  9.969.781   116.887.298  183.224.158   297.951.445  
Bunga deposito berjangka dan obligasi  11.795.171   9.155.375   16.122.636   12.953.171  
Keuntungan investasi reksa dana  2.427.914   1.485.091   5.254.639   106.664.831  
Dividen  67.368   3.989.164   3.127.555   13.962  
Kerugian yang belum direalisasi atas  
   transaksi aset keuangan pada nilai  
   wajar melalui laba rugi - bersih  (553.984)  61.548   432.240   (5.029.855) 
Kerugian yang telah direalisasi atas   
   transaksi aset keuangan pada nilai  
   wajar melalui laba rugi - bersih  -   -   -   (28.826.491) 
Lain-lain  241.830   265.606   763.479   -  
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Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Jumlah   23.948.080   131.844.082  
 

208.924.707   383.727.063  
*) Tidak diaudit 

 
Perbandingan pendapatan hasil investasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 
 
Pendapatan hasil investasi Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah 
sebesar Rp23.948.080 ribu turun sebesar Rp107.896.002 ribu atau sebesar -81,84% dibandingkan dengan 
pendapatan  hasil investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar Rp131.844.082 ribu. 
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan tereralisasi dari penjualan efek sebesar 
Rp9.969.781 ribu dibandingkan Rp116.887.298 ribu pada 31 Juli 2021. 
 
Perbandingan pendapatan hasil investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020 
 
Pendapatan hasil investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp208.924.707 ribu turun sebesar Rp174.802.356 ribu atau sebesar -45,55% dibandingkan dengan pendapatan  
hasil investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp383.727.063 ribu. 
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan tereralisasi dari penjualan efek sebesar 
Rp183.223.158 ribu dibandingkan Rp297.951.445 ribu pada 31 Desember 2020. 
 
3.1.4. Pendapatan Operasional Lainnya 
 
Di bawah ini merupakan rincian pendapatan operasional lainnya Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
           31 Juli           31 Desember 

         2022            2021*)           2021              2020 

Penerimaan kredit yang telah 
dihapusbuku 

 
87.153.310 

 
13.613.271 

 
213.785.073 

 
39.196.454 

Pendapatan biaya administrasi jasa 
perbankan 

 
20.025.345 

 
5.918.979 

 
9.308.118 

 
10.239.267 

Laba transaksi spot 9.075.206  -   -   -  
Denda keterlambatan 4.834.055 6.919.374 7.514.459 5.184.181 

Laba transaksi swap 2.315.600 4.160.025  -   -  

Laba transaksi forward  822.050  346.050  -   -  
Penerimaan administrasi - Telkom 618.804  -   -   -  
Penerimaan dari transaksi ATM  -   -  1.190.526 1.273.542 
Lain-lain 53.014.851 179.765.785 32.662.554 71.132.121 

Jumlah  177.859.221   210.723.484   264.460.730   127.025.565  
*) Tidak diaudit 
 

Perbandingan pendapatan operasional lainnya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 
 

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
adalah sebesar Rp177.859.221 ribu turun sebesar Rp32.864.263 ribu atau sebesar -15,60% dibandingkan dengan 
pendapatan  operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar Rp210.723.484 ribu. 
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain sebesar Rp53.014.851 ribu 
dibandingkan Rp179.765.785 ribu pada 31 Juli 2021. Pendapatan lain-lain tersebut sebagian besar terdiri dari 
transaksi valuta asing. 
 
 
 



 

- 34 - 
 

Perbandingan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 
dan 31 Desember 2020. 
 
Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 
sebesar Rp264.460.730 ribu naik sebesar Rp137.435.165 ribu atau sebesar 108,19% dibandingkan dengan 
pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp127.025.565 ribu. 
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kredit yang telah dihapusbuku sebesar 
Rp213.785.073 ribu dibandingkan Rp39.196.454 ribu pada 31 Desember 2020.  
 
3.1.5. Beban Klaim 

 
Di bawah ini merupakan rincian beban klaim Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 

31 Juli 2022 

Klaim Bruto 
Klaim 

Reasuransi 

Kenaikan 
(Penurunan) 

Estimasi Klaim 
Beban Klaim 

Klaim     
   Jiwa  217.975.052   -   81.392.957   299.368.009  
   Properti  14.313.202   (13.653.961)  1.182.511   1.841.752  
   Kesehatan  10.042.390   (9.992.178)  8.530   58.742  
   Kecelakaan diri  5.933.120   -   (754.048)  5.179.072  
   Kendaraan bermotor  1.276.641   (8.257)  33.673   1.302.057  

   Pengangkutan  343.590   (306.092)  (433.965)  (396.467) 
   Rekayasa  270.456   (244.856)  (32.404)  (6.804) 
   Aneka  11.878   (9.892)  (93.620)  (91.634) 

Jumlah  250.166.329   (24.215.236)  81.303.634   307.254.727  
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 

31 Juli 2021*) 

Klaim Bruto 
Klaim 

Reasuransi 

Kenaikan 
(Penurunan) 

Estimasi Klaim 
Beban Klaim 

Klaim     
   Jiwa  103.028.901   -   66.017.630   169.046.531  
   Properti  21.656.390   (18.664.273)  (494.484)  2.497.633  
   Kecelakaan diri  5.998.709   (16.377)  299.345   6.281.677  
   Kendaraan bermotor  1.097.976   (528.012)  (20.019)  549.945  
   Rekayasa  452.562   (342.464)  (18.578)  91.520  
   Pengangkutan  144.205   (132.662)  199.225   210.768  
   Aneka  9.057   (8.440)  (949.318)  (948.701) 

Jumlah  132.387.800   (19.692.228)  65.033.801   177.729.373  
 *) Tidak diaudit 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 

31 Desember 2021 

Klaim Bruto 
Klaim 

Reasuransi 

Kenaikan 
(Penurunan) 

Estimasi Klaim 
Beban Klaim 

Klaim     
   Jiwa  142.852.216   -   122.020.691   264.872.907  
   Properti  41.313.158   (37.586.857)  (621.695)  3.104.606  
   Kecelakaan diri  10.643.163   (16.977)  (60.050)  10.566.136  
   Kesehatan  3.315.154   (3.298.579)  2.280   18.855  
   Kendaraan bermotor  1.815.236   (715.047)  436.368   1.536.557  

   Rekayasa  822.077   (661.484)  123.348   283.941  
   Pengangkutan  170.227   (151.816)  267.872   286.283  
   Aneka  9.127   (8.440)  (968.224)  (967.537) 

Jumlah  200.940.358   (42.439.200)  121.200.590   279.701.748  
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(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 

31 Desember 2020 

Klaim Bruto 
Klaim 

Reasuransi 

Kenaikan 
(Penurunan) 

Estimasi Klaim 
Beban Klaim 

Klaim     
   Jiwa  235.724.661   -   (131.891.517)  103.833.144  
   Properti  34.668.744   (33.606.213)  (33.190)  1.029.341  
   Kecelakaan diri  10.569.050   -   (255.052)  10.313.998  
   Kendaraan bermotor  1.098.754   (222.901)  (67.601)  808.252  
   Rekayasa  302.412   (206.939)  17.386   112.859  
   Pengangkutan  12.261   (8.455)  172.225   176.031  
   Aneka  16.628   (11.285)  (358.451)  (353.108) 

Jumlah  282.392.510   (34.055.793)  (132.416.200)  115.920.517  

 
Perbandingan beban klaim untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan   
31 Juli 2021 
 
Beban Klaim Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar 
Rp307.254.727 ribu dimana terdapat kenaikan sebesar Rp129.525.354 ribu atau sebesar 72,88% dibandingkan 
dengan beban klaim untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar Rp177.729.373 ribu. Kenaikan beban 
klaim tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban klaim jiwa sebesar Rp217.975.052 ribu dibandingkan 
Rp103.028.901 ribu pada 31 Juli 2021. 
 
Perbandingan beban klaim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020 
 
Beban Klaim Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp279.701.748 ribu dimana terdapat kenaikan sebesar Rp163.781.231 ribu atau sebesar 141,29% dibandingkan 
dengan beban klaim untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp115.920.517 ribu. Kenaikan 
beban klaim tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan estimasi klaim jiwa sebesar Rp122.020.691 ribu 
dibandingkan (Rp131.891.517) ribu yang merupakan penurunan pada 31 Juli 2021. 
 
3.1.6. Beban Tenaga Kerja 

 
Di bawah ini merupakan rincian beban tenaga kerja Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Gaji dan tunjangan 84.077.366 85.229.509 143.993.438 158.834.324 
Biaya jasa tenaga kerja 6.820.388 7.559.541 12.598.626 16.384.298 
Tunjangan hari raya dan bonus 7.611.846 7.259.753 10.954.561 11.150.681 
Imbalan pasca kerja 5.255.065  -  5.919 11.235.953 
Lainnya 3.487.004 12.177.850 6.536.445 6.045.517 

Jumlah 107.251.669 112.226.653 174.088.989 203.650.773 
*) Tidak diaudit 
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Perbandingan beban tenaga kerja untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 
31 Juli 2021 
 
Beban tenaga kerja Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar 
Rp107.251.669 ribu dimana terdapat penurunan sebesar Rp4.974.984 ribu atau sebesar -4,43% dibandingkan 
dengan beban tenaga kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar Rp112.226.653 ribu. Penurunan 
beban tenaga kerja tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban tenaga kerja lainnya sebesar 
Rp3.487.004 ribu dibandingkan Rp12.177.850 ribu pada 31 Juli 2021. 
 
Perbandingan beban tenaga kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020 
 
Beban tenaga kerja Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp174.088.989 ribu dimana terdapat penurunan sebesar Rp29.561.784 ribu atau sebesar -14,52% dibandingkan 
dengan beban tenaga kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp203.650.773 ribu. 
Penurunan beban tenaga kerja tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji dan tunjangan sebesar 
Rp143.993.438 ribu dibandingkan Rp158.834.324 ribu pada 31 Desember 2020. 
 
3.1.7. Beban Bunga dan Keuangan 

 
Di bawah ini merupakan rincian beban bunga dan keuangan Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Beban bunga dan provisi bank 2.734.462 5.120.464 6.889.930 8.434.726 
Pembelian kendaraan 173.921 28.096 99.107 17.321 
Administrasi bank dan lainnya 96.375 114.320 5.392.666 3.086.911 
Sewa guna usaha 80.541 344.180 1.866.126 3.037.895 

Jumlah  3.085.299   5.607.060   14.247.829   14.576.853  
*) Tidak diaudit 

 
Perbandingan beban bunga dan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 
 
Beban bunga dan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah 
sebesar Rp3.085.299 ribu dimana terdapat penurunan sebesar Rp2.521.761 ribu atau sebesar -44,97% 
dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar 
Rp5.607.060 ribu. Penurunan beban bunga dan keuangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban 
bunga dan provisi bank sebesar Rp2.734.462 ribu dibandingkan Rp5.120.464 ribu pada 31 Juli 2021. 
 
Perbandingan beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 
31 Desember 2020 
 
Beban bunga dan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 
sebesar Rp14.247.829 ribu dimana terdapat penurunan sebesar Rp329.024 ribu atau sebesar -2,26% 
dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar 
Rp14.576.853 ribu. Penurunan beban bunga dan keuangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban 
bunga dan provisi bank sebesar Rp6.889.930 ribu dibandingkan Rp8.434.726 ribu pada 31 Juli 2021. 
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3.1.8. (Kerugian) keutungan penjualan dan penghapusan aset tetap - bersih 
 
Rincian (kerugian) keuntungan penjualan dan penghapusan aset tetap bersih adalah sebagai berikut: 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Harga Jual 17.099.696 22.500.374 27.152.953 
Nilai Tercatat (17.167.783) (25.553.375) (26.092.919) 

(Kerugian) Keuntungan penjualan dan 
penghapusan 

 (68.087)  (3.053.001)  1.060.034  

*) Tidak diaudit 

 
 
Perbandingan (kerugian) keutungan penjualan dan penghapusan aset tetap – bersih untuk periode tujuh 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2021 
 
(Kerugian) keutungan penjualan dan penghapusan aset tetap - bersih Perseroan untuk periode tujuh bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar (Rp68.087) ribu naik sebesar Rp2.984.914 ribu atau sebesar  
-97,77% dibandingkan dengan (kerguian) keutungan penjualan dan penghapusan asset tetap – bersih untuk tahun 
yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar 3.053.001 ribu. Kenaikan (kerugian) keutungan tersebut terutama 
disebabkan oleh turunnya nilai tercatat sebagai pengurang sebesar Rp17.167.783 ribu dibandingkan 
Rp25.553.375 ribu pada 31 Desember 2021. 
 
Perbandingan (kerugian) keutungan penjualan dan penghapusan aset tetap – bersih untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 
 
(Kerugian) keutungan penjualan dan penghapusan aset tetap - bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp3.053.001) ribu menurun sebesar Rp4.113.035 ribu atau sebesar  
-388,01% dibandingkan dengan (kerguian) keutungan penjualan dan penghapusan asset tetap – bersih untuk 
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.060.034 ribu. Penurunan (kerugian) keutungan 
tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga jual asset tetap sebesar Rp22.500.374 ribu dibandingkan 
Rp27.152.953 ribu pada 31 Desember 2020. 
 
3.1.9. Cadangan Kerugian Penurunan Aset Keuangan 

 
Di bawah ini merupakan rincian cadangan kerugian penurunan asset keuangan Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Beban cadangan kerugian penurunan 
nilai aset keuangan :     

Pinjaman yang diberikan   (109.198.851)  (237.062.886)  (519.652.937)  (349.288.991) 
Investasi   -   -   (20.715.558)  (20.325.393) 
Bank garansi   4.999.765   -   (5.343.999)  -  
Efek - efek   4.950.057   -  -  -  
Penyertaan saham   -   -   (2.891.855)  (2.155.506) 
Lain-lain   (39.409.251)  -   (22.288.043)  (9.766.634) 
Jumlah   (138.658.280)  (237.062.886)  (570.892.392)  (381.536.524) 
     

Beban cadangan kerugian penurunan 
nilai aset non-keuangan:     

Agunan yang diambil alih, rekening 
perantara dan tagihan lainnya  (25.328.166)  (21.924.347)  (4.578.717)  (109.717.512) 

*) Tidak diaudit 
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Perbandingan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 
 
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar (Rp138.658.280) ribu dimana terdapat kenaikan sebesar Rp98.404.606. ribu 
atau sebesar 41,51% dibandingkan dengan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tahun yang 
berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar (Rp237.062.886) ribu. Kenaikan cadangan kerugian penurunan nilai aset 
keuangan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diberikan sebesar (Rp109.198.851) ribu 
dibandingkan (Rp237.062.886) ribu pada 31 Juli 2021. 
 
Perbandingan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 
 
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp570.892.392) ribu dimana terdapat penurunan sebesar Rp189.355.868 ribu 
atau sebesar 49,63% dibandingkan dengan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tahun yang 
berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar (Rp381.536.524) ribu. Penurunan cadangan kerugian penurunan nilai 
aset keuangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman yang diberikan sebesar (Rp519.652.937) 
ribu dibandingkan (Rp349.288.991) ribu pada 31 Desember 2020. 
 
3.1.10. (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan  

 
Di bawah ini merupakan rincian (beban) manfaat pajak penghasilan Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Beban pajak kini:    
   Perusahaan  -  376.691 350.395 
   Entitas anak 732.751 1.204.078 1.557.165 
Jumlah beban pajak kini  732.751  1.580.769 1.907.560 
Dikurangi pembayaran pajak di muka    
   Perusahaan  -  267.116 348.022 
   Entitas anak 712.547 1.120.988 1.515.983 
Jumlah  712.547   1.388.104   1.864.005  
Utang pajak kini  20.203  192.665   43.555  
Rincian utang pajak kini    
   Perusahaan   -  109.575 2.373 
   Entitas anak 20.203 83.090 41.182 

Jumlah  20.203   192.665   43.555  

 
Perbandingan (beban) manfaat pajak penghasilan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 
 
(Beban) manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
adalah sebesar Rp20.203 ribu mengalami penurunan sebesar Rp172.462 ribu atau sebesar -89,51% dibandingkan 
dengan (beban) manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar 
Rp192.665 ribu. Penurunan ini dikarenakan jumlah beban pajak kini Perseroan dan entitas anak mengalami 
penurunan pada tahun 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2021. 
 
Perbandingan (beban) manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 
 
(Beban) manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 
sebesar Rp192.665 ribu mengalami kenaikan sebesar Rp149.110 ribu atau sebesar 342,35% dibandingkan 
dengan (beban) manfaat pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar  
Rp43.555 ribu. Kenaikan ini dikarenakan jumlah beban pajak kini Perseroan dan entitas anak mengalami 
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penurunan pada tahun 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2020. 
 
 
3.2. Laporan posisi keuangan konsolidasian 

 
Tabel berikut menggambarkan perkembangan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Jumlah Aset  25.796.094.621   25.942.150.369   26.961.960.681  
Jumlah Liabilitas  21.259.877.383   21.054.505.672   22.447.783.800  
Jumlah Dana Syirkah temporer  1.016.457.529   1.230.492.312   1.379.182.361  
Jumlah Ekuitas  3.519.759.709   3.657.152.385   3.134.994.520  

Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas 25.796.094.621 25.942.150.369 26.961.960.681 

 
3.2.1. Aset  

 
Di bawah ini merupakan rincian aset Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Kas dan Setara Kas  2.493.106.756   1.905.758.111   2.556.290.042  
Investasi    
   Pihak berelasi  131.445.556   114.092.193   112.305.300  
   Pihak ketiga  5.642.274.541   5.826.474.437   6.772.793.988  
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - 
   Bersih  37.807.550   728.624.669   495.626.850  
Piutang premi  20.593.979   32.793.897   52.123.713  
Piutang reasuransi  7.476.889   6.916.374   10.151.963  
Aset reasuransi  71.683.289   64.491.383   67.519.727  
Piutang lembaga kriling dan penjaminan  17.477.770   3.627.959   19.320.560  
Piutang nasabah  9.142.048   13.526.083   5.712.380  
Piutang perusahaan efek lain  -   -   143.232  
Pendapatan bunga yang masih akan diterima  377.791.573   364.693.547   248.240.453  
Piutang kegiatan manajer investasi    
   Pihak berelasi  418.649   518.599   1.038.781  
Piutang lain-lain  22.914.845   34.784.992   36.212.025  
Uang muka dan biaya dibayar dimuka  38.978.540   17.013.146   23.273.557  
Pajak dibayar dimuka  595.833   718   62  
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang    
   Syariah    
      Pihak berelasi  199.930.155   200.732.747   217.885.281  
      Pihak ketiga  15.221.849.521   15.270.022.134   14.605.937.803  
   Dikurangi : cadangan kerugian penurunan nilai  (497.598.371)  (702.273.753)  (597.378.266) 
Investasi Saham  47.000.537   47.000.570   69.017.107  
Agunan yang diambil alih - setelah dikurangi 
   cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 
   Rp307.544.221, Rp282.641.086 dan 
   Rp278.062.370 masing-masing pada tanggal 
   31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020  1.111.842.342   1.154.056.605   1.367.711.889  
Aset pajak tangguhan  282.106.208   298.386.324   249.372.267  
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi 
   penyusutan sebesar Rp129.471, Rp122.807 
   dan Rp111.383 masing-masing pada tanggal 
   31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020  970.529   977.193   988.617  
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi 
   penyusutan sebesar Rp124.948.733, 
   Rp115.783.577 dan Rp84.437.787  461.377.082   520.874.185   572.564.466  



 

- 40 - 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

   masing-masing pada tanggal 31 Juli 2022,  
   31 Desember 2021 dan 2020 
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi 
   amortisasi sebesar Rp25.683.023, Rp24.461.953           
   dan Rp20.146.291 masing-masing pada tanggal 
   31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020  11.183.066   10.532.986   13.839.732  
Aset lain-lain 85.725.734 28.525.270 61.269.152 

JUMLAH ASET 25.796.094.621  25.942.150.369   26.961.960.681  

 
Jumlah aset posisi tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021 
 
Jumlah aset Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli  2022 adalah sebesar 
Rp25.796.094.621 ribu menurun sebesar Rp146.055.748 ribu atau sebesar -0,56%  dibandingkan dengan jumlah 
aset  untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp25.942.150.369 ribu. Penurunan tersebut 
terutama disebabkan oleh adanya penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali-bersih Perseroan 
pada tahun 31 Juli 2022. 
 
Jumlah aset posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 
 
Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp25.942.150.369 ribu menurun sebesar Rp1.019.810.312 ribu atau sebesar -3,78% dibandingkan dengan jumlah 
aset  untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp26.961.960.681 ribu. Penurunan tersebut 
terutama disebabkan oleh adanya penurunan investasi pihak ketiga Perseroan pada tahun 31 Desember 2021. 
 
3.2.2. Liabilitas 
 
Berikut merupakan rincian liabilitas Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

 Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Liabilitas segera 639.408 335.926 2.086.598 
Simpanan nasabah    
   Pihak berelasi 798.512.218 693.732.812 265.939.212 
   Pihak ketiga 17.081.366.237 17.372.570.604 18.057.886.188 

Simpanan dari bank lain 1.157.961.920 1.037.173.068 2.060.970.040 
Utang bank 34.275.922 81.064.000 60.378.025 
Utang klaim 1.512.407 190.685 31.231 
Utang reasuransi 15.190.596 26.823.054 48.104.013 
Utang komisi 3.779.780 3.448.334 1.632.054 
Utang nasabah 7.973.520 10.536.283 21.264.235 
Utang pajak 12.246.227 14.135.313 23.077.701 
Liabilitas kontrak asuransi 377.145.781 288.944.117 170.765.162 
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali 374.949.500  -   -  
Efek-efek yang diterbitkan 980.202.635 1.332.845.304 1.484.694.502 

Titipan setoran modal 220.296.710 - - 

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 43.902.695 47.596.168 63.049.763 
Titipan premi 6.215 1.000.000 700.000 
Akrual dan liabilitas lain-lain 149.915.612 144.110.004 187.205.076 

JUMLAH LIABILITAS 21.259.877.383  21.054.505.672   22.447.783.800  

 
Jumlah liabilitas posisi tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021 
 
Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar 
Rp21.259.877.383 ribu meningkat sebesar Rp205.371.711 ribu atau sebesar 0,98% dibandingkan dengan jumlah 
liabilitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp21.054.505.672 ribu. Peningkatan 
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tersebut dikarenakan adanya titipan setoran modal yang diperoleh dari Chemical Asia Corporation Pte Ltd sebesar 
Rp220.296.710. 
 
Jumlah liabilitas posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 
 
Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp21.054.505.672 ribu menurun sebesar Rp1.393.278.128 ribu atau sebesar 6,21% dibandingkan dengan jumlah 
liabilitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp22.447.783.800 ribu. Penurunan tersebut 
terutama disebabkan oleh penurunan simpanan dari bank lain. 
 
3.2.3. Dana Syirkah Temporer 

 
Berikut merupakan rincian dana syirkah temporer Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

 Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Simpanan nasabah    
   Pihak berelasi 3.296.545 3.292.909 2.931.894 
   Pihak ketiga 1.006.660.984 1.218.699.403 1.321.750.467 
   Simpanan bank lain 6.500.000 8.500.000 54.500.000 

JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER 1.016.457.529   1.230.492.312   1.379.182.361 

 
Jumlah dana syirkah temporer posisi tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan posisi tanggal  
31 Desember 2021 
 
Jumlah dana syirkah temporer Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
adalah sebesar Rp1.016.457.529 ribu menurun sebesar Rp214.034.783 ribu atau sebesar -17,39% dibandingkan 
dengan jumlah dana syirkah temporer untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar 
Rp1.230.492.312 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya simpanan nasabah pihak ketiga 
di tahun 31 Juli 2022. 
 
Jumlah dana syirkah temporer posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal  
31 Desember 2020 
 
Jumlah dana syirkah temporer Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 
sebesar Rp1.230.492.312 ribu menurun sebesar Rp148.690.049 ribu atau sebesar 10,78% dibandingkan dengan 
jumlah dana syirkah temporer untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.379.182.361 ribu. 
Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya simpanan nasabah pihak ketiga di tahun  
31 Desember 2021. 
 
3.2.4. Ekuitas 

 
Berikut merupakan rincian ekuitas Perseroan: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Modal saham 
   Modal dasar – 36.000.000.000 saham 
   (2020: 15.000.000.000 saham) dengan nilai 
   nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per       
   saham modal ditempatkan dan disetor -    
   10.064.568.363 saham (2020: 9.150.094.680    
   saham) 1.006 .456.836  1.006.456.836   915.009.468  
Tambahan modal disetor bersih 

265.914.240 265.914.240 78.845.897 

Selisih nilai transaksi ekuitas 
   dengan kepentingan non-pengendali  (14.958.416)  (10.408.026)  (3.950.586) 
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Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Keuntungan dari pengukuran kembali aset 
   keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui 
   penghasilan komprehensif lain 1.388.536  176.220.834   61.367.765  
Surplus revaluasi aset tetap 194.746.402  194.746.402   198.673.401  
Saldo laba    
Ditentukan penggunaannya 7.000.000  7.000.000   7.000.000  
Belum ditentukan penggunaannya 704.265.235  674.536.675   693.888.291  

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
   entitas induk 2.164.812.833  2.314.466.961   1.950.834.236  
Kepentingan non-pengendali 1.354.946.876  1.342.685.424   1.184.160.284  

JUMLAH EKUITAS 
3.519.759.709  3.657.152.385   3.134.994.520  

 
Jumlah ekuitas posisi tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021 
 
Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp3.519.759.709 ribu menurun sebesar -Rp137.392.676 ribu atau sebesar -3,76% dibandingkan dengan jumlah 
ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 sebesar Rp3.657.152.385 ribu. Penurunan tersebut 
disebabkan oleh adanya penurunan atas nilai wajar aset keuangan pada tahun 2022.   
 
Jumlah ekuitas posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 
 
Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp3.657.152.385 ribu meningkat sebesar Rp522.157.865 ribu atau sebesar 16,66% dibandingkan dengan jumlah 
ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp3.134.994.520 ribu. Peningkatan tersebut 
disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor pada tahun 2021 yang lebih besar dibandingkan tahun 2020.  
 

3.3. Laporan arus kas 
 

Laporan arus kas Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan  
untuk tahun yang berakhir pada tanggal Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan 
untuk)  Aktivitas Operasi  423.000.463   (1.874.823.949)  (1.933..310.448) 

 
(1.233.563.027) 

Kas Bersih Diperoleh dari  Aktivitas 
Investasi  227.379.502   1.089.819.257   1.158.725.830   1.681.749.045  
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan 
untuk) Aktivitas Pendanaan  (63.031.320)  (164.620.506)  124.052.687   (178.632.048) 
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3.3.1. Arus kas dari aktivitas operasi  
 

Berikut merupakan rincian arus kas dari aktivitas operasi Perseroan: 
(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Penerimaan premi  459.385.781   284.115.445   485.813.221   22.113.379  
Penerimaan dari penjualan agunan yang 
diambil alih 149.569.487   66.324.000   182.230.821   122.826.836  

Penerimaan bunga dan syariah dan 

komisi 969.091.866  874.565.748  1.565.652.919   1.780.559.271  

Pembayaran bunga dan syariah dan 

komisi (564.370.007) (745.217.391) (1.186.761.308) (1.598.151.109) 

Penerimaan klaim reasuransi  23.654.723   28.990.250   45.674.789   24.959.909  
Penerimaan pengelolaan investasi  3.175.234   3.577.301   6.409.128   8.958.491  
Penerimaan komisi perantara 
perdagangan efek  5.426.744   5.892.340   10.649.058   6.927.823  
Penerimaan jasa penjaminan emisi dan 
penjualan efek serta jasa lainnya  3.058.453   3.764.048   5.570.001   3.960.220  
Penerimaan dari perusahaan efek lain  -   143.232   143.232   476.768  
Penerimaan dari (pembayaran kepada) 
nasabah   1.821.272   (16.276.373)  (18.541.655)  17.846.036  
Penerimaan dari (pembayaran kepada) 
lembaga kliring dan penjaminan  (13.849.811)  (26.305.009)  15.692.601   (13.212.423) 
Pembayaran premi reasuransi  (70.909.535)  (79.977.166)  (100.420.935)  (59.407.167) 
Penerimaan (pembayaran) atas 
penjualan efek-efek yang dibeli dengan 
janji dijual kembali   690.714.570   393.532.642   (232.997.819)  (406.999.180) 
Pembayaran (penerimaan) atas 
pembelian efek-efek yang dibeli dengan 
janji dibeli kembali   374.949.500   (4.334)  -   -  
Pembayaran kepada pemasok dan 
karyawan  (387.452.406)  (408.039.273)  (503.453.772)  (434.618.175) 
Pembayaran klaim  (337.340.149)  (176.913.507)  (318.953.150)  (158.434.603) 
Penerimaan lain-lain (213.703.385)  (20.235.376) 164.906.917   84.999.299  
Pembayaran pajak penghasilan  (29.905.948)  (20.557.528)  (26.999.513)  (44.211.437) 
Pembayaran imbalan kerja jangka 
panjang  (9.079.000)  (11.112.141)  (11.112.141)  (14.803.130) 

Arus kas operasi sebelum perubahan 
dalam aset dan liabilitas operas 1.054.237.389  156.266.908  83.502.394  (656.209.192) 

Penurunan (kenaikan) dalam aset 
operasi:     
Penempatan pada Bank Indonesia  -   -   -   20.000.000  
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan 
dan piutang syariah  (155.700.177)  468.944.757   (542.036.310)  2.564.166.159  
Agunan yang diambil alih  (193.802.291)  663.889   (43.016.855)  (547.540.402) 
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas 
operasi:     
Liabilitas segera  (2.063.566)  1.880.574   (1.750.672)  9.177  
Simpanan nasabah (186.424.961) (1.132.271.218)  (257.521.984) (3.457.346.746) 
Simpanan dari bank lain 120.788.852  (1.009.430.468)  (1.023.796.972)  1.151.660.232  
Dana syirkah temporer  (214.034.783)  (360.878.391)  (148.690.049)  (308.302.255) 

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan 
untuk)  Aktivitas Operasi  423.000.463  

 
(1.874.823.949)  (1.933.310.448)  (1.233.563.027) 

*) Tidak diaudit 
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Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 31 Juli 2021 
 
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 
adalah sebesar Rp423.000.463 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp2.297.824.412 ribu atau sebesar 
122,56% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode tujuh bulan yang 
berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar –Rp1.874.823.949 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena 
peningkatan pembayaran atas pembelian efek-efek yang dibeli dengan janji dibeli kembali pada tahun 2022 
dibandingkan pada tahun 2021 ada efek-efek yang dibeli dengan janji dibeli kembali sebesar Rp374.945.500 ribu. 
 
Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 
dan 31 Desember 2020 
 
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah 
sebesar -Rp1.933.310.448 ribu mengalami penurunan sebesar Rp699.747.421 ribu atau sebesar 56,73% 
dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada                    
31 Desember 2020 sebesar -Rp1.233.564.027 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan 
kenaikan pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 
2020 ada pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah sebesar Rp2.564.166.159 ribu. 
 
3.3.2. Arus kas dari aktivitas investasi 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Pencairan dan penempatan investasi  158.407.855   215.694.825   850.568.290   1.584.534.046  
Penerimaan hasil investasi  64.801.167   852.679.070   291.313.470   75.802.618  
Perolehan aset tetap  (11.058.066)  (392.798)  (4.672.388)  (4.987.318) 
Hasil penjualan aset tetap  17.099.696   22.654.148   22.500.374   27.152.953  
Perolehan aset tak berwujud  (1.871.150)  (815.988)  (983.916)  (753.254) 

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi  227.379.502  1.089.819.257  1.158.725.830  1.681.749.045  
*) Tidak diaudit 
 

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir  pada tanggal  
31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021 
 
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode tujuh bulan  yang berakhir pada 31 Juli 2022 adalah 
sebesar Rp227.379.502 ribu  mengalami penurunan sebesar -Rp862.439.755 ribu atau sebesar -79,14% 
dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada  
31 Juli 2021 sebesar Rp1.089.819.257 ribu. Penurunan tersebut dikarenakan turunnya penerimaan hasil investasi 
Perseroan periode 2022 dibandingkan dengan pada periode 2021.  
 
Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 
dan 31 Desember 2020 
 
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah 
sebesar Rp1.158.725.830 ribu  mengalami penurunan sebesar Rp523.023.215 ribu atau sebesar -31,10% 
dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada  
31 Desember 2020 sebesar Rp1.681.749.045 ribu. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan pencairan dan 
penempatan investasi Perseroan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. 
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3.3.3. Arus kas dari aktivitas pendanaan  
(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Penerimaan utang bank  295.686.700  277.184.721  775.435.534   445.074.809  
Pembayaran utang bank (342.474.778)  (310.508.721)  (754.749.559)  (438.951.198) 
Penerimaan titipan setoran modal  220.296.710   -   -   -  
Penerimaan efek-efek yang diterbitkan  54.414.780   -   171.165.324   126.765.500  
Pembayaran efek-efek yang diterbitkan (300.494.450) (200.000.000)  (327.505.550) (300.000.000) 
Penerimaan setoran kepentingan non-pengendali 
entitas anak  20.500.000   83.792.950   275.115.772   5.315.655  
Pembayaran utang pembelian kendaraan  -   -   (434.769)  (126.433) 
Pembayaran dividen  (877.383)  (942.774)  (827.383)  (2.649.293) 
Pembayaran liabilitas sewa  (10.082.899)  (14.146.682)  (14.146.682)  (14.061.088) 

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk)  
Aktivitas Pendanaan  (63.031.320)  (164.620.506)  124.052.687  

 
(178.632.048) 

*) Tidak diaudit 
 

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal  
31 Juli 2022 dan 31 Juli 2022 

 
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk  periode tujuh bulan  yang berakhir pada tanggal        
31 Juli 2022 adalah sebesar Rp63.031.320 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp101.589.186 ribu atau sebesar 
61,71% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode tujuh bulan 
yang berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar Rp164.620.506 ribu. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya 
peningkatan pada penerimaan titipan setoran modal di periode 2022. 
 
Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir  pada tanggal  
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 

 
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 
adalah sebesar Rp124.052.687 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp302.684.735 ribu atau sebesar 169,45% 
dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 
Desember 2020 sebesar -Rp178.632.048 ribu. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan penerimaan 
setoran kepentingan non-pengendali entitas anak pada tahun 2021 dibandingkan dengan pada tahun 2020. 
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4. LIKUIDITAS  
 

Likuiditas menunjukan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga Giro Wajib 
Minimum (GWM) sebagai cadangan wajib (perbandingan antara saldo rekening giro Perseroan pada Bank 
Indonesia dengan dana pihak ketiga) seperti yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. GWM primer entitas anak 
BVIC dalam Rupiah Perseroan untuk periode 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 6,85%, 3,57% dan 
3,06%. Dan GWM dalam Valuta Asing entitas anak BVIC untuk periode 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 
adalah 4,05%, 4,05% dan 4,05%. 
 
Pengelolaan likuiditas merupakan salah satu aspek penting prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Risiko likuiditas 
merupakan risiko dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. 
 
Ketidaksesuaian waktu arus kas masuk dan keluar serta risiko likuiditas terkait merupakan suatu hal yang melekat 
pada keseluruhan kegiatan operasional Perseroan dan mungkin dipengaruhi dari kejadian-kejadian internal 
dan/atau eksternal, termasuk risiko kredit atau operasional, kondisi pasar atau goncangan sistemik. Pengelolaan 
posisi serta risiko likuiditas dan pendanaan, dilakukan oleh ALM dan disupervisi oleh ALCO. 
 
Perseroan menyusun kebijakan pengelolaan risiko likuiditas yang memaparkan tanggung jawab, pengelolaan dan 
pendekatan strategik yang diambil untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang cukup guna memenuhi kewajiban 
Perseroan secara kontraktual maupun behavioral yang dipersyaratkan oleh regulator. 
 
Perseroan bergantung pada simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank-bank lain sebagai sumber 
pendanaan utamanya yang memiliki jatuh tempo yang lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu 
waktu. Pendanaan dengan jangka waktu yang pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan 
Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan memberikan tingkat suku bunga yang bersaing dan 
secara konstan memantau kecenderungan suku bunga pasar. 
 
Kerangka pengelolaan risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas-batas likuiditas untuk 
pengelolaan likuiditas secara hati-hati. Batas-batas tersebut di antaranya adalah: 
- Ketidaksesuaian waktu arus kas kontraktual dan behavioral mata uang lokal dan valuta asing; 
- Tingkat pinjaman wholesale untuk memastikan bahwa besarnya pendanaan sesuai dengan kondisi pasar; 
- Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, untuk memastikan tersedianya dana 
yang cukup apabila terjadi penarikan atas komitmen tersebut; 
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset jangka menengah; dan 
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing. 
 
Pada saat kekurangan likuiditas dimana kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi dengan pinjaman dari pasar uang 
sesuai dengan kondisi yang dikehendaki, alternative yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
- Melakukan penjualan SBI, 
- Melakukan repo surat berharga ke BI, 
- Melakukan penjualan surat berharga. 
 
Untuk pengukuran likuiditas, Perseroan menggunakan rasio total liabilitas terhadap total aset pada tanggal  
31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 86,36%, 85,90% dan 88,37%. Sedangkan 
rasio total liabilitas terhadap total ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing 
sebesar 632,89%, 609,35% dan 760,03%. 
 
Adapun sumber likuiditas Perseroan saat ini ada yang berasal dari internal dan eksternal. Sumber likuiditas 
Perseroan yang berasal dari internal diperoleh dari penambahan modal disetor oleh pemegang saham sedangkan 
sumber likuiditas eksternal diperoleh dari Dana Pihak Ketiga Bank (DPK Bank). 
 
Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian 
dan/atau ketidakpastian di luar rencana PMHMETD ini yang mungkin mengakibatkan peningkatan atau penurunan 
yang material terhadap likuiditas Perseroan. 
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Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari 
aktivitas operasi dan dana hasil PMHMETD ini untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila 
kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya. 
 
5. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN 

PENTING DALAM EKONOMI 
 

Selama menjalankan kegiatan usaha, Perseroan tidak mengalami kejadian atau transaksi yang tidak normal dan 
jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan 
profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 
 
6. PINJAMAN TERUTANG 
 

Berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan-perubahan dan/atau perpanjangan-perpanjangan dan/atau 
pembaharuan-pembaharuannya, terakhir pada tanggal 17 September 2021 dan perpanjangannya tanggal 25 Juni 
2022, PT Bank Sinarmas Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk demand loan yang bersifat 
revolving dan uncommitted kepada VICO, entitas induk dengan jumlah maksimum sebesar Rp75.000.000 dan 
dikenakan tingkat bunga sebesar 14% per tahun (subject to review). Fasilitas ini berjangka waktu 1 (satu) tahun 
sampai dengan 25 Agustus 2022 serta dijamin dengan piutang nasabah pihak ketiga dan reverse repo sebesar 
125% dari jumlah plafon pinjaman dan jaminan perusahaan dari PT Gratamulia Pratama, pemegang saham 
Perusahaan. Pada tanggal 31 Juli 2022, saldo terutang dari fasilitas ini masing-masing sebesar Rp32.942.000, 
Rp31.064.000 dan Rp51.900.000. 
 

Berdasarkan perjanjian kredit dan perubahannya pada tanggal 10 Agustus 2021 dan perpanjangannya tanggal 22 
Juli 2022, PT Bank Sinarmas Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk demand loan yang 
bersifat revolving (uncommitted) kepada VSI, entitas anak, dengan jumlah maksimum sebesar Rp30.000.000. 
Fasilitas ini berjangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 23 Juli 2023. Fasilitas ini dikenakan tingkat bunga 
sebesar 14% per tahun (subject to review) serta dijamin dengan piutang nasabah pihak ketiga dan reverse repo 
sebesar 125% dari jumlah plafon pinjaman. 
 
Pada tanggal 19 Agustus 2022, Perusahaan telah memperoleh perpanjangan perjanjian atas fasilitas kredit dalam 
bentuk pinjaman deman loan dan bank garansi line dari PT Bank Sinarmas Tbk sehingga fasilitas tersebut berlaku 
sampai dengan tanggal 25 Juni 2023. 
 
Berdasarkan perjanjian kredit tanggal 13 Agustus 2020 dan perpanjangannya tanggal 27 April 2022, PT Bank Pan 
Indonesia Tbk setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman rekening koran kepada entitas anak yang akan 
digunakan untuk modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar Rp12,5 miliar dan dikenakan tingkat bunga 11,5% 
per tahun dan juga pemberian fasilitas bank garansi maksimum sebesar Rp75 miliar. 
 
Fasilitas ini berjangka waktu sampai dengan tanggal 13 Mei 2023. Kreditur diberikan hak gadai berupa obligasi 
yang dimiliki entitas anak sebesar Rp6.000.000, serta dijamin dengan saham dan/atau obligasi yang terdaftar di 
Bursa Efek dengan nilai pasar sekurang-kurangnya 150% dari jumlah plafon pinjaman. 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, saldo terutang dari fasilitas ini sebesar Rp1.333.922,  
Rp nihil dan Rp nihil. 
 
7. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANJEMEN MODAL 
 
Pengelolaan risiko di Grup Perseroan mencakup seluruh jenis risiko dari semua aktivitas fungsional Grup 
Perseroan berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dengan pengelolaan risikonya.  
 
Untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis, Grup Perseroan secara terus menerus melakukan evaluasi secara 
berkala dan mengembangkan serta meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko perusahaan terpadu dan 
struktur pengendalian internal yang komprehensif, agar dapat memberikan informasi secara dini mengenai 
terdapatnya potensi risiko kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang 
memadai untuk meminimalisasi dampak risiko tersebut. Kerangka manajemen risiko perusahaan terpadu tersebut 
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dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batas-batas transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai 
perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas fungsional.. 
 
Penerapan manajemen risiko di entitas anak BVIC, berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
melalui POJK No. 18/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko 
Bagi Bank Umum serta POJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan SEOJK No. 43/SEOJK.03/2017 
tentang tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko secara 
Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. 
 
Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup Perseroan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya 
keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata 
uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup Perseroan beroperasi dengan pedoman yang 
telah ditentukan oleh manajemen. 
 
Kebijakan untuk mengelola risiko-risiko tersebut dirangkum di bawah ini: 
 
Risiko Pasar 
 
Di industri jasa keuangan, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan jumlah penduduk dengan 
pendapatan dan daya beli yang menguat dari waktu ke waktu. Kondisi ini memberi peluang bisnis kepada 
perusahaan-perusahaan jasa keuangan, baik dalam bentuk pemberian pinjaman untuk membiayai kredit 
konsumen kepada mereka yang mempunyai kemampuan membayar, dan atau menawarkan produk-produk reksa 
dana, asuransi jiwa, asuransi kerugian atau peluang investasi kepada mereka yang mempunyai pendapatan yang 
memadai. 
 
Perseroan menyadari bahwa perkembangan ekonomi Indonesia yang mengesankan ini tidak senantiasa dapat 
terjaga dan kondisi pasar juga berpotensi fluktuatif atau melemah karena faktor-faktor domestik, regional maupun 
internasional. Untuk itu, pemantauan kondisi pasar senantiasa dilakukan oleh Grup Perseroan. 
 
Risiko mata uang asing 
 
Grup Perseroan terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan transaksi 
yang didenominasi dalam mata uang asing seperti simpanan nasabah yang didenominasi dalam mata uang asing. 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020, jika mata uang melemah/menguat sebesar 5% 
terhadap mata uang asing dengan variabel lain konstan, rugi sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih 
rendah/tinggi masing-masing sebesar Rp6.000.259, Rp2.189.487, Rp6.628.587 dan Rp14.410.958.  
 
Grup Perseroan mengelola risiko mata uang asing sebagai berikut: 
 
a. Grup Perseroan memanfaatkan peluang harga pasar nilai tukar mata uang lainnya (multi currency) untuk 

menutup kemungkinan risiko melemahnya nilai tukar fungsional dan begitu sebaliknya, sehingga secara natural 
risiko adanya pergerakan nilai tukar uang non-fungsional bisa saling menghilangkan. Transaksi valuta mata 
uang asing dilakukan dengan selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Grup Perseroan.  

b. Grup Perseroan mengatur risiko dengan berusaha menyeleraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap 
jenis mata uang.  

 
Untuk entitas anak BVIC, telah ditetapkan pengelolaan posisi Valuta Asing dengan cara mengendalikan Posisi 
Devisa Neto (PDN) entitas anak BVIC secara keseluruhan. 
 
Risiko suku bunga 
 
Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan 
suku bunga pasar. 
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Grup Perseroan secara terpisah memonitor risiko suku bunga dari entitas anak yang bergerak pada bidang bank 
dan non-bank. 
 
Untuk entitas anak BVIC, pengelolaan risiko suku bunga melalui upaya-upaya, antara lain: 
 
a. Meningkatkan fungsi dan peran Assets & Liabilities Committee (ALCO) dalam rangka identifikasi dan 

penetapan tingkat suku bunga pinjaman dan dana pihak ketiga untuk mengantisipasi fluktuasi suku bunga 
pasar.  

b. Penerapan Kebijakan Assets & Liabilities Management (ALMA) untuk pihak berelasi dalam penerapan 
manajemen risiko entitas anak BVIC dan merupakan salah satu pedoman bagi unit kerja Treasury dalam 
melakukan transaksi di pasar uang dan pasar modal seperti: 
 
i. Melakukan identifikasi risiko suku bunga yang berasal dari transaksi dan portofolio entitas anak BVIC pada 

efek-efek;  
ii. Penetapan sistem pengukuran risiko tingkat suku bunga dengan menggunakan gap analysis atau duration 

analysis; dan  
iii. Strategi penanaman dana dan strategi pengumpulan dana. 

Entitas anak non-bank terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka 
pendek dan jangka panjang dengan suku bunga mengambang. 
 
Grup Perseroan mengelola risiko ini dengan mempertahankan komposisi yang tepat antara suku bunga 
mengambang dan bunga tetap dan melakukan pinjaman dari pihak yang dapat memberikan suku bunga yang lebih 
rendah dari bank lain.  
 
Risiko Kredit 
 
Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang mengakibatkan 
kerugian bagi Grup Perseroan. Risiko kredit Grup Perseroan terutama melekat pada kredit yang diberikan, piutang, 
simpanan bank, investasi jangka pendek dan investasi lainnya. Risiko kredit pada simpanan bank dan investasi 
jangka pendek diperhitungkan minimal karena ditempatkan dengan institusi keuangan terpercaya yang telah 
memliki catatan yang baik. Investasi lain dan piutang pihak ketiga yang terpercaya dan memiliki catatan yang baik. 
Eksposur Grup Perseroan dan rekanan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar 
di antara rekanan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) rekanan yang direviu dan 
disetujui oleh komite manajemen risiko secara tahunan. 
 
Risiko kredit pada kredit yang diberikan dan piutang adalah risiko bahwa Grup Perseroan akan mengalami 
kerugian yang timbul dari pelanggan klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. 
Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Grup Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit 
pada piutang dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan 
memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut. 
 
Grup Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Manajemen 
Grup Perseroan menetapkan peninjauan secara mingguan dan bulanan pada umur piutang dan penagihan untuk 
membatasi jika tidak untuk menghilangkan risiko kredit. 
 
Untuk entitas anak BVIC, Grup Perseroan menetapkan prinsip kehati-hatian, yang meliputi: menghindari 
pemberian kredit pada debitur yang mengandung risiko tinggi, tujuan usaha spekulatif, menghindar konsentrasi 
pemberian kredit hanya di satu sektor ekonomi dan melakukan pemantauan dan pemeriksaan yang ketat, berkala 
dan terus menerus pada kredit yang telah disalurkan. Entitas anak BVIC menerapkan kebijakan untuk memitigasi 
risiko kredit, antara lain dengan meminta agunan sebagai jaminan pelunasan kredit jika jaminan berupa sumber 
pembayaran utama debitur berdasarkan arus kas tidak terpenuhi. Jenis agunan yang dapat diterima dalam rangka 
memitigasi risiko meliputi kas (deposito), tanah dan/atau bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor, 
piutang, persediaan, personal/corporate/bank guarantee. 
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Risiko Likuiditas 
 
Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup 
untuk memenuhi liabilitasnya. 
 
Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap 
memadai untuk membiayai operasional Grup Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. 
Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh 
tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan 
yang optimal. 
 
Manajemen Modal 
 
Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup Perseroan adalah untuk memastikan bahwa Grup Perseroan 
mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang 
saham. 
 
Grup Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan 
dengan perubahan kondisi ekonomi. Grup Perseroan memantau modalnya dengan menggunakan analisa gearing 
ratio (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal. 
 
Bank Indonesia mewajibkan BVIC, entitas anak, untuk memenuhi tingkat rasio kecukupan modal. 
 
BVIC, entitas anak, telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang 
berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 Tier yaitu Modal Tier I & Modal Tier II. 
 
BVIC, entitas anak, mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal sepanjang periode 
pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva 
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). 
 
Pada tahun 2022, 2021 dan 2020, Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko kredit dan risiko 
operasional masing-masing sebesar 19,23%, 17,92% dan 17,39%, Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 
untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar masing-masing sebesar 19,05%, 17,49% dan 16,68%, serta 
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan masing-masing sebesar 8%. 
 
VSI, entitas anak, yang beroperasi sebagai perantara perdagangan efek yang mengadministrasikan rekening efek 
nasabah dan penjamin emisi, dan VMI, entitas anak yang beroperasi sebagai manajer investasi diwajibkan untuk 
mempunyai modal disetor di atas ketentuan minimum masing-masing sebesar Rp50 miliar (nilai penuh) dan  
Rp25 miliar (nilai penuh) yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No. 153/KMK.010/2010 tanggal  
31 Agustus 2010 tentang kepemilikan saham dan permodalan perusahaan efek. 
 
VSI dan VMI, entitas anak, diwajibkan menerapkan keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-566/BL/2011 tanggal 
31 Oktober 2011 yang menggantikan keputusan No. KEP-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003, yang mengatur antara 
lain perusahaan efek yang beroperasi sebagai perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek 
nasabah dan penjamin emisi efek wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) paling sedikit  
Rp25 miliar (nilai penuh) dan perusahaan efek yang beroperasi sebagai manajer investasi wajib memiliki MKBD 
tidak boleh kurang dari Rp200 juta (nilai penuh) ditambah 0,1% dari jumlah dana yang dikelola. 
 
Jika hal ini tidak dipantau dan disesuaikan, tingkat modal kerja sesuai peraturan dapat berada di bawah jumlah 
minimal yang ditetapkan oleh regulator, yang dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari denda sampai 
dengan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha untuk mengatasi risiko ini, VSI dan VMI, entitas anak, 
terus mengevaluasi tingkat kebutuhan modal kerja berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan 
peraturan tentang modal kerja bersih yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang 
diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang. 
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VSI dan VMI, entitas anak, telah memenuhi persyaratan kepemilikan saham, modal disetor dan MKBD pada 
tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020. 
  

Sesuai dengan Pasal 6B Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan 
Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan Perusahaan perasuransian, entitas anak asuransi 
diwajibkan memiliki modal sendiri (ekuitas) minimum sebesar Rp100 miliar (nilai penuh). Pada tanggal  
31 Desember 2021 dan 2020, entitas anak asuransi telah memenuhi peraturan tersebut. 
 
1. PERJANJIAN DAN IKATAN 
 
a. Perjanjian Intraday Saham 

 
Pada tanggal 11 Januari 2016, VSI, entitas anak, menandatangani perjanjian intraday saham dengan  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri). Tujuan penggunaan fasilitas ini untuk penyelesaian 
pembayaran transaksi bursa dengan underlying saham dan penyelesaian transaksi Fixed Income dan 
obligasi Pemerintah dan obligasi korporasi. Limit layanan intraday maksimal sebesar Rp29.000.000.000 (nilai 
penuh). 

 
VSI, entitas anak, diwajibkan untuk menyerahkan jaminan tunai (cash collateral) kepada Bank Mandiri dalam 
bentuk giro dan/atau deposito, baik dalam valuta rupiah maupun dalam valuta asing. 

 
Fasilitas intraday saham dari Bank Mandiri ini dijamin dengan penempatan dana tunai dan Surat Utang 
Negara (termasuk di dalamnya Obligasi Negara Indonesia dan Sukuk) untuk diikat sebagai jaminan 
pelunasan fasilitas pada saat permohonan perpanjangan jangka waktu fasilitas. 

 
Atas fasilitas yang digunakan, VSI, entitas anak, membayar komisi sebesar 0,02% untuk layanan intraday 
saham, 0,01% - 0,02% untuk layanan intraday obligasi Pemerintah dan korporasi, 0,01% untuk layanan 
intraday obligasi valuta asing. 
 

b. Perjanjian Implementasi Sistem Aplikasi Terintegrasi Transaksi Manajemen - PT Sigma Cipta Caraka  
 

Pada tanggal 26 Agustus 2014, BVIC, entitas anak, dan PT Sigma Cipta Caraka telah menandatangani 
Perjanjian Aplikasi Terintegrasi Transaksi Manajemen, dimana PT Sigma Cipta Caraka setuju untuk 
memberikan layanan jasa untuk membuat sistem untuk operasi bisnis BVIC, entitas anak. Berdasarkan 
perjanjian ini, PT Sigma Cipta Caraka memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut: 

 

1. PT Sigma Cipta Caraka berhak mendapatkan pembayaran dari BVIC, entitas anak;  
2. PT Sigma Cipta Caraka wajib memberikan lisensi aplikasi kepada BVIC, entitas anak;  
3. PT Sigma Cipta Caraka wajib membuat aplikasi sesuai dengan keinginan BVIC, entitas anak;  
4. PT Sigma Cipta Caraka wajib membuat laporan kemajuan proses implementasi;  
5. PT Sigma Cipta Caraka wajib memastikan program telah benar untuk mencegah kesalahan  

 

Berdasarkan Addendum V No. 299/SCC/BVIC/B/2017 tanggal 25 September 2017, jangka waktu perjanjian 
diubah menjadi tanpa jangka waktu hingga salah satu pihak melakukan pengakhiran perjanjian. 

 
c. Perjanjian Sewa 

Grup Perseroan menandatangani beberapa perjanjian sewa ruang kantor dan kendaraan. Periode sewa 
berkisar antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai 46 (empat puluh enam) bulan. Sebagian besar perjanjian 
sewa tersebut diperpanjang kembali pada akhir masa sewa dengan penyesuaian ke harga pasar kini. 

2. INFORMASI SEGMEN USAHA 
 

Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang 
bertanggung jawab atas alokasi sumber daya ke masing-masing segmen yang dilaporkan serta menilai kinerja 
masing-masing segmen tersebut. Grup Perseroan memiliki 6 (enam) segmen yang dilaporkan meliputi jasa 
konsultasi, penjaminan dan perantara perdagangan efek, asuransi kerugian, pengelolaan investasi, asuransi jiwa, 
dan bank. 
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Berikut adalah informasi segmen Perseroan : 
(dalam ribuan Rupiah) 

 
31 Juli 2022 

Keterangan 
 Jasa 

Konsultasi  

 Penjaminan 
dan perantara 
perdagangan 

efek  

 Asuransi 
Kerugian  

 
Pengelolaa
n investasi  

 Asuransi jiwa   Bank   Eliminasi   Jumlah  

Pendapatan  
        Pendapatan dari    

   pihak eksternal  
           

2.441.175  
                

5.079.324            895.205  
            

810.703         3.418.475           575.873.108                             -           588.517.990  

Pendapatan antar  
   segmen  

           
3.538.041  

                
8.593.445       18.980.514  

         
2.826.746     304.324.669               8.769.641             (3.993.917)          343.039.139  

Jumlah  
   pendapatan  

           
5.979.216  

              
13.672.769       19.875.719  

         
3.637.449     307.743.144           584.642.749             (3.993.917)          931.557.129  

Hasil Segmen   (463.197) 2.520.382          533.230  (374.373)  (491.604)       337.583.986          (1.056.124)       338.252.300  

Penghasilan  
   bunga - bersih  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -               1.696.157  

Pendapatan  
   sewa  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -                    96.020  

Kerugian kurs  
   mata uang 
   asing - bersih  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -                  214.546  

Keuntungan  
   penjualan dan     
   penghapusan     
   asset tetap –  
   bersih  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -                   (68.087) 

Beban bunga dan  
   keuangan  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -              (3.085.299) 

Cadangan  
   kerugian  
   penurunan nilai   
   aset keuangan  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -          (138.658.280) 

Cadangan  
   kerugian  
   penurunan nilai  
   aset non- 
   keuangan  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -            (25.328.166) 

Lain-lain - bersih  -   -                        -  -                        -      -                             -          (53.114.011) 

Laba sebelum  
   pajak  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -           120.005.180  

Manfaat pajak  
   penghasilan  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -            (43.701.863) 

Laba bersih  
   periode  
   berjalan  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -             76.303.317  

Penghasilan  
   komprehensif   

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -          (226.502.355) 

Jumlah rugi  
   komprehensif  
   periode  
   berjalan  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -          (150.199.038) 

         
Informasi Lainnya  

        

Aset  
        

Aset segmen  
    

2.070.243.316  
            

165.187.964     291.334.875  
       

33.945.519     494.728.131      24.931.852.065      (2.195.077.199)     25.792.214.671  

Aset yang tidak  
   dapat  
   dialokasikan  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -               3.879.950  

Jumlah aset  
   konsolidasian  

       

    25.796.094.621  

         Liabilitas dan  
   Dana Syirkah  
   Temporer  

        

Liabilitas segmen  
         

82.168.684  
              

27.227.997     111.979.547  
            

843.176     294.986.060      20.666.763.699         (144.388.490)     21.039.580.673  

Dana syirkah  
   temporer  - - - - - 1.016.457.529 

 
      1.016.457.529  

Jumlah liabilitas  
   dan dana  
   syirkah  
   temporer  
   konsolidasian  

                         
-  

                              
-                        -  

                        
-                        -                              -                             -      22.056.038.202  

Pengeluaran  
   modal  

                  
2.150  

                   
138.849            510.699  

                        
-                        -             10.406.368                             -             11.058.066  

Penyusutan  
              

402.478  
                   

924.564         1.123.554  
            

491.268            758.923             15.875.043                             -             19.575.830  
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3. KETIDAKPASTIAN KONDISI EKONOMI 
 
Sejak awal tahun 2020, pandemi virus Corona 2019 (“COVID-19”) telah menyebar ke seluruh penjuru negara 
termasuk Indonesia, dan telah berimbas pada bisnis dan kegiatan perekonomian Grup Perseroan di beberapa 
aspek. Grup Perseroan telah melakukan penilaian atas dampak kejadian ini terhadap rencana operasi dan bisnis 
Grup Perseroan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material 
yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Grup Perseroan ataupun 
menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan 
usahanya. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan untuk mengatasi dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi Grup 
Perseroan. 
 
4. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING DAN SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN 
 
Grup Perseroan terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan transaksi 
yang didenominasi dalam mata uang asing seperti simpanan nasabah yang didenominasi dalam mata uang asing. 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021 dan 2020, jika mata uang melemah/menguat sebesar 5% 
terhadap mata uang asing dengan variabel lain konstan, rugi sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih 
rendah/tinggi masing-masing sebesar Rp6.000.259, Rp2.189.487, Rp6.628.587 dan Rp14.410.958.  
 
Grup Perseroan mengelola risiko mata uang asing sebagai berikut: 
 
c. Grup Perseroan memanfaatkan peluang harga pasar nilai tukar mata uang lainnya (multi currency) untuk 

menutup kemungkinan risiko melemahnya nilai tukar fungsional dan begitu sebaliknya, sehingga secara natural 
risiko adanya pergerakan nilai tukar uang non-fungsional bisa saling menghilangkan. Transaksi valuta mata 
uang asing dilakukan dengan selalu mempertimbangkan kurs yang menguntungkan Grup Perseroan.  

d. Grup Perseroan mengatur risiko dengan berusaha menyeleraskan penerimaan dan pembayaran untuk setiap 
jenis mata uang.  

 
Untuk entitas anak BVIC, telah ditetapkan pengelolaan posisi Valuta Asing dengan cara mengendalikan Posisi 
Devisa Neto (PDN) entitas anak BVIC secara keseluruhan. 
 
Risiko suku bunga 
 
Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan 
suku bunga pasar. 
 
Grup Perseroan secara terpisah memonitor risiko suku bunga dari entitas anak yang bergerak pada bidang bank 
dan non-bank. 
 
Untuk entitas anak BVIC, pengelolaan risiko suku bunga melalui upaya-upaya, antara lain: 
 
a. Meningkatkan fungsi dan peran Assets & Liabilities Committee (ALCO) dalam rangka identifikasi dan 

penetapan tingkat suku bunga pinjaman dan dana pihak ketiga untuk mengantisipasi fluktuasi suku bunga 
pasar.  

b. Penerapan Kebijakan Assets & Liabilities Management (ALMA) untuk pihak berelasi dalam penerapan 
manajemen risiko entitas anak BVIC dan merupakan salah satu pedoman bagi unit kerja Treasury dalam 
melakukan transaksi di pasar uang dan pasar modal seperti: 
 
i. Melakukan identifikasi risiko suku bunga yang berasal dari transaksi dan portofolio entitas anak BVIC pada 

efek-efek;  
ii. Penetapan sistem pengukuran risiko tingkat suku bunga dengan menggunakan gap analysis atau duration 

analysis; dan  
iii. Strategi penanaman dana dan strategi pengumpulan dana. 
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Entitas anak non-bank terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka 
pendek dan jangka panjang dengan suku bunga mengambang. 
 
Grup Perseroan mengelola risiko ini dengan mempertahankan komposisi yang tepat antara suku bunga 
mengambang dan bunga tetap dan melakukan pinjaman dari pihak yang dapat memberikan suku bunga yang lebih 
rendah dari bank lain.  
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VI. FAKTOR RISIKO  
 
Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko yang dipengaruhi oleh 
faktor-faktor internal maupun eksternal. Adapun risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan 
kegiatan usaha ini, yang telah disusun berdasarkan bobotnya dari yang terbesar,antara lain: 
 

A. RISIKO PERSEROAN 
 
1. Risiko Sebagai Perusahaan Induk 

Sebagai Perusahaan Induk dalam grup Victoria, pendapatan Perseroan bergantung dan tidak terlepas 
dari pendapatan usaha dari Entitas Anak yaitu BVIC, VSI, VINS, VMI, dan VLIFE. Apabila kegiatan dan 
pendapatan usaha dari setiap Entitas Anak menurun, maka pendapatan Perseroan juga akan menurun 
maupun sebaliknya dikarenakan adanya konsolidasi laporan keuangan. 
 

2. Risiko Persaingan Usaha 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang investasi, adanya perusahaan sejenis untuk 
memperebutkan pangsa pasar yang akan menimbulkan tingkat persaingan yang ketat antara perusahaan 
sejenis sehingga dapat berakibat menurunnya tingkat pendapatan Perseroan. 
 

3. Risiko Likuiditas 
Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki arus 
kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memantau 
dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional 
Perseroan dan grup victoria dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Perseroan juga melakukan 
evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan 
terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang 
optimal. 
 

4. Risiko Harga Ekuitas 
Investasi jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari investasi minoritas dalam 
ekuitas perusahaan swasta Indonesia. Sehubungan dengan perusahaan Indonesia dimana Perseroan 
dan Entitas Anak memiliki investasi, kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak tersebut kemungkinan 
besar sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia. Kebijakan mitigasi Perseroan dan Entitas 
Anak terkait risiko harga ekuitas tersebut adalah dengan melakukan analisa atas investasi yang akan 
dilakukan. 
 

5. Risiko Kredit 
Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi liabilitas kontraktualnya yang 
mengakibatkan kerugian bagi Perseroan serta Entitas Anak. Risiko kredit Perseroan dan Entitas Anak 
terutama melekat pada kredit yang diberikan, piutang, simpanan bank, investasi jangka pendek dan 
investasi lainnya.  Risiko kredit pada kredit yang diberikan dan piutang adalah risiko bahwa Perseroan 
akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi 
kewajiban kontraktual mereka. Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit 
pada piutang dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu 
dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut. 
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B. RISIKO ENTITAS ANAK 
 
 

BVIC 

 

BVIC sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan memiliki beberapa risiko, yaitu: 

 

1. Risiko Kredit  
 
Sesuai dengan usaha yang dijalankan BVIC, terdapat potensi risiko kredit yang muncul dari berbagai 
aktivitas fungsional bank seperti perkreditan, penempatan, investasi, serta trade finance. Risiko kredit yang 
utama adalah munculnya kredit bermasalah akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya 
kepada bank sesuai perjanjian. Walaupun bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki 
kualitas kredit maupun aset produktif lainnya, namun tidak terdapat jaminan bahwa upaya tersebut dapat 
memperbaiki kualitas dari debitur bermasalah, dan juga tidak terdapat jaminan bahwa tidak ada debitur lain 
yang menjadi bermasalah.  
 
Pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan atau terkonsentrasi pada satu dan/atau sekelompok debitur 
maupun pada industri tertentu dapat juga meningkatkan pengaruh risiko kredit terhadap kinerja BVIC.  
 
Setiap penurunan kinerja dari debitur besar akan berdampak buruk pada kinerja BVIC. Di samping itu, 
apabila salah satu dari debitur tersebut memilih untuk menjalin hubungan perbankan dengan bank pesaing, 
pendapatan BVIC dapat mengalami penurunan dan memberikan pengaruh negatif terhadap kegiatan usaha 
serta operasional BVIC. Kesulitan yang dihadapi dimana terdapat konsentrasi penyaluran kredit oleh BVIC 
dapat mengakibatkan meningkatnya kredit tidak lancar dari nasabah yang pada akhirnya dapat 
berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan BVIC di masa mendatang. 
 

2. Risiko Pasar  
 

Risiko pasar adalah risiko pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan rekening administratif termasuk 
transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan 
harga opsi. Risiko pasar meliputi, antara lain, risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan 
risiko komoditas. Risiko tingkat suku bunga, risiko nilai tukar dan risiko komoditas dapat berasal baik dari 
posisi trading book maupun posisi banking book, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi trading book. 
Assets & Liabilities Committee (ALCO) merupakan komite yang membantu Direksi dalam mengawasi dan 
mengelola risiko pasar.  
 
Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar 
portofolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk aset, 
liabilitas dan rekening administratif cukup sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Oleh karena aset dan 
liabilitas seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, 
pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan 
jangka waktu, maka perubahan pada tingkat bunga akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan 
bunga bersih. Dampak risiko suku bunga terhadap BVIC selain berpengaruh terhadap tingkat bunga bersih 
yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga pasar juga terhadap permodalan bank. 
 

3. Risiko Likuiditas  
 

Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan BVIC memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari 
sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 
mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BVIC.  
 
Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan BVIC dalam 
memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko 
likuiditas bersumber antara lain dari adanya maturity mismatch yang tidak bisa dikendalikan, adanya 
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penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas BVIC ke pasar uang 
serta rendahnya kemampuan BVIC untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada 
permodalan BVIC.menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampakn pada permodalan BVIC. 
 

4. Risiko Operasional 
 

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk BVIC, dari mulai 
Kantor Pusat sampai Kantor Kas. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian 
keuangan, keselamatan karyawan dan reputasi BVIC hingga akhirnya mempengaruhi kecukupan modal 
BVIC.  
 
Risiko Operasional yang melekat dalam BVIC perbankan lebih ditekankan kepada pelaksanaan transaksi, 
produk, klien, proses bisnis serta proses manajemen. Selain itu sistem informasi teknologi yang tidak 
mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Dalam era 
teknologi saat ini, efektivitas operasional BVIC tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang 
akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas dan operasional produk-produk 
konsumtif BVIC. Ketidakmampuan BVIC untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan 
menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah disamping menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan 
yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan BVIC. 
 

5. Risiko Hukum  
 

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek 
yuridis tersebut antara lain disebabkanadanya ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung 
atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang 
tidak sempurna.  
 
Sebagai BVIC yang berdiri dalam sebuah negara hukum, BVIC harus selalu tunduk terhadap segala 
peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan BVIC dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan 
mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada BVIC. Semakin banyak 
tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh BVIC. Apabila kondisi 
ini dialami oleh BVIC dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap 
kinerja BVIC, dimana pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan BVIC. 
 

6. Risiko Reputasi  
 

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari 
persepsi negatif terhadap BVIC. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BVIC. 
Kegagalan BVIC dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun 
persepsi negatif masyarakat terhadap BVIC. Apabila risiko ini dihadapi oleh BVIC, maka dalam waktu 
singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap BVIC yang pada akhirnya 
akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas BVIC.  
 
Dampak terhadap kegiatan usaha BVIC apabila risiko reputasi terjadi adalah memburuknya citra BVIC, 
apabila citra BVIC memburuk maka dari sisi penghimpunan dana, bisa mengakibatkan masyarakat tidak 
bersedia menempatkan dananya di BVIC atau bahkan menarik dananya yang sudah ditempatkan. 
Sedangkan dari sisi penyaluran dana, risiko ini mengakibatkan masyarakat tidak bersedia mengajukan 
pembiayaan kepada BVIC. Ketidak mampuan BVIC dalam menjaga reputasi BVIC akan dapat memberikan 
dampak yang cukup luas terhadap menurunkan kinerja keuangan BVIC. 
 

7. Risiko Strategis 
 

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau penerapan suatu 
keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketidakmampuan 
BVIC dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis BVIC di 
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masa yang akan datang.  
 
Risiko strategik berhubungan dan/atau dapat menyebabkan risiko yang lain yaitu rencana penjualan saham 
yang akan dilakukan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga menyebabkan risiko reputasi. 
Ketidakmampuan BVIC untuk mengelola risiko strategik dapat mempengaruhi pendapatan BVIC di masa 
yang akan datang. 
 

8. Risiko Kepatuhan 
 

Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat BVIC tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi perbankan syariah. Dalam 
menjalankan kegiatan usaha pada industri Perbankan, BVIC diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap 
peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Otoritas. Selain itu, BVIC juga tunduk 
kepada beberapa ketentuan lainnya seperti: peraturan yang mengatur Penjaminan Simpanan, BVIC 
Terbatas, Perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa dari 
Dewan Syariah Nasional.  
 
Risiko kepatuhan tersebut ditimbulkan dengan adanya pelanggaran atau ketidaktahuan pegawai dalam 
pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam ketentuan perbankan maupun ketentuan-
ketentuan lainnya. Pada praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko BVIC yang terkait pada 
perundangundangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan 
Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan 
Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko strategik yang terkait dengan Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan BVIC untuk memenuhi 
peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha BVIC. 
 

VSI  
 

1. Risiko Penghentian Ijin Usaha 
 

Ijin merupakan suatu persyaratan mutlak bagi suatu kegiatan usaha. VSI memperoleh ijin usaha yang 
dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia dan ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia. Apabila VSI 
gagal atau lalai dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka 
berpotensi mengakibatkan terjadinya penghentian sementara atau pencabutan ijin usahanya. Kelalaian 
atau kegagalan tersebut diantaranya VSI lalai menjaga minimum MKBD sesuai dengan POJK Nomor 
52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan peraturan 
lainnya yang terkait dengan kegiatan VSI dalam menjalankan usaha. Kelalaian atau kegagalan ini dapat 
mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha VSI, jika terjadi penurunan pendapatan di VSI maka akan 
mengganggu laba bersih Perseroan.  
 

2. Risiko Operasional 
 
Risiko operasional adalah risiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Risiko 
operasional sesuai dengan kegiatan operasional VSI sehari-hari adalah: 
a). Perdagangan Efek 

Risiko dari perdagangan efek ini adalah kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran dalam 
akumulasi jumlah yang signifikan oleh nasabah yang menyebabkan penurunan dalam kinerja keuangan 
VSI yakni Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Hal tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya 
suspense perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia akibat tidak terpenuhinya syarat MKBD yang 
ditetapkan. 
 

b). Penjaminan Emisi Efek 
Dalam menjalankan usaha jasa penjaminan emisi efek, VSI harus mengikat diri berdasarkan Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek dimana VSI berjanji untuk membeli semua efek berdasarkan pada jumlah 
pesanan yang masuk melalui VSI pada saat periode bookbuilding, apabila pada saat jadwal 
pembayaran terdapat investor yang mengundurkan diri maka kewajiban pembayaran tersebut menjadi 
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tanggung jawab VSI. Bila porsi penjaminan efek tersebut dalam jumlah yang besar maka dapat 
menimbulkan masalah bagi likuiditas VSI dan dapat berdampak bagi pendapatan VSI apabila harga 
efek yang sudah dibeli tersebut mengalami penurunan harga, sehingga mengakibatkan VSI mengalami 
kerugian. 
 

c). Penyelesaian Transaksi Efek 
Penyelenggara bursa melakukan ketentuan denda dan suspense perdagangan atas keterlambatan 
dalam penyelesaian transaksi efek. Keterlambatan diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan 
sistem, keterlambatan dalam kliring, cidera janji dari pembeli atau penjual dan sebagainya. Apabila hal-
hal tersebut diatas dialami oleh VSI dapat mengakibatkan potensi kerugian pada Perseroan dan/atau 
VSI. 
 

d). Perdagangan Marjin 
VSI juga menyelenggarakan perdagangan marjin sebagaimana yang umumnya diselenggarakan oleh 
perantara perdagangan efek lainnya. Yang dimaksud dengan perdagangan marjin adalah kegiatan 
pembiayaan kepada nasabah atas transaksi pembelian saham oleh nasabah, dimana VSI melakukan 
pembiayaan sejumlah tertentu dari nilai pembelian saham tertentu berdasarkan nilai jaminan yang 
diberikan oleh nasabah sebelum transaksi dilakukan. Risiko dari kegiatan pembiayaan pembelian efek 
saham timbul ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya ketika fasilitas tersebut jatuh tempo. 
Dalam kondisi tersebut, kewajiban nasabah akan menjadi faktor pengurang MKBD. Bila nilai kewajiban 
nasabah tersebut cukup besar, maka hal ini berpotensi mengurangi kecukupan MKBD sesuai kebijakan 
yang berlaku. 

 

3. Risiko Pasar 
 

Risiko ini timbul dikarenakan pergerakan tingkat bunga atau harga yang berlaku di pasar terhadap nilai 
suatu aset yang dikelola VSI di dalam portofolio baik untuk perdagangan maupun untuk investasi. 
Kegagalan dalam mengantisipasi risiko pasar ini dapat menimbulkan potensi kerugian finansial bagi VSI. 
 

4. Risiko Persaingan Usaha 
 

Pasar modal adalah industri yang akan terus berkembang di masa mendatang mengingat pasar modal 
merupakan salah satu pilihan alternatif tempat berinvestasi yang semakin diminati oleh masyarakat. 
Dengan adanya prospek tersebut, semakin banyak perusahaan baik lokal atau asing yang berminat untuk 
turut berpartisipasi dalam industri pasar modal. Bila VSI melakukan kesalahan dalam mengambil strategi 
untuk menghadapi persaingan, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap pendapatan VSI. 
 

5. Risiko Teknologi 
 

Perkembangan usaha perusahaan efek sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan semakin 
ketatnya persaingan antar perusahaan efek menjadikan teknologi sebagai salah satu kunci keunggulan 
kompetitif dalam memenangkan persaingan. Perusahaan efek dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan 
serta kepuasan bagi para nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan perusahaan efek. 
Ketidakmampuan VSI dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dapat menyebabkan hilangnya 
kesempatan menarik nasabah potensial dan berpindahnya nasabah-nasabah yang sudah ada kepada 
perusahaan efek lain. Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan VSI. 
 

6. Risiko Perekonomian 
 
Kondisi perusahaan efek sensitif terhadap perubahan perekonomian baik nasional maupun internasional. 
Kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan dapat menurunkan minat investor dalam melakukan 
investasi di pasar modal sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap pendapatan VSI. 
 

7. Risiko Kebijakan Pemerintah 
 
VSI sebagai perusahaan efek merupakan media perantara untuk berinvestasi bagi masyarakat yang berarti 
bahwa kepentingan umum selalu dilibatkan dalam segala hal. Kegiatan usaha VSI diatur secara ketat oleh 
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Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan VSI dalam mengantisipasi peraturan-peraturan baru 
yang ditetapkan Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha VSI, yang pada akhirnya 
dapat mempengaruhi kinerja VSI. 
 

VINS 
 
1. Risiko Nama Baik dan Image Perusahaan 

 
Sebagai perusahaan asuransi, nama baik dan image  VINS harus dapat dijaga dengan baik secara 
konsisten. Risiko ini sangat berhubungan ketat dengan kinerja operasional VINS sebagai perusahaan 
penyedia jasa asuransi. Apabila terjadi rusaknya nama baik dan image VINS, maka akan butuh waktu yang 
lama untuk membangun kembali bisnis VINS sekaligus mendapatkan kepercayaan dari klien dan atau 
calon klien, yang pada akhirnya akan mempengaruhi eksistensi serta menggangu kelangsungan hidup 
VINS. Rusaknya nama baik dan image Perseroan dapat diakibatkan dari berbagai hal, yaitu antara lain: 

 Keluhan klien karena kesalahpahaman dengan pihak asuransi 

 Ketidakmampuan VINS dalam membayar klaim 

 Polis asuransi yang terlalu membingungkan. 
 

2. Risiko Operasional 
 
Sebagai perusahaan asuransi, kemampuan dalam mengelola pertanggungan, cashflow, portofolio, polis 
dan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional merupakan hal yang sangat penting bagi 
VINS, agar tetap dapat melayani kebutuhan klien dengan baik, sehingga meningkatkan tingkat 
kepercayaan klien dan membentuk track record yang baik. Kesalahan dalam menjalankan kegiatan 
operasional tentunya akan berdampak buruk bagi VINS, walaupun tergantung dari tingkat materialnya 
kesalahan tersebut. Misalnya kesalahan dalam menempatkan portofolio pada instrument yang kurang likuid 
sehingga menghambat arus kas dan menyebabkan VINS terlambat dalam hal membayar klain, akumulasi 
dari keterlambatan tersebut dapat mengakibatkan kepercayaan klien berkurang yang pada akhirnya akan 
membuat VINS sulit untuk mendapatkan klien baru sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan VINS 
sendiri. 
 

3. Risiko Gugatan Klaim Asuransi 
 
Sebagai asuransi kerugian, risiko yang dihadapi VINS adalah memberi ganti kerugian apabila telah terjadi 
peristiwa yang dipertanggungkan yang menimpa tertanggung sebesar kerugian yang diderita dengan 
maksimum sebesar jumlah yang telah disepakati bersama sebagai harga pertanggungan. Jumlah 
penggantian kerugian yang dapat diterima oleg tertanggung relatif tinggi, apabila dibandingkan dengan 
premi yang dibayarkannya. Apabila terjadi beberapa klaim dengan akumulasi jumlah klaim yang besar dari 
sejumlah tertanggung dalam waktu yang bersamaan atau relatif bersamaan, hal ini dapat mengakibatkan 
kinerja keuangan VINS, dalam hal ini arus kas VINS. 
 

4. Risiko Sumber Daya Manusia 
 
Dalam industri asuransi, sumber daya manusia sangat berperan dalam menjaga kelangsungan usaha. 
Industri asuransi merupakan bisnis kepercayaan, sehingga perlu untuk mempunyai sumber daya manusia 
yang professional dan memiliki soft competencies yang prima. Apabila tidak mempunyai sumber daya 
manusia yang handal, maka hal ini dapat mengakibatkan benturan proses bisnis internal dan eksternal. 
Adanya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan, Asosiasi Asuransi Umum 
Indonesia, perancangan kode etik dalam bisnis asuransi, apabila VINS tidak dapat memenuhi ketentuan-
ketentuan tersebut maka akan dapat mempengaruhi pendapatan VINS. 
 

5. Risiko Persaingan 
 
Dengan semakin banyaknya pelaki bisnis di bidang asuransi kerugian yang dimiliki oleh kelompok usaha 
yang besar/kuat, maka dengan sendirinya mengakibatkan pula semakin tinggi persaingan pada bisnis 
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asuransi kerugian. Sejalan dengan itu terjadi pula persaingan yang kurang sehat di pasar asuransi, antara 
lain penurunan tariff premi, potongan harga lebih besar dan perluasan jaminan. Sebagai akibat apabila hal 
ini terjadi dan berkelanjutan dalam waktu yang relative lama, maka akan memberikan dampak penurunan 
atas pemasaran produk asuransi VINS yang pada akhirnya dapat menurunkan laba VINS. 
 

6. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah 
 
Perubahan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah dalam bidang industri asuransi yang bisa terjadi dari 
waktu ke waktu ada yang dapat mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha VINS yang pada akhirnya dapat 
menurunkan pendapatan VINS. 
 

7. Risiko Investasi 
 
Sesuai himbauan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, VINS melakukan 
investasi dalam berbagai bentuk, seperti deposito, obligasi, penyertaan saham dalam perusahaan lain, 
serta bentuk-bentuk investasi lainnya. Apabila terjadi penurunan suku bunga, penurunan harga obligasi 
atau penurunan kinerja dan laba perusahaan di mana VINS melakukan investasi, hal ini dapat 
mempengaruhi pendapat investasi VINS yang selanjutnya menurunkan kinerja keuangan VINS secara 
umum. 
 

8. Risiko Teknologi 
 
Perkembangan teknologi pada saat ini memungkinkan untuk mengelola data dan administrasi atau 
customer database yang cepat dan akurat. Dengan semakin tingginya persaingan antar pelaku bisnis 
asuransi kerugian, maka teknologi menjadi suatu hal yang mendasar untuk meningkatkan produktivitas dan 
efesiensi kerja serta melaksanakan prinsip kepuasan pelanggan. Apabila VINS tidak mengikuti dan 
melakukan pengembangan teknologi, maka dapat menurunkan pelayanan kepada tertanggung yang pada 
akhirnya akan menurunkan kinerja VINS. 
 

9. Risiko Ekonomi 
 
Faktor risiko yang berasal dari luar perusahaan antara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi, sosial dan 
politik baik nasional maupun internasional yang dapat berakibat kurang baik bagi dunia usaha pada 
umumnya. Apabila terjadi penurunan kondisi perekonomian dan mengingat industri asuransi kerugian bagi 
sebagian masyarakat di Indonesia pada saat ini belum merupakan kebutuhan primer, maka akan 
mempengaruhi pemasaran produk VINS yang pada akhirnya dapat menurunkan laba VINS. 
 

10. Risiko Valuta Asing 
 
Sehubungan dengan adanya sebagian risiko yang dijamin dalam mata uang asing, maka apabila terjadi 
perubahan pada kurs mata uang asing terhadap rupiah akan memberatkan pembayaran klaim yang harus 
dilakukan dalam mata uang asing tersebut sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi laba VINS, 
walaupun pada saat ini exposure VINS pada mata uang asing masih masuk sangat kecil sehingga tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja secara keseluruhan. 
 

VMI 
 
1. Risiko Penghentian Izin Usaha 

 
Kegiatan usaha VMI berpedoman pada berbagai peraturan pemerintah yang berlaku, baik yang dikeluarkan 
oleh OJK sebagai badan yang ditunjuk secara resmi oleh negara untuk pengawasan pasar modal di 
Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta peraturan Bursa Efek Indonesia. Apabila VMI gagal 
atau lalai dalam memenuhi ketentuan-ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia, maka hal tersebut 
dapat berakibat pada pemberian sanksi, penghentian sementara perdagangan atau pencabutan salah satu 
izin usaha VMI yang dapat menyebabkan dampak kerugian material atau terhentinya kegiatan usaha VMI. 
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2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah 

 
VMI sebagai perusahaan manajer investasi merupakan media perantara untuk berinvestasi bagi 
masyarakat yang berarti bahwa kepentingan umum selalu dilibatkan dalam segala hal. Kegiatan usaha VMI 
diatur secara ketat oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan VMI untuk mengikuti peraturan-
peraturan baru yang ditetapkan Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha VMI, yang 
pada akhirnya dapat memengaruhi kelangsungan usaha VMI. 
 

3. Risiko Perubahan Peraturan 
 
Dalam hal terjadinya perubahan peraturan baik di bidang pasar modal maupun perpajakan akan 
berdampak pada perubahan kebijakan investasi yang diambil oleh manajer investasi sehingga akan 
berdampak pada pemilihan portofolio reksa dana. Perubahan tersebut akan berdampak pada nilai aktiva 
bersih unit penyertaan. 

 
4. Risiko Persaingan Usaha 

 
Pasar modal merupakan industri yang akan selalu terus berkembang yang disebabkan oleh terus 
meningkatnya minat masyarakat untuk menjadikan pasar modal sebagai pilihan alternatif untuk tempat 
berinvestasi. Dengan adanya prospek tersebut, semakin banyak perusahaan baik lokal maupun asing yang 
berminat untuk turut berpartisipasi dalam industri pasar modal. Keadaan yang kompetitif bisa menciptakan 
penurunan terhadap marjin laba usaha VMI. 
 

5. Risiko Penurunan Dana Kelolaan 
 
Kemampuan untuk menumbuhkan dan mempertahankan dana kelolaan merupakan salah satu bentuk 
kompetensi perusahaan di industri pasar modal. Sehingga hal ini merupakan salah satu bentuk risiko yang 
dihadapi VMI apabila kemampuan VMI untuk memberikan imbal hasil yang baik maupun menciptakan 
produk yang menarik dinilai pasar menurun. 
 

6. Risiko Konsentrasi Produk 
 
VMI menghadapi risiko yang tercipta dan disebabkan oleh keterbatasan tipe produk atau terkonsentrasinya 
produk tertentu yang ditawarkan ke pasar. Rendahnya diversifikasi produk dapat memengaruhi 
pertumbuhan dana kelolaan VMI dan pada akhirnya pertumbuhan pendapatan VMI. 
 

7. Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kompeten 
 
Dalam industri pasar modal, diperlukan ketersediaan tenaga terampil yang mampu melakukan dan menjaga 
kualitas pelayanan dan penyaluran pembiayaan kepada konsumen. Keterbatasan SDM yang kompeten 
akan menghambat kinerja operasional VMI dalam melakukan ekspansi dan aktivitas bisnisnya. Sebagai 
sebuah perusahaan manajer investasi, VMI juga membutuhkan pegawai yang memiliki izin sebagai Wakil 
Perusahaan Efek (yaitu Wakil Manajer Investasi (”WMI”)/ Wakil Perantara Pedagang Efek / Wakil Penjamin 
Emisi Efek / Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana) khususnya izin sebagai WMI agar dapat menjalankan 
kegiatan usaha. 

 
8. Risiko Yang Berhubungan dengan Pengunduran Diri Personel Kunci 

 
Selain dari risiko keterbatasan SDM yang kompeten, pengunduran diri dari personel kunci baik di unit 
investasi maupun distribusi dan operasional serta Direksi dan manajemen pada umumnya atau Direksi dan 
fungsi manajemen secara umum dapat menghambat efisiensi dan/atau efektivitas operasional VMI. 
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9. Risiko Kredit 
 
Risiko kredit VMI muncul dari potensi kerugian dari kas di bank, deposito berjangka, piutang dari kegiatan 
menajemen investasi dan piutang bunga. 
 

10. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga 
 
Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang terkandung dalam aset keuangan berbunga (interestearning 
asset) karena adanya kemungkinan perubahan dalam nilai aset sebagai akibat dari perubahan tingkat suku 
bunga pasar. VMI khususnya terkena risiko suku bunga mengambang dari deposito berjangka, terutama 
dari deposito berjangka dalam Rupiah dan Dolar Amerika Serikat. Risiko ini dapat memengaruhi aset yang 
dikelola VMI di dalam portofolio baik untuk perdagangan maupun untuk investasi yang memberikan 
pengaruh terhadap pendapatan VMI. Kegagalan dalam mengantisipasi risiko perubahan tingkat suku bunga 
ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi VMI. 
 

11. Risiko Likuiditas 
 
Risiko likuiditas timbul jika VMI mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. 
 
Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian antara jangka waktu sumber dana yang dimiliki 
dan jatuh tempo kewajiban keuangan. Jika seluruh/sebagian besar pemegang unit penyertaan secara 
serentak melakukan penjualan kembali kepada manajer investasi, maka hal ini dapat menyebabkan 
manajer investasi tidak mampu menyediakan uang tunai dengan segera sehingga akan menyebabkan 
manajer investasi harus menjual efek sesegera mungkin. Potensi adanya kegagalan dalam pengelolaan 
aset dan pengelolaan liabilitas VMI merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kekurangan 
dana dalam pemenuhan kewajiban VMI. Sebagai tambahan, dalam kondisi luar biasa (force majeure) atau 
kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan 
manajer investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam 
Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK. 
 

12. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik 
 
Perusahaan manajer investasi sensitif terhadap perubahan perekonomian baik nasional maupun 
internasional. Kondisi perekenomian yang kurang menguntungkan seperti volatilitas nilai tukar mata uang 
rupiah terhadap mata uang negara lain, tingkat inflasi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional dapat 
menurunkan minat investor dalam melakukan investasi di pasar modal sehingga dapat memberi dampak 
negatif terhadap pendapatan VMI. Kinerja produk reksa dana dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian seperti 
perkembangan politik atau diplomatik, ketidakstabilan sosial dan agama, perubahan dalam kebijakan 
pemerintah, perpajakan dan suku bunga, repatriasi mata uang dan perkembangan politik dan ekonomi 
lainnya di hukum atau peraturan. 
 

13. Risiko Operasional 
 
Risiko Operasional merupakan risiko yang dihadapi VMI sehubungan dengan sistem operasional, prosedur 
maupun kendali terhadap kegiatan operasional VMI seperti penyelesaian transaksi perdagangan, 
pemindahan saham serta arus kas. Risiko ini muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses 
internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar VMI. Bila VMI 
kurang efektif dalam melakukan prosedur dan sistem operasi kegiatan harian maka dapat mengganggu 
kelancaran kegiatan operasional dan kualitas pelayanan kepada nasabah sehingga berpotensi mengurangi 
kinerja dan daya saing yang mengakibatkan menurunnya pendapatan VMI. 
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14. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum 
 
Risiko tuntutan atau gugatan hukum merupakan risiko yang diakibatkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan 
sarana pendukungnya ataupun kelemahan pengikatan hukum serta dokumen-dokumennya yang akan 
berdampak kepada kelangsungan usaha VMI. 
 

15. Risiko Perubahan Teknologi 
 
Risiko perubahan teknologi ini muncul sehubungan dengan semakin ketatnya persaingan usaha antar 
perusahaan jasa keuangan dimana teknologi merupakan salah satu kunci keunggulan kompetitif dalam 
memenangkan persaingan. Ketidakmampuan VMI untuk meningkatkan sarana dan prasarana teknologi 
dapat mengakibatkan risiko terjadinya loss atas pangsa pasar yang ada yang memberikan dampak negatif 
pada pendapatan VMI.  
 

16. Risiko Afiliasi 
 
Risiko afiliasi muncul dengan adanya hubungan yang erat dari sisi operasional dan manajemen risiko VMI 
yang dilakukan oleh pihak perusahaan induk. Selain itu, risiko juga muncul dari tingkat kontribusi afiliasi 
atas pendapatan VMI. 
 

17. Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industri 
 

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kegagalan VMI dalam mematuhi peraturan-peraturan baru yang ditetapkan dalam industri pasar modal 
atau bidang usaha manajer investasi oleh Pemerintah dapat menyebabkan VMI dikenakan sanksi 
administratif, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi pidana lainnya yang 
memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha VMI yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja VMI. 
 

VLIFE 
 
1. Risiko Gagal Bayar Klaim 

 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya VLIFE mengelola dana premi yang dibayarkan oleh pemegang 
polis/ tertanggung untuk dapat menghasilkan profit bagi VLIFE dan pada akhirnya untuk memenuhi 
kewajiban VLIFE dimasa yang akan datang kepada tertanggung. Kesalahan pada pengelolaan dana premi 
merupakan salah satu penyebab utama timbulnya kegagalan dalam pembayaran klaim kepada 
tertanggung, apa lagi jika terjadi peristiwa yang menyebabkan VLIFE harus membayarkan klaim dalam 
jumlah besar kepada banyak tertanggung pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, proses pengelolaan 
dana premi tertanggung dilakukan VLIFE dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan telah melewati 
berbagai proses manajemen risiko yang ketat. Meskipun VLIFE sebagai salah satu perusahaan asuransi 
terkemuka di Indonesia telah aktif menerapkan prosedur manajemen risiko yang terstruktur, akan tetapi 
VLIFE tidak dapat menjamin prosedur manajemen risiko yang telah diterapkan VLIFE sempurna dalam 
mengatasi risiko kegagalan pembayaran kepada tertanggung. Apabila hal ini terjadi, maka akan berdampak 
negatif pada kinerja keuangan dan kelangsungan bisnis VLIFE. 

 
2. Risiko Strategis 

 
Dibutuhkan perencanaan yang tepat dan matang dalam menerapkan strategi bisnis guna mencapai target 
utama VLIFE. Dalam industri asuransi, rencana strategis sangat berperan penting dalam rangka 
pemenuhan kewajiban VLIFE kepada pemegang polis/tertanggung dan pihak berkepentingan lainnya. 
Kesalahan dalam penerapan rencana strategis dapat berdampak pada ketidaktepatan dan keterlambatan 
VLIFE dalam penyelesaian pembayaran dan kewajiban-kewajiban kepada pelanggan VLIFE. Industri 
asuransi di Indonesia merupakan industri yang kompetitif karena memiliki prospek usaha yang cerah 
kedepannya. Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi masih rendah juga tingkat utilitas 
hanya mencapai 12,08% pada tahun 2017, menyebabkan banyaknya kompetitor baru yang masuk ke pasar 
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Indonesia baik perusahaan nasional dan multinasional. Hal ini merupakan tantangan bagi VLIFE untuk 
menerapkan rencana strategis yang tepat agar tetap kompetitif ditengah persaingan yang ketat. VLIFE 
dituntut untuk terus berinovasi dalam penerapan strategi bisnis agar VLIFE mampu meningkatkan jumlah 
premi dan pelanggan. Kesalahan pada penerapan strategi pada akhirnya akan berdampak negatif bagi 
kinerja bisnis dan keuangan VLIFE. 
 

3. Risiko Operasional 
 
Kinerja operasional merupakan kunci dalam lembaga keuangan untuk mendapatkan hasil akhir yang 
maksimal. Demikian juga VLIFE sebagai perusahaan asuransi jiwa menghadapi kendala-kendala 
operasional yang dapat menghambat kegiatan usaha VLIFE. Kegagalan proses internal antara lain 
bersumber dari kegagalan sistem teknologi informasi, kegagalan prosedur internal, sumber daya manusia 
(SDM), serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja operasional secara langsung dapat 
menyebabkan gangguan dalam pembayaran dan penyelesaian kewajiban-kewajiban VLIFE. Dalam era 
globalisasi, saat ini penerapan sistem teknolgi informasi berperan penting dalam memaksimalkan efektifitas 
dan efisiensi operasional VLIFE. Untuk itu, VLIFE dituntut untuk terus up-to-date dalam penerapan 
teknologi informasi guna meningkatkan layanan-layanan kepada pelanggan dan membantu VLIFE dalam 
pengembangan produk-produk asuransi baru. Oleh karena itu, sistem teknologi informasi merupakan aspek 
utama dalam kegiatan operasional yang harus terus dikembangkan. Ketidakmampuan VLIFE untuk 
memahami perkembangan dan penerapan sistem teknologi informasi pada akhirnya akan berdampak buruk 
bagi kinerja operasional dan dapat menurunkan mutu pelayanan VLIFE. 
 

4. Risiko Aset dan Liabilitas 
 
Pengelolaan aset dan liabilitas merupakan aspek penting dalam kelangsungan bisnis VLIFE. Kegagalan 
pengelolaan dapat menimbulkan potensi VLIFE mengalami gangguan likuiditas yang menyebabkan VLIFE 
kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pelanggan. Gangguan likuiditas ini terjadi karena 
VLIFE tidak mampu melakukan pengelolaan portofolio aset dan liabilitas yang tepat dan seimbang, 
sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi klaim oleh pemengang polis VLIFE tidak mampu memenuhi klaim 
tersebut. Selain pengelolaan likuiditas, faktor eksternal juga cukup berpengaruh dalam pengelolaan aset 
dan liabilitas, salah satu contoh adalah kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban kepada perusahan. 
Keterlambatan pembayaran klaim tersebut pada akhirnnya akan menggangu dan berdampak buruk pada 
tingkat kepercayaan pelanggan dan kinerja VLIFE. 
 

5. Risiko Kepengurusan 
 
Risiko kepengurusan akan timbul jika Perseroan tidak selektif dalam melakukan pemilihan Direksi dan 
Dewan Komisaris VLIFE. Jajaran manajemen yang tidak memiliki kompetensi dan kurang berintegritas akan 
berdampak pada kegiatan operasional dan fungsional VLIFE yang pada akhirnya akan berdampak pada 
kinerja keuangan VLIFE. 
 

6. Risiko Tata Kelola 
 
Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) adalah salah satu kunci agar pengelolaan 
suatu perusahaan berjalan secara profesional. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam good corporate 
governance seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan memiliki tujuan 
agar kondisi manajemen VLIFE berjalan dengan baik, benar dan pada akhirnya memberikan hasil yang 
positif bagi kinerja VLIFE. Jika hal ini tidak dapat terpenuhi, maka memiliki potensi menggangu jalannya 
usaha dan bisnis VLIFE, terlebih lagi dalam industri asuransi yang diwajibkan untuk tunduk terhadap 
peraturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
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7. Risiko Dukungan Dana 
 
Modal merupakan aspek yang sangat penting dalam industri asuransi. Oleh karena itu, suatu perusahaan 
asuransi harus memiliki sistem kontrol dan proses pemantauan yang tepat untuk dapat menilai kebutuhan 
modal baik jangka pendek dan panjang. Potensi ketidakcukupan modal masih mungkin timbul jika terjadi 
kondisi-kondisi yang tidak biasa seperti meningkatnya klaim yang tidak diperkirakan, hasil investasi yang 
tidak sesuai harapan dan hal lainnya. 
 

8. Risiko Asuransi 
 
Dalam menjalankan bisnis asuransi VLIFE membutuhkan strategi dan analisis khusus untuk melaksanakan 
proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi dan/atau 
penanganan klaim. Risiko asuransi dapat terjadi jika VLIFE tidak mampu melaksanakan strategi dan 
analisis khusus tersebut dengan tepat. Sebagai contoh, terjadi perbedaan antara jumlah klaim yang terjadi, 
klaim yang dibayarkan dan waktu terjadinya klaim dengan yang telah diprediksi sebelumnya. 
Ketidakmampuan tersebut memiliki dampak negatif pada kinerja VLIFE. 
 

C. RISIKO UMUM 
 
1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro 

 
Industri jasa keuangan dan investasi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian 
nasional maupun internasional. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti 
penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan 
usaha jasa keuangan dan investasi serta entitas anak Perseroan yang bergerak dalam bidang yang sama 
maupun perbankan, dan asuransi. Hal ini pastinya dapat berdampak negatif pada pendapatan setiap 
entitas anak maupun Perseroan. 

 
2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah 

 
Perseroan bergerak investasi dan jasa keuangan. Oleh karena itu, kebijakan baru yang dikeluarkan oleh 
pemerintah baik berimbas positif atau negatif pada suatu industri akan mempengaruhi kinerja Perseroan. 
Selain itu, kebijakan pemerintah sektor moneter juga mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Perseroan 
seperti tingkat suku bunga dan giro wajib minimum. Perubahan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi 
posisi Perseroan terhadap risiko-risiko lainnya. 
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D. RISIKO BAGI INVESTOR 
 

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Perseroan  
 

Meskipun Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk 
saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham 
Peseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak 
memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi 
jangka panjang. 

 
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan 

 
Harga saham Perseroan setelah PMHMETD I mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat 
diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses PMHMETD I. Hal ini 
disebabkan antara lain oleh: 

 
 Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan 

analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan; 
 Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia; 
 Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan; 
 Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh 

pasar modal negara lain; 
 Perubahan kondiri makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial 

secara umum di Indonesia; dan 
 Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa. 

 
3. Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen 

 
Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, 
kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. 
Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak 
membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa 
mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba 
yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha. 

 

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO 
UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING 
RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN. 

 
 

 

 
  

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH 
PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH 
DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO 
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS. 
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

 
Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian dan transaksi penting yang memiliki dampak material 
terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha grup yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen 
tertanggal 15 November 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal  
31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
dan 2021 (2021 – Tidak Diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, 
sampai dengan tanggal efektif pernyataan pendaftaran yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.  
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VIII. KETERANGAN  TENTANG  PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, 
KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK 
USAHA 

 

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 
 

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 
 

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan 
dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan 
pertama kali dengan nama PT Tata Sekuritas Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal  
26 Oktober 1989, dibuat di hadapan Ny. Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Serang. Akta tersebut 
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan  
No. C2-10137.HT.01.01-Th.89 tanggal 2 November 1989 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan 
Negeri Jakarta Barat pada tanggal 7 November 1989 di bawah No. 1612/1989 dan diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 3537 tanggal 26 Oktober 1989, Tambahan No. 100 (“Akta Pendirian”). 
 
Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai 
berikut: 
 

Modal Dasar : Rp500.000.000,- (lima ratur juta Rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) 
saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). 

Modal ditempatkan dan  
disetor 

: Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 150 
(seratus lima puluh) saham. 
 

Keterangan 

Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,- 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Persentase 

(%) 

Modal Dasar 500 500.000.000  

Modal ditempatkan dan disetor penuh:    
1. Aan Kurniawan 60 60.000.000 40,00 
2. Barnas 45 45.000.000 30,00 
3. Harry Prananto Suryokusumo 45 45.000.000 30,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 150 150.000.000 100,00 

Jumlah saham dalam portepel 350 350.000.000  

 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Rapat No. 180 tanggal 25 Oktober 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di 
Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan  
No. AHU-00602050.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0188910.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Oktober 2021  
(“Akta No. 180/2021”), yaitu sebagai berikut: 
(1) Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: 

1. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209);  
2. Aktivitas Konsultasi Bisnis Dan Broker Bisnis (74902);  
3. Pertanian Jagung (01111);  
4. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam (09100);  
5. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi (19291);  
6. Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making) (24101);  
7. Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) (24102);  
8. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi (24103);  
9. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja (24205);  
10. Industri Pengecoran Besi Dan Baja (24310);  
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11. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja (24320);  
12. Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan (25111);  
13. Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya (25991);  
14. Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya (26120);  
15. Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer (26210);  
16. Industri Kartu Cerdas (Smart Card) (26391);  
17. Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri 

Televisi (26420);  
18. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual (26511);  
19. Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya (27320);  
20. Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual (28171);  
21. Industri Mesin Percetakan (28291); 
22. Industri Kendaraan Perang (30400);  
23. Konstruksi Gedung Hunian (41011);  
24. Konstruksi Gedung Perkantoran (41012);  
25. Konstruksi Gedung Industri (41013);  
26. Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014);  
27. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya (42209);  
28. Pembongkaran (43110);  
29. Penyiapan Lahan (43120);  
30. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang (43901);  
31. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik (46521);  
32. Apartemen Hotel (55194);  
33. Aktivitas Perusahaan Holding (64200);  
34. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl (66199);  
35. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111); dan 
36. Aktivitas Konsultansi Pariwisata (70201). 
 

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan 
usaha sebagai berikut: 
A. Kegiatan Usaha Utama: 

 
1. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, 

bimbingan dan operasional, usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, 
seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; 
tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya 
manusia; perencanaan  penjadwalan dan pengontrolan  produksi. Penyediaan jasa usaha 
ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi 
manajemen, konsultasi  manajemen olah agronomis dan agricultural ekonomis pada 
bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi,  
program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat 
dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam - perencanaan, 
pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. 
Termasuk  jasa pelayanan studi investasiinfrastruktur; 

2. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis, mencakup usaha pemberian saran dan 
bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur 
pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik 
profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), 
kegiatan penilaian selain real estat - dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-
lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran 
kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca tidak termasuk makelar real estat.  
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B. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud 
pada butir A di atas adalah sebagai berikut: 
 
1. Pertanian Jagung, mencakup usaha  pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan 

pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen 
jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan 
pembenihan tanaman jagung.  

2. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam, mencakup kegatan jasa 
yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi  yang dilakukan atas dasar 
balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas 
dengan cara tradisional yaitu  membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, 
perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan 
saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan suur  
produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk  
kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka 
penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran lading minyak 
bumi dan gas alam. 

3. Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi, mencakup usaha industri pengolahan 
aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan 
sebagainya) serta Petroleum Coke. termasuk industri produk untuk industri petrokimia, 
industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak 
bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti 
pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol).  

4. Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making), mencakup usaha pembuatan besi 
dan baja dalam bentuk dasar, seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron) dan 
pembuatan besi dan baja dalam bentuk baja kasar seperti ingot baja, billet baja, baja 
bloom dan baja slab. Termasuk juga pembuatan 16 besi dan baja paduan. Termasuk 
kegiatan tungku pembakar, steel converter, pabrik penggulungan dan finishing; produksi 
besi kasar dalam bentuk dasar seperti balok; produksi besi campuran; produksi produk 
besi yang direduksi langsung dari bijih besi dan produk besi berongga lainnya; produksi 
besi dari hasil pemurnian dengan proses elektrolisis dan proses kimia lainnya; produksi 
butir besi dan bubuk besi; produksi baja batangan (ingot) atau bentuk dasar lainnya; 
peleburan kembali ingot sisaan besi atau baja; dan  produksi baja setengah jadi.  

5. Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling), mencakup usaha penggilingan baja, baik 
penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat 
- baja, baja tulangan, baja profil (H - beam, I-beam dan sejenisnya), baja strip, baja rel, 
pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran  hasil 
gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi - dengan logam atau non 
logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap. Termasuk industri baja balok atau 
potongan gulungan panas, industri baja open section gulungan panas, industri baja balok 
dan baja solid section hasil proses cold drawing, grinding dan turning, industri baja - open 
section hasil pembentukan dingin progresif pada mesin penggulung atau pelipatan pada 
mesin pres atau pada penggulungan flat baja, industri kawat baja baik kawat satuan 
maupun pilinan (strand) hasil proses cold drawing, tempering, dan stressing, industri 
lembaran tiang pancang baja atau baja las open section, industri material rel kereta api 
baja (rel belum terpasang).  

6. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi, mencakup usaha pembuatan 
tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja. Termasuk Industri tabung, pipa dan 
profile berongga baja tanpa kelim hasil pembentukan gulungan panas, hot drawing atau 
hot extruding, gulungan dingin atau cold drawing; industri tabung dan pipa baja las hasil 
pengelasan dan pembentukan panas atau dingin, sebagai proses lanjutan dari gulungan 
dingin atau cold drawing; dan industri fittings pipa baja, seperti flat flanges dan flanges 
with forged collar, butt welded fittings, threaded fittings dan socket-welded fiitings.  

7. Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Besi Dan Baja, mencakup usaha 
pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja.  
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8. Industri Pengecoran Besi Dan Baja, mencakup usaha peleburan, pencampuran dan 
pengecoran atau penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk 
tuangan dalam bentuk kasar, seperti besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan. 
Termasuk pengecoran produk besi setengah jadi, pengecoran besi tuang abu-abu, 
pengecoran besi tuang grafit spheroid, pengecoran besi tuang yang dapat ditempa, 
pengecoran produk baja setengah jadi, pengecoran baja tuang, industri tabung, pipa dan 
profil berongga  serta fittings tabung dan pipa yang terbuat dari besi tuang, industri  
tabung dan pipa baja tanpa kelim  dari proses pengecoran sentrifugal dan industri tabung 
dan pipa fittings yang terbuat dari baja tuang.  

9. Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja, mencakup usaha peleburan, 
pemaduan dan pengecoran atau penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk 
dasar, seperti tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, 
tuangan nikel dan paduannya. Termasuk  Pengecoran produk setengah jadi dari 
aluminium, magnesium, titanium, seng dan lain-lain, pengecoran logam ringan tuang, 
pengecoran logam berat tuang, pengecoran logam mulia tuang dan die-casting logam 
bukan besi.  

10. Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan, mencakup 
usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti 
pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi 
ringan lainnya.  

11. Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya, mencakup pembuatan alat - alat kantor 
dari logam, seperti brankas, filling cabinet, tidak termasuk furnitur dari logam. Termasuk 
industri peti besi, lemari - besi, pintu lapis baja dan lain lain.  

12. Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya, mencakup pembuatan semi 
konduktor dan komponen elektronik lainnya, seperti transistor dan peralatan semi 
konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor 
dan berbagai komponen elektronik lainnya. Termasuk industri mikroprosesor, induktor 
jenis  komponen elektronik (misalnya cok, gulungan, trafo), kristal elektronik dan crystal 
assemblies, solenoida, switch dan transducer untuk aplikasi elektronik, interface cards  
(misalnya sound (kartu suara), video (kartu video), kontroler, kartu jaringan, modem), 
komponen layar (plasma, polimer, LCD), light emitting diodes (LED), IC atau integrated 
circuit (analog, digital, maupun hibrid) dan dioda. Termasuk  juga pembuatan sel 
fotovoltaik dan chip smartcard.  

13. Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer, mencakup usaha pembuatan berbagai 
macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, komputer 
mainframe, komputer ukuran tangan (misal PDA), komputer  tablet, dan server komputer. 
Termasuk kegiatan perakitan komputer.  

14. Industri Kartu Cerdas (Smart Card), mencakup pembuatan smart card, seperti 
perencanaan design chip (design house), perencanaan tata letak sirkuit smart card, 
industri chip foundry, industri chip module packaging, pembuatan firmware dan software 
yang berkaitan langsung dengan smart card, chip packaging. Contoh smart card seperti 
simcard, Near Field Communications (NFC), dengan teknologi 2G, 3G, 4G, 5G dst, kartu 
perbankan, kartu akses, micro dan macro payment, kartu kredit dan semua kartu yang 
menggunakan pengaman data dan atau komunikasi.  

15. Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri 
Televisi, mencakup pembuatan peralatan audio dan video elektronik untuk hiburan di 
rumah (home entertainment) untuk rumah tangga dan kendaraan bermotor, seperti 
pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder dan video recorder. Termasuk 
industri peralatan stereo, pemutar CD dan  VCD/DVD, kamera video jenis rumah tangga 
dan jukebox.  

16. Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual, mencakup usaha pembuatan alat-alat pengukur, 
pemeriksa dan pengujian manual, baik yang ada  maupun yang tidak ada hubungannya 
dengan penyelidikan ilmu pengetahuan dan bersifat mekanis, seperti pesawat ukur, 
thermometer, barometer, kompas, timbangan  presisi, pesawat terapi mekanis, meteran 
air ledeng dan gas, serta  instrumen ukur tanah. Termasuk juga perlengkapan dari 
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peralatan - peralatan tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan alat - alat 
pengukur, pemeriksa dan pengujian manual yang berhubungan dengan kesehatan, 
seperti timbangan badan dan timbangan bayi.  

17. Industri Kabel Listrik Dan Elektronik Lainnya, mencakup usaha pembuatan macam-
macam kabel listrik dan kabel elektronik yang dibalut  dengan isolator atau berpenyekat 
dari baja, tembaga atau aluminium, seperti kabel komunikasi atau telepon, kabel listrik 
jaringan tegangan rendah/menengah/ tinggi.  

18. Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual, mencakup usaha pembuatan macam-
macam mesin kantor dan akuntansi secara manual, seperti mesin hitung manual, mesin 
tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing pensil, sempoa, alat timbang pos 
(postage meters), mesin pengelola surat (pengisi amplop, penyegel dan mesin pemberi 
alamat, membuka, mengurutkan, men-scan), mesin pemeriksa, mesin stenografi, alat 
penjilid (penjilid plastik atau pita), mesin penghitung koin dan  pembungkus koin, stapler 
dan  pembersih stapler, mesin pemungutan suara, mesin isolasi (tape dispencer) dan 
mesin pembuat lubang kertas dan sejenisnya.  

19. Industri Mesin Percetakan, mencakup pembuatan mesin-mesin percetakan, seperti mesin 
press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar dan mesin cetak lainnya. 
Termasuk mesin-mesin perlengkapan percetakan  dan mesin penjilid, seperti mesin jahit 
buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral dan mesin penomor halaman.  

20. Industri Kendaraan Perang, mencakup pembuatan tank dan kendaraan lapis - baja. 
Termasuk pembuatan kendaraan militer amfibi lapis baja dan  kendaraan perang militer 
lainnya.  

21. Konstruksi Gedung Hunian, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau 
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian,  seperti rumah tinggal, 
rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk 
pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan 
tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi  gedung hunian.  

22. Konstruksi Gedung Perkantoran, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, 
seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk  pembangunan gedung untuk 
perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan 
kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.  

23. Konstruksi Gedung Industri, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau 
pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung 
perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan 
dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung 
industri.  

24. Konstruksi Gedung Perbelanjaan, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, 
dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti 
gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk 
pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk 
dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.  

25. Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya, mencakup usaha 
pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi 
lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan 
bangunan dan lingkungan, prasarana  kawasan permukiman, industri, rumah - sakit, dan 
lain-lain.  

26. Pembongkaran, mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau  perataan 
gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak  termasuk penyiapan lahan 
untuk pertambangan minyak dan gas.  

27. Penyiapan Lahan, mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang 
berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, 
pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah,  (penggalian, membuat 
kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit,  pemindahan, 
penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah 
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dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian 
dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, 
jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, 
pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga  listrik, fasilitas produksi, serta 
bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan 
perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan 
penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi 
atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan 
penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi 
(pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan 
kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), 
pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan  sementara, perbaikan dan 
pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi  dan demobilisasi, dan 
pekerjaan sejenis lainnya.  

28. Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang, mencakup kegiatan khusus pemasangan 
berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi 
untuk  gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai 
dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung 
hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.  

29. Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik, mencakup usaha perdagangan besar katup 
dan tabung elektronik, peralatan semi  konduktor, mikrochip dan IC dan PCB. dd. 
Apartemen Hotel, mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum 
yang mengelola dan  memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal 
sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen 
hotel/kondominium hotel (apartel/kondotel).  

30. Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding 
companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan 
subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding  
Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan  subsidiarinya. Kegiatannya 
mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam 
merancang merger dan akuisisi perusahaan.  

31. Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, mencakup usaha  kegiatan penunjang 
keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, 
mortgage advisers and brokers.  

32. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup usaha pembelian, penjualan, 
persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, 
seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian  (seperti 
fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat  perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan 
rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara 
permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, 
pengembangan gedung untuk  dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di 
gedung tersebut), pembagian real estat  menjadi tanah kapling tanpa pengembangan 
lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.  

33. Aktivitas Konsultansi Pariwisata, mencakup kegiatan penyedia jasa konsultansi pariwisata 
profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan atau kajian terkait studi 
kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, 
pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang  
kepariwisataan.  

 
Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan 
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang 
perbankan. 
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Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tercantum dalam akta-akta dibawah ini: 
 

a. Akta No. 180/2021, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan dan pernyataan 
kembali terhadap seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan No. 17/POJK.04/2020 tentang 
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; 

   
b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 25 November 2021, dibuat di hadapan Jimmy 

Tanal, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan 
terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang sehubungan dengan 
peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus 
miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.600.000.000.000 (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah). Akta 
tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0069008.AH.01.02.TAHUN 
2021 tanggal 2 Desember 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0212799.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 2021 (“Akta No. 134/2021”); dan 

 

c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 3 Januari 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., 
Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap 
ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal 
ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa 
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dari semula sebesar Rp915.009.468.000 (sembilan 
ratus lima belas miliar sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) menjadi sebesar 
Rp1.006.456.836.300 (satu triliun enam miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga 
puluh enam ribu tiga ratus Rupiah). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham 
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  No. AHU-
AH.01.03-0031331 tanggal 14 Januari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 
AHU-0009349.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Januari 2022 (“Akta No. 1/2022”). 

 

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 
 
Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

Tahun 2022 
 

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per tanggal  
30 September 2022, yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan di 
bawah No. LB-01/VICO/102022 tertanggal 5 Oktober 2022 (“DPS 30 September 2022”), susunan pemegang saham 
Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola 
oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:  

 
Modal Dasar : Rp3.600.000.000.000- (tiga triliun enam ratus miliar Rupiah) yang terdiri 

dari 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham dengan nilai nominal 
Rp100,- (seratus Rupiah). 

Modal ditempatkan dan disetor : Rp1.006.456.836.300,- (satu triliun enam miliar empat ratus lima puluh 
enam juta delapan ratus tiga pilih enam ribu tiga ratus Rupiah) yang terdiri 
dari 10.064.568.363 (sepuluh miliar enam puluh empat juta lima ratus 
enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham.  

Keterangan 
Nilai Nominal per Saham Rp100,- 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%) 

Modal Dasar       36.000.000.000              3.600.000.000.000    
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 

  
  

PT Gratamulia Pratama         5.781.500.000                 578.150.000.000  57,44 
Suzanna Tanojo         2.485.556.852                 248.555.685.200  24,70 
Chemical Asia Corporation PTE LTD            876.052.631                   87.605.263.100  8,70 
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)            921.458.880                   92.145.888.000  9,16 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh       10.064.568.363              1.006.456.836.300  100,00 

Jumlah Saham dalam Portepel       25.935.431.637              2.593.543.163.700  
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3. IZIN-IZIN / PERSETUJUAN-PERSETUJUAN 
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya serta menjalankan 
kegiatan usaha sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasarnya,  Perseroan telah memperoleh izin-izin 
dan/atau persetujuan-persetujuan pokok yang diperlukan dari pihak yang berwenang, yaitu sebagai berikut: 
 

a. Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS RBA  
 
Perseroan telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120115010175 yang diterbitkan oleh 
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS pada tanggal 7 Oktober 2019 
dan dicetak terakhir pada tanggal 27 Januari 2022, yang antara lain menerangkan sebagai berikut: 
 
Nama Perusahaan : Perseroan 
Alamat Perusahaan : Graha BIP, lt. 3A, Jl. Gatot Subroto Kab. 23, Kota 

Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. 
Kode dan Judul KBLI : KBLI 74902 (Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis) 
Masa Berlaku : Selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya. 
Bukti Pemenuhan : NIB ini berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak 

akses kepabeanan, pendaftaran kepersertaan jaminan sosial 
kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti 
pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
di Perusahaan (WLKP). 

 
b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“PKKPR”) 

 
Perseroan telah memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/PKKPR,  yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS  tanggal 27 Januari 2022, yang 
antara lain menerangkan sebagai berikut: 
 
Nama Perusahaan : PT Victoria Investama Tbk 
Lokasi Usaha : Graha BIP, Jalan Gatot Subroto, No. Kav 23, 

RT.002/RW.002, Kelurahan karet Semanggi, Kecamatan 
Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 

KBLI : KBLI 74902 (Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis)  
Luas Tanah yang Dimohonkan : 50 m²  
Masa Berlaku : 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat 

diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan  

 
  



 

- 77 - 
 

c. Izin Lingkungan  
 
Perseroan telah memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 
tanggal 27 Januari 2022, yang antara lain menerangkan sebagai berikut: 
 
Nama Perusahaan : PT Victoria Investama Tbk 
Alamat Perusahaan : Graha BIP, Lantai 3A, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kota Adm. 

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 
Penanggung Jawab : Aldo Jusuf Tjahaja 
Keterangan  : Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam 

system OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan 
Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud 

 
Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selain dari yang diatur dalam izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan 
pokok yang telah diperoleh Perseroan sebagaimana telah diungkapkan di atas, dan izin-izin dan/atau persetujuan-
persetujuan sebagaimana telah diungkapkan tersebut adalah sah, masih berlaku dan lengkap, sehingga Perseroan 
dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sehubungan dengan 
izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan tersebut di atas, Perseroan tidak mengetahui adanya suatu hal dan/atau 
kejadian apa pun yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang berwenang untuk mencabut dan/atau menyatakan tidak 
berlaku seluruh ataupun sebagian dari izin-izin dan/atau persetujuan-persetujuan sebagaimana telah diungkapkan di 
atas. Perseroan selalu menaati dengan sebagaimana mestinya semua persyaratan dalam izin-izin dan/atau 
persetujuan sebagaimana telah diungkapkan di atas dan Perseroan tidak pernah melanggar dan/atau memperoleh 
gugatan, tuntutan ataupun teguran, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, dan/atau pihak ketiga 
lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang dilakukan berdasarkan izin-izin dan/atau 
persetujuan-persetujuan sebagaimana telah diungkapkan di atas. 
 
4. PENYERTAAN DAN INVESTASI PERSEROAN PADA PERSEROAN TERBATAS LAIN 

 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada perseroan terbatas lain 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. PT Bank Victoria International Tbk (“BVIC”), sebanyak 5.413.496.081 (lima miliar empat ratus tiga belas juta 
empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh satu) saham, yang seluruhnya merupakan 41,51% 
(empat puluh satu koma lima satu persen)  dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam 
BVIC;   

b. PT Victoria Alife Indonesia, sebanyak 1.490.000.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh juta) saham, 
yang seluruhnya merupakan 99,33% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen) dari seluruh 
modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Victoria Alife Indonesia; 

c. PT Victoria Insurance Tbk (“VINS”), sebanyak 1.065.546.895 (satu miliar enam puluh lima juta lima ratus 
empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh lima) saham, yang seluruhnya merupakan 72.85% 
(tujuh puluh dua koma delapan puluh lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh 
dalam VINS;  

d. PT Victoria Manajemen Investasi sebanyak 237.500.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) 
saham, yang seluruhnya merupakan 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan 
dan disetor penuh dalam PT Victoria Manajemen Investasi; dan  

e. PT Victoria Sekuritas Indonesia, sebanyak 1.243.750.000 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh 
ratus lima puluh ribu) saham, yang seluruhnya merupakan 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima 
persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Victoria Sekuritas Indonesia. 
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5. PERJANJIAN KREDIT 
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperoleh dan menandatangani perjanjian utang/fasilitas 
sebagai berikut: 
 

No. Perihal Uraian 

1.  Nama Perjanjian Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan  
No. 007/VI/PP/XI/2017, tanggal 30 November 2017 
(“Perjanjian”) sebagaimana diubah terakhir dengan 
Addendum IV Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan  
No. 01/VSI/ADD-IV-PP/XI/2021 tanggal 25 November 2021. 
 

Para Pihak - PT Victoria Sekuritas Indonesia (“Pemberi Pinjaman”); 
dan 

- Perseroan (“Penerima Pinjaman”),, 

(secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara 
bersama-sama disebut “Para Pihak”). 
 

Nilai Fasilitas & Bunga Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan  
bunga 12% (dua belas persen per tahun) 
Pengenaan bunga diperhitungkan pada setiap akhir bulan 
dan bunga yang terhutang pada setiap akhir bulan akan 
diperhitungkan menjadi Hutang untuk bulan berikutnya. 
 

Jangka Waktu  Diperpanjang sampai dengan 28 November 2022. 

Pelunasan Dipercepat Tidak diatur 

Kewajiban Debitur - Penerima Pinjaman diwajibkan untuk membayar 
bunga kepada Pemberi Pinjaman sebesar 12% (dua 
belas persen) per tahun, yang wajib dibayar pada saat 
pelunasan hutang; 

- Penerima Pinjaman wajib membayarkan bunga atas 
Pinjaman setiap akhir bulan, selambat-lambatnya 
tanggal 10 bulan berikutnya, dan apabila tanggal 10 
jatuh pada hari libur, maka Penerima Pinjaman wajib 
membayarkannya pada hari kerja terakhir sebelumnya; 

- Penerima Pinjaman wajib membayar kembali seluruh 
jumlah pokok Pinjaman beserta dengan bunga yang 
wajib dan belum dibayar sehubungan dengan 
Pinjaman dan jumlah-jumlah lainnya yang belum 
dilunasi. 

Jaminan Tidak diatur 

Hukum Yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia 

Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

   

2.  Nama Perjanjian Akta Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 25 Juni 2008 yang 
dibuat dihadapan Dahlia, S.H, Notaris di Jakarta 
sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum Perjanjian 
Kredit No. 002/P-025/DL/BG Line/VIII/2022 – 26 tanggal 23 
Agustus 2022 (“Perjanjian”).  
 

Para Pihak - PT Bank Sinarmas Tbk (“Bank”);  
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No. Perihal Uraian 

- Perseroan (“Debitur”); 
- PT Gratamulia Pratama (“Penjamin”) 

(secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara 
bersama-sama disebut “Para Pihak”). 
 

Jenis & Tujuan Fasilitas Jenis dari fasilitas adalah Demand Loan (Revolving – 
Uncommited) dan Bank Garansi Line (Revolving). 
 

Nilai Fasilitas & Bunga Jumlah setinggi-tingginya Rp146.000.000.000 (seratus 
empat puluh enam miliar Rupiah); 
- Demand Loan (Uncommited – Revolving) sebesar 

Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah); 
dan 

- Bank Garansi Line (Uncommited – Revolving) sebesar 
Rp71.000.000.000 (tujuh puluh satu miliar Rupiah). 
Selanjutnya disebut (“Fasilitas Kredit”) 

Jangka Waktu  
 
 

Atas fasilitas kredit Demand Loan dan Bank Garansi 
diperpanjang dari 25 Juni 2022 sampai dengan  
25 Juni 2023. 
 

Kewajiban Debitur Selama fasilitas terutang, Debitur wajib untuk memberikan 
informasi termasuk tidak terbatas pada: 
- Menyerahkan laporan piutang usaha beserta aging 

schedule setiap 1 (satu) bulan sekali yang 
ditandatangani pejabat Debitur berwenang diatas kop 
surat dan meterai serta distempel cap perusahaan, 
berupa: 
(a) Piutang usaha yang diagunkan di Bank; 
(b) Piutang usaha yang diagunkan selain di Bank; 

dan 
(c) Piutang usaha secara keseluruhan. 

- Wajib menyerahkan laporan keuangan in house setiap 
kuartal paling lambat 1 bulan sejak akhir periode 
laporan; 

- Wajib menyerahkan laporan keuangan audited 
maksimal 6 bulan semenjak tanggal laporan; 

- Wajib menyerahkan mutasi rekening koran aktif setiap 
kuartal paling lambat pada akhir bulan berikutnya: 

- Menyerahkan laporan keuangan audited untuk 
masing-masing grup usaha Victoria yang 
menggunakan fasilitas Bank Garansi Line Debitur; 

- Menyerahkan perpanjangan atau perubahan atas 
dokumen legal perisahaan yang terbaru apabila 
dokumen tersebut telah jatuh tempo/terdapat 
perubahan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak jatuh 
tempo/perubahan; 

- Menyerahkan SPT tahunan a.n PT Gratamulia 
Pratama paling lambat 2 bulan sejak akhir periode 
laporan; 

- Menyerahkan laporan keuangana udited dan lpaoan 
keuangan in house tahunan paling lambat 6 bilan 
sejak akhir periode laporan a.n PT Gratamulia 
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No. Perihal Uraian 

Pratama; 
- Memberitahukan pihak Bank apabila ada pergantian 

alamat korespondensi dan pergantian nomor telepon; 
- Memberitahukan setiap adanya perubahan yang dapat 

mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi 
kewajiban kepada Bank; 

- Menginformasikan Bank apabila terdapat perubahan 
anggaran dasar, susunan pemegang saham serta 
menyerahkan fotokopi akta perubahan Debitur berikut 
dengan pelaporan dan/atau pengesahan dari 
Keemenkumham kepada Bank; dan 

- Menginformasikan secara tertulis dengan segera 
kepada Bank mengenai hal-hal berikut: 
(a) Perkara perdata yang melibatkan Debitir; 
(b) Perkara yang terjadi antara Debitur dan Instansi 

Pemerintah; dan 
(c) Suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian 

yang dengan lewatnya waktu atau 
pemberitahuan atau kedua-duanya yang 
menjadikan kelalaian. 

Larangan/Batasan Berdasarkan Addendum No. 010/P-012/DL/V/2013-7 
tanggal 15 Mei 2013, Tidak terdapat pembatasan 
sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Efek 
dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka 
dengan PMHMETD I dan dapat mempengaruhi operasional, 
kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif 
material. 
 

Pemberitahuan 
Selama fasilitas terutang, Debitur wajib untuk memberikan 

informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

- Menyerahkan laporan piutang usaha beserta aging 
schedule setiap 1 (satu) bulan sekali yang 
ditandatangani perjabat Debitur berwenang diatas kop 
surat dan meterai serta distempel cap perusahaan, 
berupa: 
a. Piutang usaha yang diagunkan di BANK. 
b. Piutang usaha yang diagunkan selain di BANK. 
c. Piutang usaha secara keseluruhan. 

- Wajib menyerahkan laporan keuangan in house setiap 
kuartal paling lambat 1 (satu) bulan sejak akhir periode 
laporan. 

- Wajib menyerahkan laporan keuangan Audited maksimal 
6 (enam) bulan sejak tanggal laporan. 

- Wajib menyerahkan mutasi rekening koran aktif setiap 
kuartal paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 

- Menyerahkan laporan keuangan audited untuk masing-
masing group usaha Victoria yang menggunakan 
fasilitas Bank Garansi Line DEBITUR. 

- Menyerahkan perpanjangan atau perubahan atas 
dokumen legal perusahaan yang terbaru apabila 
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No. Perihal Uraian 

dokumen tersebut telah jatuh tempo/terdapat perubahan 
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
tempo/perubahan. 

- Menyerahkan SPT tahunan a.n. PT Gratamulia Pratama 
paling lambat 2 (dua) bulan sejak akhir periode 
pelaporan. 

- Menyerahkan laporan keuangan Audited dan laporan 
keuangan in house tahunan paling lambat 6 (enam) 
bulan sejak akhir periode laporan a.n. PT Gratamulia 
Pratama.  

- Memberitahukan BANK apabila ada pergantian alamat 
korespondensi dan pergantian nomor telepon 

- Memberitahukan setiap adanya perubahan yang dapat 
mempengaruhi kemampuan DEBITUR dalam memenuhi 
kewajiban kepada BANK.  

- Menginformasikan BANK apabila terdapat perubahan 
anggaran dasar, susunan pengurus dan susunan 
pemegang saham serta menyerahkan fotokopi akta 
perubahan DEBITUR berikut dengan pelaporan dan/atau 
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia kepada BANK.  

- Menginformasikan secara tertulis dengan segera kepada 
BANK mengenai hal-hal berikut:  

a. Perkara perdata yang melibatkan DEBITUR.  
b. Perkara yang terjadi antara DEBITUR dan Instansi 

Pemerintah.  
c. Suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian yang 

dengan lewatnya atau pemberitahuan atau kedua-
duanya yang menjadikan kejadian kelalaian.  
-  

Jaminan - Piutang Usaha Debitur sebesar 125% dari 
oustanding kredit/ plafond berupa Piutang Nasabah 
Ketiga dan Reverse Repo; dan 

- Corporate Guarantee dari PT Gratamulia Pratama 
sebesar 100%. 

 

Hukum Yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia 

Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
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6. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 
 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian 
dengan pihak ketiha antara lain sebagai berikut:  
 

No. Nama Perjanjian dan  
Para Pihak 

Objek dan Nilai 
Perjanjian 

Jangka Waktu 
Perjanjian dan 
Perpanjangan 

Ketentuan Material 
dalam Perjanjian 

Perjanjian Sewa Menyewa 
 

1.  Nama Perjanjian  
Perjanjian Sewa Menyewa 
No. 022/LA/AKG-
VICO/III/2019, tanggal 18 
Maret 2019 (“Perjanjian”). 
 
Para Pihak 
- Perseroan; dan 
- PT Asri Kencana 

Gemilang (“AKG”), 

(secara sendiri-sendiri 
disebut “Pihak” dan secara 
bersama-sama disebut 
“Para Pihak”). 
 
 

Objek Perjanjian 
Ruang Sewa yang 
berlokasi di Gedung 
Graha BIP yang terletak 
di Jalan Jenderal Gatot 
Subroto Kav. 23, Jakara 
Selatan 12930. 
 
Nilai Perjanjian 
Uang Sewa perbulan 
permeter persegi: 
a. 18-Mar-2019 s/d 31-

Des-2019: 
Rp110.000 

b. 1-Jan-2020 s/d 31-
Des-2020: 
Rp125.000 

c. 1-Jan-2021 s/d 31-
Des-2021: 
Rp140.000 

d. 1-Jan-2022 s/d 31-
Des-2022: 
Rp155.000 

*Nilai Uang Sewa belum 
termasuk PPN. 
 
Biaya-biaya lainnya 
a. Service Charge: 

Rp85.000 (18-Mar-
2019 s/d 31-Des-
2020) 

b. Deposit untuk 
Telepon dan lain-lain: 
per line Rp3.750.000 
 

Jangka Waktu 
dan 
Perpanjangan 
46 (empat puluh 
enam) bulan sejak 
18 Maret 2019 
dan akan berakhir 
pada 31 
Desember 2022. 
 
Perseroan diberi 
kesempatan untuk 
memperpanjang 
dengan 
mengajukan 
permohonan 
tertulis kepada 
Pemilik paling 
lambat 30 (tiga 
puluh) hari 
sebelum 
berakhirnya 
Jangka Waktu 
Sewa untuk 
kemudian dapat 
disetujui/ditolak. 
 

Pembatasan  
Tidak terdapat 
pembatasan 
sehubungan dengan 
rencana Penawaran 
Umum Efek dalam 
rangka Penambahan 
Modal Perusahaan 
Terbuka dengan 
PMHMETD. 
 
Pengakhiran 
Dipercepat 
AKG berhak mengakhiri 
perjanjian dengan cara 
memberikan 
pemberitahuan tertulis 
kepada Perseroan dalam 
hal:  
a. Perseroan lalai 
dan/atau tidak menaati 
ketentuan dalam 
perjanjian;  
b. Usaha Penyewa tidak 
dilakukan atau 
bertentangan dengan 
peraturan perundang-
undangan; dan  
c. Perseroan dinyatakan 
pailit/dibubarkan 
berdasarkan ketetapan 
pengadilan. 
 
Pengalihan 
Perseroan tidak dapat 
mengalihkan Perjanjian 
ini kepada pihak mana 
pun kecuali dengan 
persetujuan tertulis 
terlebih dahulu dari AKG. 
 
Hukum yang Berlaku 
Hukum Negara Republik 
Indonesia 
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No. Nama Perjanjian dan  
Para Pihak 

Objek dan Nilai 
Perjanjian 

Jangka Waktu 
Perjanjian dan 
Perpanjangan 

Ketentuan Material 
dalam Perjanjian 

Penyelesaian Sengketa 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan 
 

2.  Nama Perjanjian  
Perjanjian Sewa Menyewa 
Tanah dan Bangunan, 
tanggal 20 Desember 2021 
(“Perjanjian”). 
 
Para Pihak 
- Perseroan; dan 
- PT Padi Unggul 

Indonesia (“PUI”), 

(secara sendiri-sendiri 
disebut “Pihak” dan secara 
bersama-sama disebut 
“Para Pihak”). 
 
 

Objek Perjanjian 
Tanah seluas 68 M2 
dengan bangunan 
diatasnya seluas 121 m2 
yang terletak di Jalan 
Biak Blok B No. 21, RT 
001/RW 006, Kelurahan 
Cideng, Kecamatan 
Gambir, Jakarta Pusat 
 
Nilai Perjanjian 

Rp50.000.000/tahun 

(lima puluh juta rupiah) 

*Note: belum termasuk 

pajak atas sewa tanah 

dan bangunan 

Jangka Waktu 

dan 

Perpanjangan 

1 (satu) tahun 
sejak 1 Januari 
2022 sampai 31 
Desember 2022. 
 
Perpanjangan 
dapat dilakukan 
sesuai dengan 
kesepakatan 
tertulis yang 
disampaikan 
paling lambat 90 
(Sembilan puluh) 
hari sebelum 
Perjanjian 
berakhir. 

Pembatasan  

Tidak terdapat 
pembatasan 
sehubungan dengan 
rencana Penawaran 
Umum Efek dalam 
rangka Penambahan 
Modal Perusahaan 
Terbuka dengan 
PMHMETD. 
 
Pengakhiran 
Dipercepat 
Tidak diatur 
 
Pengalihan 
Tidak diatur 
 
Hukum yang Berlaku 
Hukum Negara Republik 
Indonesia 
 
Penyelesaian Sengketa 
Tidak diatur 
 

Lain- lain    

3.  Nama Perjanjian  
Perjanjian Kontrak 
Berlangganan No. K.TEL 
02.0580/HK.810/DES-
PCS/2019, tanggal 20 
Februari 2019 
(“Perjanjian”). 
 
Para Pihak 
- Perseroan; dan 
- Telkom (diwakili oleh 

Putri Wulandari 
Mahavikri), 

(secara sendiri-sendiri 
disebut “Pihak” dan secara 
bersama-sama disebut 
“Para Pihak”). 
 

Objek Perjanjian 
Layanan berlangganan 
berupa instalasi SIP 
Trunk 50 Ext 50 CC 
 
Nilai Perjanjian 
1. Biaya Aktivasi: 

Rp5.500.000 
2. Biaya Abonemen: 

Rp3.075.000 

(belum termasuk PPN 
10%) yang dibayarkan 
per bulan. 
 

Jangka Waktu 
dan 
Perpanjangan 
Terhitung sejak 20 
Februari 2019 
sampai dengan 19 
Februari 2020. 
 
Perjanjian akan 
diperpanjang 
secara otomatis 
apabila Perseroan 
tidak 
menyampaikan 
pemberitahuan 
tertulis kepada 
Telkom sekurang-
kurangnya 30 
(tiga puluh) hari 
sebelum tanggal 

Pembatasan  
Tidak terdapat 
pembatasan 
sehubungan dengan 
rencana Penawaran 
Umum Efek dalam 
rangka Penambahan 
Modal Perusahaan 
Terbuka dengan 
PMHMETD I.  
 
Pengakhiran 
Dipercepat 
Tidak diatur 
 
Pengalihan 
Tidak diatur 
 
Hukum yang Berlaku 
Hukum Negara Republik 
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No. Nama Perjanjian dan  
Para Pihak 

Objek dan Nilai 
Perjanjian 

Jangka Waktu 
Perjanjian dan 
Perpanjangan 

Ketentuan Material 
dalam Perjanjian 

berakhirnya 
Perjanjian. 

Indonesia 
 
Penyelesaian Sengketa 
Tidak diatur 
 
 

4.  
Nama Perjanjian  

Perjanjian Berlangganan 
Jasa Internet CBN Premier 
No. 0080/CA/LGL-
CSO/GM/LOC/II/19 
tertanggal 27 Februari 2019 
sebagaimana diubah 
dengan (i) Amandemen 
Pertama Perjanjian 
Berlangganan Jasa Internet 
CBN Premier No. 
0055/CA/LGL-
CSO/GM/AMP/II/21 
tertanggal 11 Februari 2021 
dan (ii) Amandemen Kedua 
Perjanjian Berlangganan 
Jasa Internet CBN Premier 
No. 0060/CA/LGL-
CSO/GM/AMP/II/22 
tertanggal 14 Februari 2022 
(“Perjanjian”). 
 
Para Pihak 
- Perseroan; dan 
- PT Cyberindo Aditama 

(“CBN”), 
 

(secara sendiri-sendiri 
disebut “Pihak” dan secara 
bersama-sama disebut 
“Para Pihak”). 
 

Objek Perjanjian 

Layanan koneksi internet 
CBN Premier dengan 
infratruktur fiber optik 
yang disediakan oleh 
CBN. 
 
Nilai Perjanjian 
Biaya pendaftaran dan 
instalasi sebesar 
Rp2.000.000,00 (dua juta 
Rupiah) yang tidak 
termasuk biaya PPN 
10% 
 
Biaya berlangganan yang 
wajib dilunasi paling 
lambat tanggal 25 (dua 
puluh lima) bulan 
tersebut, terdiri atas: 
 
Layanan CBN Premier 
sebesar Rp.7.500.000,00 
per bulan (tujuh juta lima 
ratus ribu Rupiah) dan 
Layanan Manage Service 
sebesar Rp.2.750.000,00 
per bulan (dua juta tujuh 
ratus lima puluh ribu 
Rupiah) belum termasuk 
PPN 10%. 
 

Jangka Waktu 

dan 

Perpanjangan 

1 April 2022 
sampai dengan  
31 Maret  
 

Pengakhiran 

Dipercepat 

Perjanjian dapat diakhiri 
sebelum tanggal 
berakhirnya Perjanjian 
dimana Perseroan wajib 
terlebih dahulu 
memberikan 
pemberitahuan tertulis 
selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari kalender 
sebelum tanggal 
berakhirnya Perjanjian 
dan wajib membayar 
biaya berlangganan 
untuk sisa bulan berjalan 
sampai dengan akhir 
jangka waktu Perjanjian. 
 
 
Hukum yang Berlaku 
Hukum Negara Republik 
Indonesia 
 

Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi 

 

5.  
Nama Perjanjian  

Perjanjian Jasa Manajemen 
No. 004/VI/MF-VAI/IV/2017 
tertanggal 13 April 2017 
sebagaimana diperpanjang 
dengan Perjanjian Jasa 
Manajemen No: 005/VI/MF-
VLIFE/IV/2018 tanggal 13 
April 2018(“Perjanjian”). 
 

Objek Perjanjian 

Jasa manajemen atau 
konsultasi di bidang 
keuangan dan komersial 
sehubungan dengan 
kegiatan usaha VAI. 
 
Nilai Perjanjian 
Rp85.000.000,00 
(delapan puluh lima juta 

Jangka Waktu 

dan 

Perpanjangan 

13 April 2018 
sampai dengan 13 
April 2019 
 
Perjanjian ini 
diperpanjang 

Pembatasan  

Tidak terdapat 
pembatasan 
sehubungan dengan 
rencana Penawaran 
Umum Efek dalam 
rangka Penambahan 
Modal Perusahaan 
Terbuka dengan 
PMHMETD I.  
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No. Nama Perjanjian dan  
Para Pihak 

Objek dan Nilai 
Perjanjian 

Jangka Waktu 
Perjanjian dan 
Perpanjangan 

Ketentuan Material 
dalam Perjanjian 

 
 
Para Pihak 
- Perseroan; dan 
- PT Victoria Alife 

Indonesia (“VAI”), 

(secara sendiri-sendiri 

disebut “Pihak” dan secara 

bersama-sama disebut 

“Para Pihak”). 

 

Rupiah) per bulan  dengan sendirinya 
apabila Para 
Pihak tidak 
membuat 
permohonan 
secara tertulis 
untuk mengakhiri 
perjanjian ini 
setelah jangka 
waktu berakhir.  
 
 

 
 

Pengakhiran 

Dipercepat 

Dapat diakhiri oleh 
masing-masing Pihak 
dengan persetujuan 
tertulis dari Pihak 
lainnya. 
 
Pengalihan 
Tidak diatur 
 
Hukum yang Berlaku 
Hukum Negara Republik 
Indonesia 
 
Penyelesaian Sengketa 
Kantor Panitera 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat 
 

6.  
Nama Perjanjian  

Perjanjian Pengikatan Jual 
Beli Saham tertanggal 26 
September 2022 (“PPJB 
Saham BVIS”). 
 
Para Pihak 
- Perseroan (“VICO”); dan 
- PT Bank Victoria 

International Tbk. 
(“BVIC”), 

(secara sendiri-sendiri 

disebut “Pihak” dan secara 

bersama-sama disebut 

“Para Pihak”). 

 

 

Objek Perjanjian 

Penjualan 288.000.000 
(dua ratus delapan puluh 
delapan juta) saham 
dalam PT Bank Victoria 
Syariah milik BVIC 
kepada Perseroan 
 
Nilai Perjanjian 

Rp288.000.000.000,00 
(dua ratus delapan puluh 
delapan miliar Rupiah)  

Jangka Waktu 

dan 

Perpanjangan 

Tidak diatur 
 

 

Pembatasan  

Tidak terdapat 
pembatasan 
sehubungan dengan 
rencana Penawaran 
Umum Efek dalam 
rangka Penambahan 
Modal Perusahaan 
Terbuka dengan 
PMHMETD I.  
 
Pengakhiran 
Dipercepat 
Dapat diakhiri 
berdasarkan 
kesepakatan tertulis 
Para Pihak 
 
Pengalihan 
Masing-masing Pihak 
tidak dapat dan dilarang 
untuk mengalihkan 
dan/atau melakukan 
novasi atas setiap atau 
seluruh hak dan/atau  
kewajibannya 
berdasarkan PPJB 
Saham BVIS kepada 
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No. Nama Perjanjian dan  
Para Pihak 

Objek dan Nilai 
Perjanjian 

Jangka Waktu 
Perjanjian dan 
Perpanjangan 

Ketentuan Material 
dalam Perjanjian 

pihak manapun tanpa 
persetujuan tertulis 
sebelumnya dari Pihak 
lainnya. 
 
Hukum yang Berlaku 
Hukum Negara Republik 
Indonesia 
 
Penyelesaian Sengketa 
Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia  

 
Kondisi Prasyarat berdasarkan  PPJB Saham BVIS adalah sebagai berikut:   
 
i. VICO telah menempatkan dana sebesar Harga Pembelian di rekening milik VICO di BVIC selambat-lambatnya 

pada tanggal 26 September 2022, yang mana selanjutnya akan dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan 
dari Penyelesaian Transaksi, khususnya pemenuhan kewajiban VICO atas Harga Pembelian sebagaimana 
diatur dalam Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa penempatan dana tersebut tidak dapat ditarik kembali 
oleh VICO kecuali jika Perjanjian ini diakhiri. 

ii. VICO dan BVIC telah melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan Transaksi 
sebagaimana disyaratkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang 
Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dalam waktu selambat-
lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian. 

iii. BVIS telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan rancangan 
Transaksi. 

iv. BVIS telah mendapatkan pemberitahuan dari OJK Perbankan mengenai dapat dilanjutkannya proses 
pelaksanaan Pengambilalihan BVIS berdasarkan penelaahan yang dilakukan OJK Perbankan dan tidak 
terdapat komentar dan/atau revisi atas Rancangan Pengambilalihan yang dibuat bersama antara VICO dan 
BVIS. 

v. BVIS telah melakukan pengumuman melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran 
nasional dan Situs Web Bank yang memuat ringkasan dari rancangan Pengambilalihan dan informasi bahwa 
rancangan Pengambilalihan belum memperoleh persetujuan RUPS. 

vi. BVIS telah memperoleh persetujuan dari RUPS BVIS untuk menyetujui rencana Transaksi dalam bentuk dan 
isi yang disetujui oleh Para Pihak. 

vii. BVIS dan VICO telah memperoleh perijinan dari OJK Perbankan sehubungan dengan pembelian saham yang 
akan diambilalih (SYAD) dan Penyelesaian Transaksi yang mengakibatkan VICO menjadi Pengendali dari 
BVIS sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK 41/2019. 

viii. BVIC dan BVIS telah mencantumkan di dalam Rencana Bisnis Bank mereka masing-masing sehubungan 
dengan rencana Penyelesaian Transaksi yang diatur di dalam Perjanjian ini, yaitu antara lain mencakup 
rencana BVIC dalam mengurangi kepemilikan sahamnya di BVIS sebagai akibat dari Penyelesaian Transaksi, 
sedangkan BVIS akan mengalami perubahan di dalam struktur pemegang sahamnya dalam hal terjadinya 
Penyelesaian Transaksi. 

ix. VICO telah mendapatkan persetujuan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK Perbankan 
untuk menjadi Pengendali di Perseroan. 

x. Tidak ada Dampak Merugikan Material yang telah terjadi pada atau sebelum Tanggal Penyelesaian Transaksi. 
xi. Bahwa rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan 
(“POJK 42/2020”), oleh karena itu Para Pihak wajib untuk tunduk pada persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam POJK 42/2020 sebelum dilakukannya rencana Transaksi, yaitu antara lain Para Pihak wajib: (i) 
menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi dan/atau kewajaran Transaksi, (ii) 
mengumumkan keterbukaan informasi atas kepada masyarakat atas Transaksi, dan (iii) menyampaikan 
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keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan waktu 
yang dipersyaratkan dalam POJK 42/2020. 

xii. Bahwa pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh BVIC dan VICO sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 
3 Perjanjian ini benar dan tidak menyesatkan 

 
7. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN 
 

7.1 Dewan Komisaris dan Direksi 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 28 Agustus 2020, dibuat di hadapan 
Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham 
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0386716 tanggal 15 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. 
AHU-0153876.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 September 2020 (“Akta No. 79/2020”), yaitu sebagai 
berikut: 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama   : Untung Woenardi 
Komisaris Independen  : Eko Rachmansyah Gindo 
 
Direksi 
Direktur Utama   : Aldo Jusuf Tjahaja 
Direktur     : Peter Rulan Isman 

 
Berikut merupakan keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi: 
 

Dewan Komisaris 
 Untung Woenardi 

Komisaris Utama 
 
Warga Negara Indonesia, 64 tahun. 
 
Menyelesaikan pendidikan Diploma Business Studies dari Ngee Ann 
College, Singapura pada tahun 1980 dan menyelesaikan Magister of 
Business Administration in Banking dari Golden Gate University, Amerika 
pada tahun 1987. 
 
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2016 sampai 
saat ini. 
 
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, jabatan lainnya 
termasuk diantaranya: 
 

2017 – sekarang  : PT Victoria Investama Tbk, sebagai 
Komisaris Utama 

2016 – sekarang  : PT Arkon sebagai Wakil Direktur Utama 
2008 – 2014  : PT Gema Rahmi Persada sebagai 

Direktur 
1997 – 2005  : PT Bank Victoria International Tbk 

sebagai Direktur Utama 
1989 – 1997  : PT Bank Ekonomi Raharja sebagai Wakil 

Direktur Utama 
1981 – 1988  : PT Bank Surya Indonesia sebagai 

Direktur 
 
Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta No. 183 
tanggal 20 Januari 2017. 
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 Eko Rachmansyah Gindo 
Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia, 52 tahun. 
 
Menyelesaikan pendidikan S1 Gas and Petrochemical Technology dari 
Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan menyelesaikan pendidikan S1 
Engineering dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995 
 
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, jabatan 
lainnya termasuk diantaranya: 
 

2018 – 2020 : PT Bank Bukopin Tbk, sebagai Direktur 
Utama 

2015 – 2018 : PT Bank Bukopin Tbk sebagai Direktur 
Keuangan 

2012 – 2015  : PT Bank Victoria International Tbk 
sebagai Direktur Utama 

2011 – 2012 : PT Bank Victoria International Tbk 
sebagai Komisaris Utama 

1996 – 2012  : PT Bank Victoria Syariah sebagai 
Komisaris 

2007 – 2011  : PT Nusantara Infrastruktur Tbk sebagai 
Direktur Operasional 

2000 – 2005  : PT Bank Danamon Tbk sebagai Vice 
President SME Business Head, Beliau 
berpengalaman di berbagai posisi di 
Schlumberger-Anadrill, PT Bank Niaga 
Tbk, Badan Penyehatan Perbankan 

 
Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta No. 79 
tanggal 28 Agustus 2020. 
 

Direksi 
 Aldo Jusuf Tjahaja 

Direktur Utama 
 
Warga Negara Indonesia, 49 tahun. 
 
Menyelesaikan pendidikan S1 Science dari University of Oregon, Amerika 
pada tahun 1995, menyelesaikan S2 Management dari Binus Business 
School, Jakarta pada tahun 2013. 
 
Memiliki izin profesional sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI), Broker 
Bursa Berjangka (BBJ) dan Sertifikasi JATS (Jakarta Automated Trading 
System). 
 
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2009 sampai 
saat ini. 
 
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, jabatan lainnya 
termasuk diantaranya: 
 

2009 – sekarang : PT Victoria Investama Tbk sebagai 
Direktur Utama 

2012 – sekarang : PT Victoria Sekuritas Indonesia sebagai 
Komisaris Utama 

2003 – 2009  : PT Ekokapital Sekuritas sebagai Direktur 
Asset Manajemen 

1999 – 2003 : PT Henan Putihrai Sekuritas sebagai Vice 
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President 
1997 – 1999 : PT Ciptamahardika Sekuritas sebagai 

Wakil Direktur Utama 
1996 – 1997 : PT Sasson Securities Indonesia sebagai 

Equity Sales 
1995 – 1996  : PT Bank Aspac sebagai Analis Kredit 

 
Beliau diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan keputusan RUPS 
Tahunan PT Victoria Investama Tbk, Tahun Buku 2020 sesuai Akta 
Notaris Nomor 200/2014. 
 

 

Peter Rulan Isman 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia, 51 tahun. 
 
Menyelesaikan pendidikan S1 Business and Management dari Boston 
University di Massachussetts, Amerika pada tahun 1993. 
 
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini. 
 
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, jabatan lainnya 
termasuk diantaranya: 
 

2020 – sekarang : PT Victoria Investama Tbk sebagai 
Direktur 

2013 – 2020 : PT Victoria Investama Tbk sebagai 
Komisaris Independen 

2013 – 2014 : PT Cakrawala Sejaktera Sejati sebagai 
Direktur Utama 

2005 – 2012 : PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 
sebagai Direktur Utama 

2003 – 2005 : PT Victoria Sekuritas sebagai Direktur 
Utama 

1999 – 2003 : PT Victoria Kapitalindo International 
sebagai Direktur Utama 

1998 – 1999 : PT Redialindo Mandiri sebagai Direktus 
 
Beliau diangkat sebagai Direktur berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 
PT Victoria Investama Tbk, Tahun Buku 2020 sesuai Akta Notaris  
No. 15/2020. 

 

Pada saat Prospektus diterbitkan, tidak terdapat pihak lain yang diangkat menjadi anggota Dewan 
Komisaris dan Direksi Perseroan yang mengakibatkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
Perseroan sebagaimana telah diungkapkan diatas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan, dan 
Perseroan tidak pernah melanggar dan/atau memperoleh gugatan, tuntutan ataupun teguran, baik lisan 
maupun tertulis, dari pihak berwenang, pihak kreditur Perseroan dan/atau pihak ketiga lainya sehubungan 
dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 
 
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diuraikan diatas telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia serta memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014. 
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Pernyataan Perseroan, tidak terdapat hubungan 
kekeluargaan dan/atau kekerabatan di antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 
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Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 
 
Dewan Komisaris telah menyusun Pedoman atau Piagam (Charter), sesuai Pedoman Dewan Komisaris 
dan Anggaran Dasar Perseroan. Maka itu, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, beserta 
wewenangnya diuraikan sebagai berikut: 
 

a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberikan 
persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun 
buku yang akan datang. 

b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham.  

c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Perseroan dan keputusan RUPS.  

d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani 
laporan tahunan tersebut.  

e. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-
prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas,  pertanggungjawaban, 
serta kewajaran. 

 

Wewenang Dewan Komisaris adalah: 
 

1. Sepanjang jam kerja kantor Perseroan, Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan halaman 
atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan, dan berhak memeriksa semua 
pembukuan, surat, persediaan barang dan alat bukti lainnya, serta memeriksa dan melakukan 
crosscheck keadaan uang kas, surat berharga dan lain-lain untuk keperluan verifikasi; 

2. Dewan Komisaris berhak mengetahui seluruh tindakan yang dijalankan oleh Direksi. Dengan demikian, 
setiap anggota Direksi wajib memberikan informasi yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris atau 
tenaga ahli yang membantunya. 
 

Komposisi Dewan Komisaris per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut: 
 

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan 

Untung Woenardi Komisaris Utama Akta No. 183 tanggal 20 Januari 2017 

Eko Rachmansyah Gindo Komisaris Independen Akta No. 79 tanggal 28 Agustus 2020 

 
Sesuai POJK No. 33 tahun 2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat internal Dewan Komisaris 
paling kurang sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta menghadiri rapat dengan Direksi 1 (satu) 
kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris juga dapat menetapkan keputusan yang sah tanpa 
mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu 
secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani 
persetujuan tersebut. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris melaksanakan rapat internal 6 (enam) kali 
dan rapat dengan Direksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan daftar dan persentasi tingkat kehadiran sebagai 
berikut: 
 

Nama Jabatan Jumlah Rapat Kehadiran Persentase 

Untung Woenardi Komisaris Utama 6 6 100% 

Eko Rachmansyah Gindo Komisaris Independen 6 6 100% 

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 
 

a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa 
berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; 

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; 



 

- 91 - 
 

c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan 
kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya 
tahun buku yang akan datang. 

 

Wewenang Direksi adalah: 
 

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang - 
Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan 
Komisaris dari waktu ke waktu;  

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;  
c. Menjual atau dengan cara lain melepaskan penyertaan pada anak-anak perusahaan atau menjaminkan 

harta kekayaan Perseroan;  
d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin. 
 

Komposisi Direksi per 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut: 
 

Nama Jabatan Dasar Pengangkatan 

Aldo Jusuf Tjahaja Direktur Utama Akta No. 79 tanggal 28 Agustus 2020 

Peter Rulan Isman Direktur Akta No. 79 tanggal 28 Agustus 2020 
 

Direksi mengadakan rapat untuk membahas persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan 
dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Rapat tersebut wajib diadakan 1 (satu) kali dalam setiap bulan. 
 
Direksi juga wajib menghadiri rapat dengan Dewan Komisaris yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali 
dalam 4 (empat) bulan. Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan untuk membahas 
hal-hal penting terkait kinerja operasional maupun nansial Perseroan dan Entitas Anak. 
 
Dalam rapat gabungan ini, Dewan Komisaris dapat memberikan masukan dan saran terkait proposal-
proposal dan rencana-rencana yang diajukan atau akan dilaksanakan oleh Direksi. Sepanjang tahun 2022, 
Direksi melaksanakan rapat internal 12 (dua belas) kali dan rapat dengan Dewan Komisaris 3 (tiga) kali 
dengan daftar persentase tingkat kehadiran sebagai berikut: 
 

Nama Jabatan 

Rapat Internal 

Rapat Gabungan Dengan Dewan 

Komisaris 

Jumlah 

Rapat 
Kehadiran Persentase 

Jumlah 

Rapat 
Kehadiran 

Persentase 

Aldo Jusuf 

Tjahaja 
Direktur Utama 12 12 100% 12 12 100% 

Peter Rulan 

Isman 
Direktur 12 12 100% 12 12 100% 

 

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris 
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Pengangkatan Pejabat Sekretaris 
Perusahaan (Corporate Secretary) tertanggal 29 Juni 2022, Perseroan telah mengangkat Ibu Prycilia Maria 
Leonardo sebagai Sekretaris Perusahaan. 

 
Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di Gedung Graha BIP Lt. 3A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, 
Jakarta Selatan 12930. Telepon (021) 5099 2950, Email : corsec@victoriainvestama.co.id.   

 
Tugas dan tanggung jawab Corporate Secretary diuraikan sebagai berikut: 

 

mailto:corsec@victoriainvestama.co.id
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1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar 
modal; 

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan 
peraturan perundang-undangan di pasar modal; 

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi : 
keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web 
Perseroan, penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi 
RUPS, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan pelaksanaan 
program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; 

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

 

Berikut riwayat hidup Sekretaris Perusahaan: 
 
Prycilia Maria Leonardo. Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 20 April 1977, 45 tahun. Sebelum 
bergabung dengan Perseroan, beliau bekerja di PT Berlian Laju Tanker Tbk sejak tahun 2000 sampai 
dengan 2004 sebagai Admin Ship Management Division dan Accounting Disbursement. PT Wiragung 
Industrial (Mertju Buana Group) sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 sebagai Payroll & Finance 
Operation, PT Elegant Textile Industry (Aditya Birla Group) sejak tahun 2007 sampai dengan 2010 sebagai 
Payment & Comission, PT Bank Victoria International Tbk sejak tahun 2010 sampai dengan 2021 sebagai 
Payment di Finance & Accounting Division, serta memperoleh sertifikasi management risiko. Memperoleh 
gelar S1 Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2000, dan S2 Manajemen dari Unversitas Trisakti 
pada tahun 2006. 

 
Sekretaris Perusahaan Perseroan telah mengikuti program pengembangan dalam bentuk pelatihan, 
seminar, workshop, serta kegiatan lain dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan menunjang 
pelaksanaan tugas di Perseroan. 

 

Komite di bawah Dewan Komisaris 
 
Komite Audit 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan 
dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, serta berpedoman pada Piagam Komite Audit tertanggal  
24 Desember 2013. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan  
No. 004/VI/SPDK/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut: 
 
Ketua : Eko Rachmansyah Gindo 
 
Keterangan mengenai Eko Rachmansyah Gindo dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan 
Pengawasan Perseroan. 
 
Anggota : Alfia Oktaviani, S.AP 
 
Warga Negara Indonesia, Lahir di Pamekasan, 28 Oktober 1994, 28 tahun. Sebelum bergabung dengan 
Perseroan, beliau bekerja di PT Grahacitra Aditama sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagai Staff 
Finance & Accounting, PT Catur Patria Teknikatama sejak tahun 2016 sampai dengan 2017 sebagai Staff 
Accounting & Tax, PT Mitra Tama Sejati sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai Staff 
Accounting & Tax. Memperoleh gelar D3 Komputerisasi Akuntansi di LP3l pada tahun 2015, dan 
Memperoleh gelar S1 Perpajakan di Fakultas Administrasi Publik STIAMI Jakarta pada tahun 2018. 
Anggota : Yolanda Andika,S.E. 
 
Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 2 Januari 1997, 25 tahun. Sebelum bergabung dengan 
Perseroan, beliau bekerja di Ekabi sampai dengan tahun 2016 sebagai Staff Marketing, PT Mitra Tama 
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Sejari sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai Staff Accounting & Tax. Memperoleh gelar S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Yarsi, Jakarta. 

 
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 
 

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan 
keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya; 

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang 
pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan 
perusahaan; 

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksanaan oleh auditor internal; 
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen 

risiko oleh Direksi; 
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan 

Emiten atau Perusahaan Publik; 
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan. 
 

Komite Nominasi dan Remunerasi 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi 
dan Remunerasi dan berpedoman pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tertanggal 25 Februari 
2017. Dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris di luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan  
No. 006/VI/SPDK/XI/2020, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut: 
 
Ketua : Eko Rachmansyah Gindo (Komisaris Independen) 
 
Keterangan mengenai Eko Rachmansyah Gindo dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan 
Pengawasan Perseroan. 
 
Anggota : Untung Woenardi 
 
Keterangan mengenai Untung Woenardi dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan 
Pengawasan Perseroan. 
 
Anggota : Neneng Khairunnisa 
 
Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 1 Juli 1990, 30 tahun. Sebelum bergabung dengan Perseroan, 
beliau bekerja di PT Lingkar Mitra Supplier sejak tahun 2008 sampai dengan 2010 sebagai Staff 
Administrasi,  
PT P-CraneTech sampai dengan tahun 2010 sebagai Staff Administrasi Umum, Data Trustindo sejak 2011 
sampai dengan 2020 sebagai Staff Accounting. Menyelesaikan studi di Akademi BIS pada tahun 2011. 
 
Tugas dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi 
 
1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; 
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan 

Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat 

eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau 

penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan 
kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 

5. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan 
Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; 

6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; 
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7. Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan 
kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya: 
a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan 

yang berlaku; 
b. Prestasi kerja individual; dan 
c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan. 

 

Komite Investasi 
 
Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan 
No.020/VI/SPDK/X/2019 tanggal 13 Oktober 2019, dengan komposisi per 31 Juli 2022 adalah sebagai 
berikut: 
 
Ketua : Untung Woenardi 
 
Keterangan mengenai Untung Woenardi dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan 
Pengawasan Perseroan. 
 
Anggota : Eko Rachmansyah Gindo 
 
Keterangan mengenai Eko Rachmansyah Gindo dapat dilihat pada Prospektus bagian Pengurusan dan 
Pengawasan Perseroan. 
 
Tugas dan Wewenang Komite Investasi 
 

1. Menelaah efektivitas investasi yang telah ditetapkan bagi kegiatan investasi Perseroan dan Entitas 
Anak Perseroan; 

2. Menelaah dan mengkaji secara periodik pelaksanaan investasi yang telah dilaksanakan oleh 
Perseroan dan Entitas Anak Perseroan, yang meliputi kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan 
investasi yang telah ditetapkan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan terkait, termasuk tingkat risiko 
dari setiap investasi; 

3. Menyediakan bahan rujukan dan informasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pengelolaan 
investasi; 

4. Menelaah risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan rencana investasi yang akan dilakukan oleh 
Perseroan dan Entitas Anak Perseroan; 

5. Melaporkan hasil-hasil kerja Komite Investasi kepada Dewan Komisaris secara periodikal; dan 
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris dalam hal pengawasan atas investasi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan. 
 

Unit Audit Internal 
 
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 dan 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 231/VI/DIR-CORSEC/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, Direktur 
Utama Perseroan menunjuk Yolanda Andika, S.E, sebagai Ketua Unit Audit Internal. 
 
Keterangan mengenai Yolanda Andika telah dijelaskan pada Prospektus bagian Komite Audit. 

 
Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal 
 
1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan; 
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan Sistem Manajemen Risiko sesuai 

dengan kebijakan Perseroan; 
3. Efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi 

informasi dan kegiatan lainnya; 



 

- 95 - 
 

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua 
tingkat manajemen; 

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan 
Komisaris; 

6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; 
7. Bekerjasama dengan Komite Audit; 
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intenal yang dilakukannya; dan 
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 

 

8. SUMBER DAYA MANUSIA 
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki total karyawan tetap sejumlah 7 orang dengan 
perincian sebagai berikut: 
 
Tabel Komposisi Pegawai Menurut Usia 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

30 tahun 0 1 0 
31 – 40 tahun 1 1 2 
41 – 49 tahun 3 7 7 
Diatas 51 tahun 3 0 0 

Total  7 9 9 

 
Tabel Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan  
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

< SLTA 0 0 0 
Diploma 0 0 0 
S1 3 5 5 
> S2 keatas 4 4 4 

Total  7 9 9 

 
Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kerja 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Karyawan Tetap 7 9 9 
Karyawan Kontrak 0 0 0 

Total  7 9 9 

 
Tabel Komposisi Pegawai Menurut Level Jabatan 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Manajemen  4 4 4 
Pelaksana 3 5 5 

Total  7 9 9 
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Tabel Komposisi Pegawai Menurut Lokasi 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Jakarta 7 9 9 
Luar Jakarta 0 0 0 

Total 7 9 9 

 
9. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 
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10. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENYERTAAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN, 
PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI 

 

Hubungan kepemilikan, penyertaan, pengurusan, dan pengawasan Perseroan, pemegang saham berbentuk 
badan hukum dan Entitas Anak pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

 

 
 

 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah PT Gratamulia Pratama.  

 
Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pemilik Manfaat (Ultimate Beneficial Owner) (UBO) Perseroan 
adalah Suzanna Tanojo. 
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HUBUNGAN AFILIASI 
 

 PERSEROAN VINS VMI VSI BVIC VLIFE GP PRI RWT AJT CE ST UW 

PERSEROAN  1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - 

VINS 1  2 2 2 2 - - - 1 - - - 

VMI 1 2  2 2 2 - - - - - - - 

VSI 1 2 2  2 2 - - - - - - - 

BVIC 1 2 2 2  2 - - - - - - - 

VLIFE 1 2 2 2 -  - - - - - - - 

GP 1 - - - - -  - - - - - - 

PRI - - - - - - -  - - - - - 

RWT - - - - - - - -  - - - - 

AJT - 1 - - - - - - -  - - - 

CE - - - - - - - - - -  - - 

ST 1 - - - - - - - - - -  - 

UW - - - - - - - - - - - -  
 
Keterangan 

VINS : PT Victoria Insurance Tbk 
VMI : PT Victoria Manajemen Investasi 
VSI : PT Victoria Sekuritas Indonesia 
BVIC : PT Bank Victoria International Tbk 
VLIFE : PT Victoria Alife Indonesia 
GP : PT Gratamulia Pratama 
 

1 : Hubungan Kepemilikan Saham 
2 : Hubungan sesama Entitas Anak 

PRI : Peter Rulan Isman 
RWT : Rebeca Wahjutirto Tanojo 
AJT : Aldo Jusuf Tjahaja 
CE : Cendrasuri Ependy 
ST : Suzanna Tanojo 
UW : Untung Woenardi 

 
11. TABEL HUBUNGAN KEKELUARGA DI ANTARA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 

DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN 
 

Nama Jabatan 

Hubungan 
Kekeluargaan 

Dewan  
Komisaris 

Hubungan 
Kekeluargaan 

Direksi  

Hubungan 
Kekeluargaan 

Pemegang  
Saham 

Pengendali 

Hubungan 
Kepengurusan 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Untung Woenardi Komisaris Utama  x  x  x  x 

Eko R Gindo 
Komisaris 
Independen 

 x  x  x  x 

Aldo Jusuf Tjahaja Direktur Utama  x  x  x x  

Peter Rulan 
Isman 

Direktur  x  x  x  x 
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12. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM  
(DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 20%) 
 

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan 
hukum perseroan terbatas dengan kepemilikan di atas 20% (dua puluh persen) atau lebih adalah  
PT Gratamulia Pratama (“GMP”) memegang/memiliki 5.781.500.000 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh 
satu juta lima ratus ribu) saham saham yang merupakan 57,44% (lima puluh tujuh koma empat empat 
persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. 
 
Keterangan singkat mengenai pemegang saham utama Perseroan secara tidak langsung dan secara 
langsung adalah sebagai berikut: 
 
Riwayat Singkat 
 
GMP, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 112 tanggal 23 November 1992 yang kemudian 
diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 121 tanggal 30 Agustus 1994, keduanya dibuat di 
hadapan Anthony Djoenardi, S.H., Notaris di Jakarta, yang kedua aktanya telah memperoleh pengesahan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. 02-15.242HT.01.01.Th.94 
tanggal 10 Oktober 1994 dan diumumkan dalam Tambahan No. 8924, Berita Negara Republik Indonesia 
No. 67 tanggal 23 Agustus 2005. 
 
Maksud dan Tujuan 
 
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GMP adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran 
Dasar GMP yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 3 September 2020, 
dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham 
dengan Surat Keputusan No. AHU-0062786.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 dan tercatat 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151851.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11 September 2020, yaitu 
sebagai berikut:  

 
(1) Maksud dan Tujuan GMP ialah berusaha dalam bidang Perdagangan; Aktivitas Profesional, Ilmiah 

dan Teknis; Konstruksi; Real Estat; Perindustrian; Pengangkutan dan Pergudangan.  
 
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, GMP dapat melaksanakan kegiatan usaha 

antara lain sebagai berikut: 
 

1. Perdagangan besar mesin kantor dan industry, suku cadang dan perlengkapan, kelompok ini 
mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta 
perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, 
macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan 
mesin untuk industry keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot 
produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa 
lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut 
yang dikendalikan komputer. Perdagangan lokal, antar pulau, ekspor dan impor, sebagai 
grosir, commission house, supplier, leveransir dan distributor (46591); 

2. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, kelompok ini mencakup usaha 
perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam 
kelompok 46591 s.d. 46594, seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta 
instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk 
berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan 
pengukuran (46599); 

3. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, subgolongan ini mencakup 
perdagangan besar peralatan dan mesin kantor, kecuali komputer dan perlengkapannya, 
perdagangan besar furnitur kantor, perdagangan besar peralatan transportasi kecuali mobil, 
sepeda motor dan sepeda, perdagangan besar robot-robot produksi, kabel dan sakelar serta 
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instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perdagangan besar material listrik lainnya 
seperti motor listrik, trafo, perdagangan besar perkakas mesin untuk berbagai jenis dan 
berbagai bahan, perdagangan besar mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, 
perdagangan besar dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar peralatan mesin yang 
dikendalikan komputer, perdagangan besar mesin yang dikendalikan komputer untuk industri 
tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan computer, perdagangan besar peralatan 
dan perlengkapan pengukuran (4659); 

4. Perdagangan besar suku cadang elektronik dan peralatan telekomunikasi dan bagian-
bagiannya, subgolongan ini mencakup perdagangan besar katub dan tabung elektronik, 
peralatan semi konduktor, mikrocip IC, PCB, disket, pita audio, pita video kosong, CD dan DVD 
kosong, perdagangan perlengkapan telepon dan komunikasi (4652); 

5. Perdagangan besar tekstil, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri 
tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen 
rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain (46411); 

6. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI, kelompok ini 
mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk 
sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan 
bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan 
bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas seperti gas butana 
dan propana, dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah 
dimurnikan (46610); 

7. Perdagangan besar logam dan bijih logam, kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar 
bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti 
bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan 
bukan besi setengah jadi ytdl dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam 
mulia lain (perak, platina) (46620); 

8. Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, kelompok ini mencakup usaha 
perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, 
minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa 
dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain (46691); 

9. Perdagangan atas balas jasa (fee) atau kontrak, kelompok ini mencakup usaha agen yang 
menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang 
memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. 
Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya 
yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan 
dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui 
internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang 
hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan 
industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas 
kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor 
dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga 
dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan (46100);  

10. Aktivitas konsultasi manajemen, golongan ini mencakup kegiatan penyediaan nasihat, petunjuk 
dan bantuan operasional untuk usaha dan organisasi lain pada berbagai persoalan 
manajemen, penyediaan jasa bisnis ini dapat mencakup nasihat, petunjuk dan bantuan 
operasional untuk usaha dan layanan masyarakat atau umum pada berbagai aspek 
manajemen dan operasional (702); 

11. Aktivitas konsultasi manajemen, subgolongan ini mencakup penyediaan bantuan nasihat, 
bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, 
seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan yang berkaitan dengan keuangan; 
tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; 
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat 
mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan 
masyarakat mengenai hubungan masyarakat (public relations) dan komunikasi masyarakat 
atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi 
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biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha 
dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, 
informasi manajemen dan lain-lain (7020); 

12. Aktivitas konsultasi dan perdagangan berjangka, kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi 
(penasihat) perdagangan berjangka yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual 
beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak 
derivatif lainnya dengan menerima imbalan (70204); 

13. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, 
bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, 
seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan 
dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; 
perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat 
mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi 
manajemen olah agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, 
rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur 
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan 
masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi 
manajemen dan lain-lain (70209); 

14. Konstruksi gedung, golongan ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan baik untuk hunian 
atau non hunian, atas biaya sendiri untuk dijual atau atas dasar balas jasa/kontrak (410); 

15. Konstruksi gedung, subgolongan ini mencakup kegiatan konstruksi bangunan hunian atau non 
hunian atas biaya sendiri untuk dijual atau atas dasar balas jasa/kontrak. Kegiatan konstruksi 
bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan. Jika hanya 
melakukan sebagian proses konstruksi saja, maka kegiatan tersebut diklasifikasikan dalam 
golongan pokok 43. Subgolongan ini mencakup, konstruksi semua jenis bangunan hunian, 
seperti rumah keluarga tunggal dan bangunan untuk banyak keluarga, termasuk bangunan 
bertingkat, konstruksi semua jenis bangunan non hunian, seperti bangunan untuk 
perindustrian, contohnya pabrik industri, bengkel kerja, pabrik perakitan; rumah sakit, sekolah, 
bangunan kantor; hotel, toko, mall, restoran; bangunan bandara; fasilitas olahraga di dalam 
ruangan; garasi parkir, termasuk parkir bawah tanah; gudang; bangunan tempat ibadah, 
perubahan model atau renovasi struktur bangunan yang sudah ada (4101);  

16. Konstruksi gedung tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium. 
Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat 
dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat tinggal 
(41011); 

17. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, subgolongan ini mencakup pembelian, penjualan, 
penyewaan, dan pengoperasian real estat milik sendiri atau sewa, seperti bangunan 
apartemen dan hunian, bangunan non hunian termasuk fasilitas penyimpanan/gudang, mall 
dan pusat perbelanjaan dan tanah, penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau 
tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, 
pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri, sebagai contoh untuk penyewaan ruang-
ruang di gedung tersebut, pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan 
lahan, pengoperasian kawasan untuk hunian untuk rumah yang dapat dipindah-pindah (6811);  

18. Real estat yang dimiliki sendiri, kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, 
persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti 
bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas 
penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat 
atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam 
bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk 
dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat 
menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk 
rumah yang bisa dipindah-pindah (68110); 

19. Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, golongan ini mencakup kegiatan 
penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan 
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dengan real estat, seperti jasa perantara, manajemen real estat atas dasar balas jasa atau 
kontrak, jasa penaksiran untuk real estat dan agen pihak ketiga real estat (682); 

20. Real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, subgolongan ini mencakup kegiatan 
penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan 
dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, 
penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat 
atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat, agen pemegang wasiat real 
estat (6820); 

21. Industri percetakan, subgolongan ini mencakup industri percetakan surat kabar, majalah dan 
periodik lainnya seperti tabloid, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog 
periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, perangko pos, perangko perpajakan, dokumen, 
cek dan kertas rahasia lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang cetakan 
komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil 
mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, 
huruf timbul, dan sebagainya termasuk alat cetak cepat (1811); 

22. Industri percetakan umum, kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, 
majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan 
brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak 
lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, 
kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, 
klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan 
sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media 
perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir 
sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, 
pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula 
mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya 
merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099 (18111); 

23. Aktivitas penunjang angkutan lainnya, subgolongan ini mencakup ekspedisi muatan atau 
pengangkutan barang, kegiatan mengatur atau mengorganisir pengoperasian angkutan 
dengan kereta api, darat, laut atau udara, pengaturan kiriman atau muatan baik kelompok atau 
perorangan (termasuk pengambilan dan pengiriman barang, dan pengelompokan kiriman), 
kegiatan logistik, yaitu perencanaan, perancangan dan jasa penunjang angkutan, pergudangan 
dan pendistribusian, penerbitan dan perolehan dokumen angkutan dan biaya kargo, kegiatan 
agen bea cukai, kegiatan agen ekspedisi pengiriman barang/kargo melalui laut dan udara – 
Perdagangan perantara (broker) kapal laut dan pesawat ruang angkasa, pelaksanaan 
penanganan barang, misalnya pengemasan sementara untuk tujuan utama melindungi barang 
selama transit, pembongkaran, pengambilan sampel, penimbangan barang (5229); 

24. Aktivitas penunjang angkutan lainnya ytdl, kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan/atau 
pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 
s.d. 52298, seperti jasa pengiriman dan/atau pengepakan benda berharga asal muatan kapal 
yang tenggelam dan benda budaya lainnya. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau 
kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa 
Pengepakan (52299); dan 

25. Angkutan multimoda, kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling 
sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen 
angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan 
multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima 
barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata 
memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga 
memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa 
pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan 
kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri (52295). 
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Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir 
 
Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan GMP adalah sebagaimana tercantum dalam 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 160 tanggal 22 Desember 2016, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, 
S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0034534 tanggal 26 Januari 2017 dan 
tercatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0011040.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 26 Januari 2017  
(“Akta 160/2016”) jo. Akta No. 39 tanggal 12 Juli 2011, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris 
di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Keputusan  
No. AHU-45843.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 20 September 2011 dan tercatat dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0075656.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 September 2011  (“Akta 39/2011”), yaitu sebagai 
berikut: 
 
Modal Dasar : Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 

400.000 (empat ratus ribu) saham, dengan nilai nominal 
Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); 

Modal Ditempatkan dan disetor : Rp296.730.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar tujuh 
ratus tiga puluh juta Rupiah), terbagi atas 296.730 (dua ratus 
sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh) saham. 

Keterangan 
Nilai Nominal per Saham Rp1.000.000,- 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Persentase 

(%) 

Modal Dasar 400.000 400.000.000.000  

Modal ditempatkan dan disetor penuh:    
Suzanna Tanojo 268.937 268.937.000.000 90,63 
Christine Tanoyo 27.793 27.793.000.000 9,37 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 296.730 296.730.000.000 100,00 

Jumlah saham dalam portepel 103.270 103.270.000.000  

 
Manajemen dan Pengawasan 
 
Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi GMP adalah sebagaimana 
tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 73 tanggal 28 Februari 2019, 
dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada 
Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan  
No. AHU-AH.01.03-0141346 tanggal 12 Maret 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah  
No. AHU-0040597.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 Maret 2019, yaitu sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris  
Komisaris  : Christine Tanoyo 
 
Direksi  
Direktur : Rebecca Wahjutirto Tanoyo 

 

Hubungan Pengawasan dan Pengurusan dalam Perseroan dan GMP 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hubungan pengawasan dan pengurusan antara 
Perseroan dengan GMP. 
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13. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK 
 
PT Bank Victoria International Tbk (“BVIC”) 
 
BVIC, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan 
tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. BVIC didirikan pertama 
kali dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Pendirian No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di 
hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh 
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan  
No. C2-4903.HT.01.01.TH.93 tanggal 19 Juni 1993 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta 
Utara pada tanggal 29 Juni 1993 di bawah No. 342/Leg/1993 dan diumumkan dalam Berita Negara 
Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2602. 
 
BVIC mengalami perubahan nama dari semula PT Bank Victoria menjadi PT Bank Victoria International 
berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993, yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan 
Pohan, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman 
berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.TH.93 tanggal 19 Juni 1993 serta telah didaftarkan di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993 dan diumumkan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2602. 
 
Selanjutnya, BVIC mengalami perubahan nama terakhir dari PT Bank Victoria International menjadi  
PT Bank Victoria International Tbk. berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB BVIC No. 44 tanggal 18 
Agustus 1998, dibuat di hadapan Adam Kasdarmadji, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah 
memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-
1206HT.01.04.Th.98 tanggal 25 Agustus 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 
No. 9 tanggal 1 Februari 2000, Tambahan No. 528.  
 
BVIC telah melakukan penyesuaian seluruh anggaran dasarnya dengan UUPT berdasarkan Akta 
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 112 tanggal 27 Juni 2008, dibuat di 
hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas 
perubahan terhadap seluruh ketentuan Anggaran Dasar BVIC untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT. Akta 
tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-76606.AH.01.02.Tahun 2008 
tanggal 22 Oktober 2008. Anggaran Dasar Terakhir BVIC adalah sebagaimana diuraikan di bawah. 

 

Bidang Usaha 
 
Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BVIC adalah 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar (“Anggaran Dasar”) BVIC yang tercantum dalam 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 10 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan  
No. AHU-0059070.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan didaftarkan dalam Daftar BVIC di 
bawah No. AHU-0162900.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022 (“Akta No. 6/2022”), yaitu 
sebagai berikut:  
 
(1) Maksud dan Tujuan BVIC ialah berusaha dalam bidang bank umum konvensional. 
 
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BVIC dapat melaksanakan kegiatan usaha 

sebagai berikut: 
 

A. Kegiatan Usaha: 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, 

sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu; 
b. Memberikan kredit; 
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 
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d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas 
perintah nasabahnya; 

i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa 
berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat 
dimaksud; 

ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak 
lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 

iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 
iv. Sertipikat Bank Indonesia (SBI); 
v. Obligasi; 
vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 
vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) 

tahun. 
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; 
f. Menempatkan dan pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank 

lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel 
unjuk, cek atau sarana lainnya; 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan berdasarkan suatu kontrak; 
h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat 

berharga yang tercatat di bursa efek; 
i. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 
j. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip 

Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 
k. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia; 
l. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang 

keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta 
Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia; 

n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang 
keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta 
Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan 
kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus 
menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia; dan 

p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. 

q. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada 
pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, 
yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi 
transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan 
instrument/akun pembayaran; layanan remintansi/transfer dana. 

r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan 
dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

B. Kegiatan Usaha Utama: 
 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, 

sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu. 
b. Memberikan kredit. 
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 
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d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan 
atas perintah nasabahnya: 
i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa 

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat 
dimaksud; 

ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak 
lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud; 

iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 
iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); 
v. Obligasi; 
vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 
vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; 
f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank 

lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel 
unjuk, cek atau sarana lainnya; 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan 
atau antar pihak ketiga; 

h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat 
berharga yang tercatat di bursa efek; 

i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Indonesia; 

j. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip 
Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

k. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyedia jasa pembayaran kepada 
pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, 
yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumbeer dana; menginisiasi 
transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan 
instrument/akun pembayaran; layanan remintasi/transfer dana. 

 
C. Kegiatan Usaha Penunjang, yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud 

pada butir A di atas adalah sebagai berikut: 
 
a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 
b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; 
c. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 
d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; 
e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang 

keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta 
Lembaga Kliring Penyelesaian dan Penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan 
kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus 
menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 
Bank Indonesia; 

g. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan 
dengan undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan dengan tetap 
memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
khususnya di bidang perbankan. 
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Pada saat Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BVIC telah sesuai dengan 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.  
 

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, BVIC tidak menjalankan kegiatan usaha, selain yang sesuai dengan 
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BVIC sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar BVIC 
dan sejak pendirian sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, BVIC tidak pernah menerima gugatan, teguran 
ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, kreditur BVIC dan/atau pihak 
ketiga lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh BVIC. 

 

Sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, BVIC berkantor Pusat di Jakarta dengan kantor 
beralamat di Gedung Graha BIP, Lantai 10. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, dan 
memiliki 39 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang, 24 Kantor Cabang 
Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, 
Semarang, Bali, Manado, Makasar dan Medan. 

 

Permodalan 
 

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per 
tanggal 30 September 2022, yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi 
Efek Perseroan di bawah No. LB-01/BVIC/102022 tertanggal 5 Oktober 2022, susunan pemegang saham 
Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan yang 
dikelolah oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut: 

(dalam Rupiah penuh) 

 Keterangan 
Nilai nominal Rp100,- per saham 

Jumlah saham Nominal (Rp) % 

Modal dasar 41.000.000.000 4.100.000.000.000  
Modal ditempatkan dan disetor penuh:    
1. PT Victoria Investama Tbk*) 5.413.496.081 541.349.608.100  41,51 
2. Suzanna Tanojo 1.733.077.970  173.307.797.000 13,29 
3. State Street Bank-DEG-Deutsche Inv Und EG MBH 780.394.335  78.039.433.500  5,98 
4. PT Nata Patindo 395.484.865  39.548.486.500  3,03 
5. Masyarakat*) 4.718.141.236 471.814.123.600 36,18 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 13.040.594.487 1.304.059.448.700 

100,00 Jumlah saham dalam portepel 27.959.405.513 2.795.940.551.300  
*) Jumlah saham tersebut termasuk saham yang tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku 1% dari 
modal yang ditempatkan dan disetor tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. 

 
Manajemen dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 44 tanggal 28 
Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah 
diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar No.  AHU-AH.01.09-0070671 tanggal 28 Oktober 2022 dan didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216800.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 , yaitu 
sebagai berikut: 

 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama Independen    : Zaenal Abidin 
Komisaris          : Gunawan Tenggarahardja  
Komisaris         :  Sia Leng Ho 

 

Direksi 
Direktur Utama       :  Achmad Friscantono 

Wakil Direktur Utama      :  Rusli 
Direktur         :  Debora Wahjutirto Tanoyo 
Direktur         :  Lembing  
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko  :  Tamunan 
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Ikhtisar Data Keuangan Penting  
 
Laporan Posisi Keuangan 

 (dalam ribuan Rupiah) 

 Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

JUMLAH ASET 24.931.852.065 24.947.143.045 26.221.407.472 
Jumlah Liabilitas 20.666.763.700 20.702.225.559 22.197.849.857 
Jumlah Dana Syirkah Temporer 1.016.457.529 1.230.492.312 1.379.182.361 
Jumlah Ekuitas  3.248.630.836 3.014.425.174 2.644.375.254 

JUMLAH LIABILITAS, DANA 
SYIRKAH TEMPORER DAN 
EKUITAS  24.931.852.065 24.947.143.045 26.221.407.472 

 
Laporan Laba Rugi 

  (dalam ribuan Rupiah) 

 Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2021 2020 

Jumlah Pendapatan 406.783.529 200.498.144 463.654.216 189.658.449 
Pendapatan Operasinal 179.936.446 308.335.261 454.233.369 492.667.851 
Biaya Operasional lainnya (413.122.437) (463.134.821) (1.004.872.594) (930.015.616) 
Beban Non Operasional 
(bersih) (52.243.325) (10.598.141) (63.883.139) (50.543.184) 
Beban/Manfaat Pajak (43.036.147) (2.373.026) 31.804.651 46.038.810 
Jumlah Laba Tahun Berjalan 78.318.066 32.727.416 (119.063.497) (252.193.690) 
Jumlah Rugi Komprehensif (16.557.088) (26.661.785) (186.479.141) (152.008.563) 

 
Analisis Keuangan 
 
Jumlah aset posisi tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021 
 
Total Aset pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp24.931.852.065 
ribu, mengalami penurunan sebesar Rp15.290.980 ribu atau sebesar 0,06% dibandingkan dengan total 
aset pada entitas anak periode 31 Desember 2021 sebesar Rp24.947.143.045 ribu. Hal tersebut 
disebabkan karena penurunan giro pada Bank Indonesia. 
 
Jumlah aset posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 
 
Total Aset pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp24.947.143.045 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp1.274.264.327 ribu atau sebesar 5,11% 
dibandingkan dengan total aset pada entitas anak periode 31 Desember 2020 sebesar Rp26.221.407.472 
ribu. Hal tersebut dikarenakan penurunan aset yang ditempatkan pada BI dan bank lain. 
 
Jumlah liabilitas posisi 31 Juli 2022 dibandingkan posisi 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar 
Rp20.666.763.700 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp35.461.859 ribu atau sebesar 0,17% 
dibandingkan dengan total liabilitas pada entitas anak periode 31 Desember 2021 sebesar 
Rp20.702.225.559 ribu. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan simpanan nasabah pihak berelasi dan 
pihak ketiga. 
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Jumlah liabilitas posisi 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 
 
Total liabilitas pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp20.702.225.559 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp1.495.624.298 ribu atau sebesar 7,22% 
dibandingkan dengan total liabilitas pada entitas anak periode 31 Desember 2020 sebesar 
Rp22.197.849.857 ribu. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan simpanan dari bank lain pihak ketiga. 
 
Jumlah dana syirkah temporer posisi 31 Juli 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021 
 
Total dana syirkah temporer pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar 
Rp1.016.457.529 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp214.034.783 ribu atau sebesar 21,06% apabila 
dibandingkan dengan total dana syirkah temporer pada Entitas Anak pada periode yang berakhir  
31 Desember 2021 sebesar Rp.1.230.492.312 ribu. Hal ini disebabkan karena penurunan simpanan 
nasabah pada pihak ketiga. 
 
Jumlah dana syirkah temporer posisi 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal  
31 Desember 2020 
 
Total dana syirkah temporer pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah 
sebesar Rp1.230.492.312 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp148.690.049 ribu atau sebesar 12,08% 
apabila dibandingkan dengan total dana syirkah temporer pada Entitas Anak pada periode yang berakhir  
31 Desember 2020 sebesar Rp1.379.182.361 ribu. Hal ini disebabkan karena penurunan simpanan 
nasabah pada pihak ketiga. 
 
Jumlah ekuitas posisi 31 Juli 2022 dibandingkan posisi 31 Desember 2021 
 
Total ekuitas pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp3.248.630.836 
ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp234.205.662 ribu atau sebesar 7,21% dibandingkan total ekuitas 
pada entitas anak pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp3.014.425.174 ribu. Hal 
tersebut disebabkan oleh penurunan setoran modal diterima dimuka. 
 
Jumlah ekuitas posisi 31 Desember 2021 dibandingkan posisi 31 Desember 2020 
 
Total ekuitas pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp3.014.425.174 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp370.049.920 ribu atau sebesar 13,99% 
dibandingkan total ekuitas pada entitas anak pada periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 
Rp2.644.375.254 ribu. Hal tersebut disebabkan oleh setoran modal diterima dimuka pada 31 Desember 
2021. 
 
Jumlah Laba Rugi tahun berjalan pada 31 Juli 2022 dibandingkan posisi 31 Juli 2021 
 
Laba tahun berjalan pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar 
Rp78.318.066 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp45.590.650 ribu atau sebesar 139,30% dibandingkan 
laba tahun berjalan pada entitas anak pada periode yang berakhir 31 Juli 2021 sebesar Rp32.727.416 ribu. 
Hal tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan syariah. 

 
 

Jumlah Laba Rugi tahun berjalan pada 31 Desember 2021 dibandingkan posisi 31 Desember 2020 
 
Rugi tahun berjalan pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp119.063.497 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp133.130.193 ribu atau sebesar 52.79% dibandingkan 
rugi tahun berjalan pada entitas anak pada periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar 
Rp252.193.690 ribu. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan rugi operasional. 
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Jumlah rugi komprehensif posisi 31 Juli 2022 dibandingkan posisi 31 Juli 2021 
 
Total rugi komprehensif pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar                       
Rp16.557.088 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp10.104.697 ribu atau sebesar -37,90% apabila 
dibandingkan dengan total rugi komprehensif pada entitas anak pada periode yang berakhir  
31 Juli 2021 sebesar Rp26.661.785 ribu. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan.  

 

Jumlah rugi komprehensif posisi 31 Desember 2021 dibandingkan posisi 31 Desember 2020 
 
Total rugi komprehensif pada Entitas Anak pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp186.479.141 ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp34.470.578 ribu atau sebesar 22,67% apabila 
dibandingkan dengan total rugi komprehensif pada entitas anak pada periode yang berakhir  
31 Desember 2020. Hal ini disebabkan dikarenakan penurunan penghasilan komprehensif lain setelah 
pajak penghasilan. 
 
PT Bank Victoria Syariah (“BVIS”) 

 
PT Bank Victoria Syariah (“BVIS”), berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 
BVIS didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta Pendirian No. 9 tanggal 15 
April 1966, dibuat di hadapan Bebasa Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh 
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J. A. 5/79/5 
tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal  
10 Januari 1968 di bawah No. 1/1968 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
No. 62 tanggal 24 Mei 1968, Tambahan No. 42 (“Akta Pendirian”). 

 

Bidang Usaha 
 
Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BVIS adalah 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar (“Anggaran Dasar”) BVIS yang tercantum dalam 
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 106 tanggal 27 September 2022, dibuat 
di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat 
Keputusan No. AHU-0071180.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan di bawah No. AHU-0196629.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3  Oktober 2022 (“Akta No. 
106/2022”), yaitu sebagai berikut: 
 
(1) Maksud dan Tujuan BVIS adalah kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, meliputi 

penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi serta 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan 
prinsip syariah, serta memberikan jasa dalam sistem pembayaran. 

 
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BVIS dapat melaksanakan kegiatan usaha 

sebagai berikut: 
 

i. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah; 

ii. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 

iii. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akah Musyarakah, atau 
Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 

iv. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabah, Akad Salam, Akad Istihna, atau Akad lain 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 
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v. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah; 

vi. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah 
berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiya bittamlik atau Akad 
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 

vii. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 

viii. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; 
ix. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: (a) wakalah, (b) 

hawalah, (c) kafala, (d) rahb; 
x. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang 

diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah; 
xi. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau 

Bank Indonesia; 
xii. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan 

pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah; 
xiii. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah; 
xiv. Memindahkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, 

baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk, cek, atau sarana 
llainnya; 

xv. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah; 
xvi. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
xvii. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keungan yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 
xviii. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

xix. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan 
menggunakan sarana elektronik; 

xx. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip 
syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang; 

xxi. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan 
prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal; 

xxii. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip 
syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Seluruh kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BVIS adalah Kegiatan Usaha Utama, dan BVIS tidak 
memiliki Kegiatan Usaha Penunjang. 

 
Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan 
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan. 

 
Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BVIS belum 
sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 
Indonesia. 
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”), setiap KBLI memiliki kategori tingkat risiko masing-masing dan 
kegiatan usaha BVIS memiliki tingkat risiko: KBLI 64122 (Bank Umum Syariah) memiliki tingkat risiko tinggi. 
 
Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, BVIS tidak menjalankan kegiatan usaha, selain yang sesuai 
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BVIS sebagaimana tercantum di dalam Pasal 3 Anggaran 
Dasar BVIS dan sejak pendirian sampai dengan Tanggal Pemeriksaan, BVIS tidak pernah menerima 
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gugatan, teguran ataupun peringatan, baik lisan maupun tertulis, dari pihak yang berwenang, kreditur BVIS 
dan/atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh BVIS. 

 
Permodalan 
 
Struktur permodalan dan kepemilikan saham posisi 31 Desember 2019, berdasarkan Akta Pernyataan 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas BVIS No. 09 tanggal 9 Januari 2019, 
dibuat dihadapan Suwarni Sukiman, SH., Notaris di Jakarta, untuk perubahan pasal 4 ayat 2, diterima oleh 
Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0024305 perihal Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar BVIS tanggal 15 Januari 2019. Daftar Saham perseroan BVIS posisi  
31 Desember 2019 sebagai berikut : 
 

Keterangan 
Nilai Nominal per Saham Rp1.000,- 

Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%) 

Modal Dasar 1.000.000.000           1.000.000.000.000  
 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 

   PT Bank Victoria International Tbk                     359.982.683               359.982.683.000  99,99  
Masyarakat Lainnya (masing – masing <5%)                                17.317                          1.731.700  0,01  

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh                     360.000.000               360.000.000.000  100% 

Jumlah Saham dalam Portepel                     640.000.000  640.000.000.000  
  

Manajemen dan Pengawasan 
 
Pada Tanggal Pemeriksaan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BVIS adalah sebagaimana tercantum 
dalam Akta  No. 53 tanggal 14 Juni 2022, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, 
yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0030690 tanggal 8 Juli 2022 dan 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0130241.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 
2022 (“Akta No. 53/2022”), yaitu sebagai berikut: 
 

Dewan Komisaris 

Komisaris Utama/Komisaris Independen 
 
: Sari Idayanti  

Komisaris Independen : Retno Dwiyanti W 
Komisaris Independen*) : Drs. Yozef Abdulrachman 
   
Direksi:   
Direktur Utama : Sugiharto 

Direktur : Ir. Andy Sundoro 
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko : Deddy Effendi Ridwan 
*) efektif sejak diperoleh persetujuan OJK   
 
Ikhtisar Data Keuangan Penting  
 
Laporan Posisi Keuangan 

(dalam Rupiah) 

 Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

JUMLAH ASET 1.411.635.015.003 1.660.849.338.849 2.296.026.885.840 
Jumlah Liabilitas 43.773.163.045 69.394.819.918 537.287.322.124 
Jumlah Dana Syirkah 
Temporer 1.016.457.528.520 1.230.492.312.188 1.379.182.361.250 
Jumlah Ekuitas 351.404.323.468 360.962.206.743 379.557.002.466 

JUMLAH LIABILITAS, DANA 
SYIRKAH TEMPORER DAN 
EKUITAS  1.411.635.015.033 1.660.849.338.849 2.296.026.685.840 
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Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 
  (dalam Rupiah) 

 Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021*) 2021 2020 

Pendapatan penyaluran dana 41.836.557.560 72.263.184.956 113.818.358.943 148.750.177.219 
Biaya bagi hasil pemilik dana 
investasi (22.403.853.019) (46.606.792.137) (68.364.165.495) (112.243.865.295) 
Pendapatan setelah distribusi bagi 
hasil 19.432.904.541 25.554.392.819 45.454.193.448 36.506.311.924 
Pendapatan Operasional Lainnya 17.171.692.297 23.422.059.963 27.888.773.511 15.969.591.869 
Beban Operasional Lainnya     
   Beban tenaga kerja (11.771.594.967) (14.575.868.443) (21.684.819.738) (24.427.215.327) 
   Biaya administrasi dan umum (7.646.287.757) (11.995.346.197) (17.423.697.956) (18.398.612.511) 
   Beban cadangan kerugian 
   penurunan nilai (3.116.401.273) (14.394.276.960) (21.526.555.044) (3.603.754.383) 
   Biaya lainnya (11.126.268.782) (220.069.891) (453.024.114) (2.430.222.758) 
Laba (Rugi) Operasional 3.944.044.059 7.890.891.291 12.253.870.107 3.616 
Laba (Rugi) Non-Operasional (88.061.551) (64.748.455) 1.049.309.706 (204.180.173) 
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 
Sebelum Pajak 3.855.982.508 7.826.142.836 13.303.179.813 3.411.918.641 
Pajak penghasilan 845.885.496 2.030.781.803 8.783.098.401 3.626.535.374 
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah 
Pajak 3.010.097.012 5.795.361.033 4.520.081.412 (214.616.733) 
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif 
Periode Berjalan (9.557.883.275) (16.147.919.254) (18.594.795.723) 25.313.492.868 

*) Tidak diaudit 

 
Analisis Keuangan 
 
Jumlah aset posisi tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021 
 
Total Aset pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.411.635.015.003, 
mengalami penurunan sebesar Rp249.214.323.846 atau sebesar 15,01% dibandingkan dengan total aset 
pada BVIS periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.660.849.338.849. Hal tersebut disebabkan karena 
penurunan pembiayaan musyarakah bersih. 
 
Jumlah aset posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 
 
Total Aset pada BVIS  pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar  
Rp 1.660.849.338.849, mengalami penurunan sebesar Rp635.177.546.991 atau sebesar 27,66% 
dibandingkan dengan total aset pada BVIS periode 31 Desember 2020 sebesar Rp2.296.026.885.840. Hal 
tersebut disebabkan karena penurunan pembiayaan musyarakah bersih. 
 
Jumlah liabilitas posisi 31 Juli 2022 dibandingkan posisi 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp43.773.163.045, 
mengalami penurunan sebesar Rp25.621.656.873 atau sebesar 36,92% dibandingkan dengan total 
liabilitas pada BVIS periode 31 Desember 2021 sebesar Rp69.394.819.918. Hal tersebut disebabkan oleh 
penurunan simpanan dari bank lain. 
 
Jumlah liabilitas posisi 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020 
 
Total liabilitas pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp69.394.819.918, mengalami penurunan sebesar Rp467.892.502.206 atau sebesar 87,08%  
dibandingkan dengan total liabilitas pada BVIS periode 31 Desember 2020 sebesar Rp537.287.322.124. 
Hal tersebut disebabkan oleh penurunan simpanan giro wadiah. 
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Jumlah dana syirkah temporer posisi 31 Juli 2022 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2021 
 
Total dana syirkah temporer pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar 
Rp1.016.457.528.520, mengalami penurunan sebesar Rp214.034.783.668 atau sebesar 17,39% apabila 
dibandingkan dengan total dana syirkah temporer pada BVIS pada periode yang berakhir  
31 Desember 2021 sebesar Rp1.230.492.312.188. Hal ini disebabkan karena penurunan deposito 
mudharabah. 
 
Jumlah dana syirkah temporer posisi 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal  
31 Desember 2020 
 
Total dana syirkah temporer pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp1.230.492.312.188, mengalami penurunan sebesar Rp148.690.049.062  atau sebesar 10,78% apabila 
dibandingkan dengan total dana syirkah temporer pada BVIS pada periode yang berakhir  
31 Desember 2020 sebesar Rp1.379.182.361.250. Hal ini disebabkan karena penurunan deposito 
mudharabah. 
 
Jumlah ekuitas posisi 31 Juli 2022 dibandingkan posisi 31 Desember 2021 
 
Total ekuitas pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp351.404.323.468, 
mengalami penurunan sebesar Rp9.557.883.275 atau sebesar 2,65% dibandingkan total ekuitas pada 
BVIS pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar Rp360.962.206.743. Hal tersebut disebabkan 
oleh rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui 
penghasilan komprehensif lain bersih. 
 
Jumlah ekuitas posisi 31 Desember 2021 dibandingkan posisi 31 Desember 2020 
 
Total ekuitas pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp360.962.206.743, mengalami penurunan sebesar Rp18.594.795.723 atau sebesar 4,90% dibandingkan 
total ekuitas pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp379.557.002.466. Hal 
tersebut disebabkan oleh penurunan saldo laba. 

 

Jumlah Laba Rugi tahun berjalan pada 31 Juli 2022 dibandingkan posisi 31 Juli 2021 
 
Laba tahun berjalan pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp3.010.097.012, 
mengalami penurunan sebesar Rp2.785.264.021  atau sebesar 48,06% dibandingkan laba tahun berjalan 
pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Juli 2021 sebesar Rp5.795.361.033. Hal tersebut disebabkan 
oleh penurunan pendapatan penyaluran dana . 

 

Jumlah Laba Rugi tahun berjalan pada 31 Desember 2021 dibandingkan posisi 31 Desember 2020 
 
Laba tahun berjalan pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp4.520.081.412, mengalami kenaikan sebesar Rp4.734.698.145 atau sebesar 2206,12% dibandingkan 
rugi tahun berjalan pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp214.616.733. Hal 
tersebut disebabkan oleh penurunan biaya bagi hasil pemilik dana. 

 
Jumlah rugi komprehensif posisi 31 Juli 2022 dibandingkan posisi 31 Juli 2021 
 
Total rugi komprehensif pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Juli 2022 adalah sebesar                       
Rp9.557.883.275 , mengalami penurunan sebesar Rp6.590.035.979 atau sebesar -40,81% apabila 
dibandingkan dengan total rugi komprehensif pada BVIS pada periode yang berakhir  
31 Juli 2021 sebesar Rp16.147.919.254. Hal ini disebabkan oleh penurunan rugi yang belum direalisasi 
atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – 
setelah dampak pajak tangguhan.  
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Jumlah rugi komprehensif posisi 31 Desember 2021 dibandingkan posisi 31 Desember 2020 
 
Total rugi komprehensif pada BVIS pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp18.594.795.723, mengalami kenaikan sebesar Rp43.908.288.591  atau sebesar -173,46% apabila 
dibandingkan dengan total laba komprehensif pada BVIS pada periode yang berakhir  
31 Desember 2020 sebesar Rp25.313.492.868. Hal ini disebabkan oleh rugi yang belum direalisasi atas 
perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – 
setelah dampak pajak tangguhan.  

 
14. KETERANGAN MENGENAI PERKARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS 

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
a. Perseroan 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai 
pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, niaga, kepailitan, penundaan kewajiban 
pembayaran utang (PKPU), persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, arbitrase 
dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, 
Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ataupun di 
luar pengadilan, yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan 
Perseroan, yang secara material dapat berdampak negatif terhadap pelaksanaan PMHMETD. 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat somasi atau klaim yang diterima Perseroan 
yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungngan usaha 
Perseroan. 
 

b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan,anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan – baik 
dalam kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perseroan – tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik 
perkara perdata, pidana, niaga, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), 
persaingan usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan 
Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau 
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ataupun di luar pengadilan, yang dapat mempengaruhi 
operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan, yang secara material dapat berdampak 
negatif terhadap pelaksanaan PMHMETD. 
 

c. BVIC 
 

1. Perkara Perdata Umum – Perbuatan Melawan Hukum – (No. Register Perkara No. 
434/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst) 
Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 Yayasan Pendidikan Kader Keuangan dan Perbankan 
Bandung (selaku Penggugat 1), Riska Nurasyiah (selaku Penggugat 2) dan Rinalwan Buchari 
(selaku Penggugat 3) yang selanjutnya disebut “Para Penggugat”, mengajukan gugatan 
Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Perseroan (selaku 
Tergugat 1) dan PT Corex Intek Indonesia (selaku Tergugat 2) yang selanjutnya disebut “Para 
Tergugat”. Bahwa Petitum yang disampaikan melalui gugatan Para Penggugat adalah:  
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi 

kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat secara sekaligus dan seketika 
total sebesar Rp. 7.077.079.809,50 (tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh Sembilan 
ribu delapan ratus sembilan koma lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut: 

 Kerugian material sebesar Rp. 6.077.079.809,50 (enam miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh 
puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan koma lima puluh rupiah) 
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Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan. 
 
2. Perkara Perdata Umum – Perbuatan Melawan Hukum – (No. Register Perkara No. 

795/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel) 
Bahwa pada tanggal 5 september 2022 PT Sari Semesta Utama selaku Penggugat mengajukan 
gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Perseroan 
selaku Tergugat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tanggerang II (selaku Turut 
Tergugat 1), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung (selaku Turut 
Tergugat 2), BPN Kota Tanggerang Selatan (selaku Turut Tergugat 3), BPN Kota Bandar 
Lampung (selaku Turut Tergugat 4). Bahwa Petitum yang disampaikan melalui gugatan Para 
Penggugat adalah: 
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat; 
3. Menyatakan Tergugat harus me Reschedule Perjanjian Kredit yakni Perpanjangan 

pembayaran, keringanan bunga dan/atau denda, keringanan pembayaran sesuai dengan 
Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 Jo 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus 
Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Cauntercyclical Dampak Penyebaran 
Coronavirus Disease; 

4. Menyatakan Jaminan-Jaminan Penggugat; 
5. Ruko Dikomplek Sutera Niaga 3, Blok. D No. 1-1A, Jl. Raya Serpong, Kel. Pakulonan, 

Kecamatan Serpong Utara, Kab. Tangerang , Banten. LT/LB: 250 m2/ 1.819m2. Terdiri atas  
2 buah Sertifikat SHGB No. 02939 (175 m2) a/n Yabes Wardana Sentosa dan SHGB  
No. 02940 (75 m2), a/n Nyonya Endah Suharti JT HGB, 03-12-2028; 

6. Tanah di Jl, Woltermongonsidi, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, 
Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung. LT: 3.107 m2. SHM No. 410/KK, a/n 
Albertus Jaya Sentosa. 

7. Tanah di Jl. Woltermongonsidi, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, 
Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung. LT: 540 m2. SHM No. 894/KK, a/n Albertus 
jaya. 

8. Tanah di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung, Kota Madya Bandar Lampung. 
LT: 131 M2, SHM No. 1548/KK, A/N Albertus Jaya Sentosa; 

9. Tanah di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, 
Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung. LT: 6.954 M2. SHM No. 12177/Rj.B a/n 
Albertus Jaya Sentosa; 

10. Merupakan Objek Barang Sengketa; 
11. Menyatakan Barang sengketa tidak dapat dilelang atau dipindahtangankan sampai ada 

keputusan hukum yang tetap, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
93/PMK.06/2010; 

12. Barang yang tersengketa dipengadilan tidak dapat dilelang sampai ada putusan hukum yang 
tetap dari pengadilan. 

 
Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan tingkat 
pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain perkara sebagaimana disebutkan di atas, 
BVIC tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara 
perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan 
Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang dapat mempengaruhi 
operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan BVIC secara negatif material. 
 

d. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BVIC 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi BVIC – baik dalam 
kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
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BVIC – tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara 
perdata, pidana, niaga, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), persaingan 
usaha, hubungan industrial, tata usaha negara, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, 
Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ataupun di luar pengadilan, yang dapat mempengaruhi 
operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan BVIC, secara negatif material. 
 

e. BVIS 
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BVIS tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak 
dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan 
industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata 
Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI), yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan BVIS secara 
negatif material. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat somasi atau klaim yang 
diterima BVIS yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau 
kelangsungan usaha BVIS.  

 

f. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BVIS 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi BVIS – baik dalam 
kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
BVIS – tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara 
perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan 
Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang dapat mempengaruhi 
operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan BVIS secara negatif material. 
 

g. VINS 
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, VINS tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak 
dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan 
industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata 
Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI), yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan VINS secara 
negatif material. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat somasi atau klaim yang 
diterima VINS yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau 
kelangsungan usaha VINS.  

 

h. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi VINS 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi VINS – baik dalam 
kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
VINS – tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara 
perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan 
Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang dapat mempengaruhi 
operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan VINS secara negatif material. 
 

i. VLIFE 
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, VLIFE tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak 
dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan 
industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata 
Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI), yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan VLIFE secara 
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negatif material. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat somasi atau klaim yang 
diterima VLIFE yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau 
kelangsungan usaha VLIFE.  

 

j. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi VLIFE 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi VLIFE – baik dalam 
kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
VLIFE – tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara 
perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan 
Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang dapat mempengaruhi 
operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan VLIFE secara negatif material. 
 

k. VSI 
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, VSI tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak 
dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan 
industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata 
Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI), yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan VSI secara negatif 
material. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat somasi atau klaim yang diterima 
VSI yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha 
VSI. 

 
l. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi VSI 

 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi VSI – baik dalam 
kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
VSI – tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara 
perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan 
Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang dapat mempengaruhi 
operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan VSI secara negatif material. 
 

m. VMI 
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, VMI tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak 
dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan 
industrial, arbitrase dan/atau pajak pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata 
Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI), yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan VMI secara negatif 
material. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat somasi atau klaim yang diterima 
VMI yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha 
VMI. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan sedang menghadapi 1 (satu) perkara yang 
masih berjalan yaitu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda 
Tindak Pidana Khusus No. Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 Jo.  
Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus  
No. Print-19/F.2/Fd.2/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 Jo. Surat Perintah Penyidikan Direktur 
Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No. Print-08/F.2/Fd.2/07/2021 tanggal  
28 Juli 2021. Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan perkara ini masih dalam tahap 
pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.  
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n. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi VMI 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi VMI – baik dalam 
kedudukan sebagai pribadi maupun dalam jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
VMI – tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara 
perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada 
Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan 
Industrial dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang dapat mempengaruhi 
operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan VMI secara negatif material. 
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B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 
 

1. UMUM 
 

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Tata Sekuritas Maju pada tahun 1989, merupakan sebuah induk 
perusahaan dibidang investasi untuk kebutuhan jasa keuangan bagi korporasi dan pelanggan ritel. Perseroan telah 
berdiri selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun hingga saat ini. Perseroan telah melayani berbagai jasa, baik 
secara langsung maupun entitas anak usaha. Berbagai jasa tersebut meliputi perdagangan efek, asuransi umum, 
asuransi jiwa, serta perbankan konvensional dan syariah. 
 
Perseroan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) dan terdaftar 
sebagai emiten ke-19 yang listing perdana pada tanggal 8 Juli 2013 dengan kode saham “VICO”. Saham 
Perseroan tercatat di papan utama dan masuk ke sektor jasa keuangan dan sub sektor lain-lain. Aksi korporasi 
Initial Public Offering (IPO) tersebut bertujuan untuk mengakomodasi ekspansi usaha Perseroan dan Entitas Anak 
di masa mendatang. 
 
Pada tahun 2000, Perseroan melakukan transformasi dengan berganti nama menjadi PT Victoria Sekuritas. 
Pergantian nama ini berimplikasi pada perluasan kegiatan usaha, yakni sebagai Penjamin Emisi Efek. Kemudian, 
pada tanggal 28 Mei 2012, Perseroan berganti nama menjadi PT Victoria Investama. 
 
Setelah berganti nama, Perseroan fokus dan konsolidasi usaha menjadi Perusahaan Bidang Investasi dan Jasa 
Konsultasi Bisnis, Manajemen dan Administrasi. Bidang investasi berupa Penyertaan Saham baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui Pasar Modal dan Non Pasar Modal. Kemudian dalam rangka penguatan 
permodalan, Perseroan juga bermaksud untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015. Penambahan 
modal tersebut akan memperkuat struktur permodalan Perseroan yang akan digunakan untuk pengembangan 
usaha Perseroan dan entitas anak. 
 
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan 
usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan di bidang pertanian, perkebunan, 
telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa. 
 
Berikut adalah keterangan kegiatan usaha dan layanan 5 (lima) Entitas Anak Perseroan : 
 
1.1. Perbankan 

 
Perseroan melalui PT Bank Victoria International Tbk (BVIC), bergerak di Bidang Perbankan sebagai bank 
umum. BVIC memiliki produk dan layanan perbankan sebagai berikut: 
 

i. Kegiatan Usaha Utama 
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat 

deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
2. Memberikan kredit. 
3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah 

nasabahnya: 

- Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih 
lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-menyurat tersebut; 

- Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari 
kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut; Kertas perbendaharaan Negara dan surat 
jaminan pemerintah 

- Sertifikat Bank Indonesia; 

- Obligasi; 

- Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; dan 

- Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. 
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5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik 

dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana 
lainnya. 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau 
antara pihak ketiga. 

8. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga 
yang tercatat di bursa efek. 

9. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Indonesia 

10. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain, termasuk kegiatan berdasarkan prinsip 
syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

11. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyedia jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end 
user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: 
menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer 
dan payment gateway); menerbitkan instrument/akun pembayaran; layanan remintasi/transfer dana. 

 

ii. Kegiatan Usaha Penunjang 
1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 
3. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. 
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.  
5. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti 

sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta Lembaga Kliring Penyelesaian 
dan Penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

6. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

7. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan 
undang-undang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

BVIC telah memiliki ijin-ijin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukannya yaitu: 
 

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 402/KMK.017/1994 tanggal 10 Agustus 
1994, memperoleh izin usaha sebagai bank umum. 

2. Surat Bank Indonesia No. 029/126/UOPM tanggal 25 Maret 1997 yang telah diperpanjang melalui Surat 
No. 5/6/KEP.Dir.PIP/2003 tanggal 24 Desember 2003, serta telah memperoleh pernyataan pencatatan 
pendaftaran ulang dari Bank Indonesia berdasarkan Surat No. 10/365/DPIP/Prz tanggal 8 April 2008, 
memperoleh izin usaha untuk memperdagangkan valuta asing. 

3. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan No. KEP-114/D.03/2016 
tanggal 8 Desember 2016, memperoleh izin usaha sebagai bank devisa di kelompok usaha BUKU II.       

4. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksadana dari Otoritas Jasa Keuangan  
No. 2/PM.21/STTD/APERD/2018 tanggal 10 Juli 2018. 

5. Surat Keputusan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia  
No. 21/2/KEP.KADEP.DPPK/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pemberian Izin Sebagai Penerbit 
Sertifikat Deposito Yang Ditransaksikan Di Pasar Uang. 

6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-284/PB/2021 tanggal 16 November 
2021 perihal Penunjukan PT Bank Victoria International Tbk sebagai Bank Persepsi yang melaksanakan 
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik serta memperoleh persetujuan rencana aktivitas baru 
sebagai Bank Persepsi berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-22/PB.331/2022 tanggal  
24 Februari 2022 perihal Rencana Aktivitas Baru sebagai Bank Persepsi. 
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Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, BVIC berkantor Pusat di Jakarta dengan kantor beralamat  
di Gedung Graha BIP, Lantai 10. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, dan memiliki  
39 Kantor, terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang, 24 Kantor Cabang Pembantu yang 
tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makasar 
dan Medan. 
 

1.2. Perbankan Syariah 
 
Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BVIS adalah sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar (“Anggaran Dasar”) BVIS yang tercantum dalam Akta Berita Acara 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 106 tanggal 27 September 2022, dibuat di hadapan Suwarni 
Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-
0071180.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 3 Oktober 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah 
No. AHU-0196629.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 3  Oktober 2022 (“Akta No. 106/2022”), yaitu sebagai 
berikut: 

 
(1) Maksud dan Tujuan BVIS adalah kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah, meliputi 

penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi serta 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan 
prinsip syariah, serta memberikan jasa dalam sistem pembayaran. 

 
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BVIS dapat melaksanakan kegiatan usaha 

sebagai berikut: 
 

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah; 

2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akah Musyarakah, atau 
Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 

4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabah, Akad Salam, Akad Istihna, atau Akad lain 
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 

5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah; 

6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah 
berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiya bittamlik atau Akad 
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 

7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah; 

8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; 
9. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: (a) wakalah, (b) 

hawalah, (c) kafala, (d) rahb; 
10. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang 

diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah; 
11. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau 

Bank Indonesia; 
12. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan 

pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah; 
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah; 
14. Memindahkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, 

baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk, cek, atau sarana 
llainnya; 
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15. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah; 
16. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
17. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keungan yang 

melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; 
18. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 

19. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan 
menggunakan sarana elektronik; 

20. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip 
syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang; 

21. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan 
prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal; 

22. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip 
syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Seluruh kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh BVIS adalah Kegiatan Usaha Utama, dan BVIS tidak 
memiliki Kegiatan Usaha Penunjang. 

 
Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan 
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan. 

 
Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BVIS belum 
sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 
Indonesia. 

 
2.  Perusahaan Efek 

 
Perseroan menjalankan Bidang Usaha Perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek melalui Entitas 
Anak, PT Victoria Sekuritas Indonesia (VSI), Layanan jasa keuangan ini diperuntukkan bagi Klien 
Perorangan, Badan Usaha Lokal dan Badan Usaha Asing yang ingin memperoleh akses ke Pasar Modal  
di Indonesia. 
 
Pendapatan VSI bersumber dari 3 (tiga) Divisi yang terdiri dari: 
 
1. Divisi Perdagangan Saham 

 

Divisi perdagangan saham memberikan layanan jasa transaksi jual dan beli saham, baik bagi nasabah 
ritel maupun nasabah institusi. Divisi ini beranggotakan tenaga profesional yang ahli dalam melakukan 
eksekusi transaksi secara cepat dan akurat. Selain itu mampu memberikan rekomendasi berdasarkan 
analisis yang mendalam dari informasi yang komprehensif, akurat dan terkini. 
 
Dengan didukung oleh sistem informasi yang terstruktur dengan baik, VSI telah mengembangkan 
sistem remote trading yang semakin membuka peluang nasabah untuk terus tumbuh di pasar saham. 
VSI juga memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan transaksi marjin. Produk dan 
layanan yang diberikan oleh divisi perdagangan saham adalah: 
a. Perantara perdagangan saham; 
b. Layanan nasabah korporasi dan perorangan; 
c. Repo Saham; dan 
d. Agen penjual. 
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2. Divisi Perdagangan Fixed Income 
 
Divisi Perdagangan Fixed Income melayani perdagangan transaksi jual dan beli obligasi, baik obligasi 
pemerintah atau obligasi korporasi. Transaksi perdagangan obligasi dilakukan melalui bursa dan di luar 
bursa (over the counter). VSI senantiasa membantu nasabah mendapatkan harga terbaik, dilandasi oleh 
pengetahuan yang mendalam tentang perdagangan obligasi pemerintah maupun korposari. Tim 
pemasaran VSI terdiri dari para profesional yang memiliki dalam perdagangan dan instrumen Fixed 
Income, baik dengan investor domestik maupun luar negeri. 
 
Berikut adalah produk dan layanan dari Divisi perdagangan Fixed Income: 
a. Pasar perdana: peserta lelang dalam pelaksanaan lelang surat utang negara dan elang surat 

berharga syariah negara; 
b. Pasar sekunder: 

- Pedagang perantara transaksi obligasi negara dan surat berharga syariah negara ritel; 

- Pedagang perantara transaksi obligasi negara ritel dan surat berharga syariah negara ritel; 

- Pedagang perantara transaksi obligasi dan sukuk korporasi; 

- Peserta elang dalam pelaksanaan lelang buy back dan debt switching. 
c. Repo Obligasi 
 

3. Divisi Corporate Finance 
 
Divisi Corporate Finance menawarkan jasa penjaminan emisi saham dan obligasi, arranger, serta 
penasihat keuangan. Divisi ini aktif dalam membantu proses Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) 
beberapa perusahaan besar dan menengah di Indonesia. Divisi Corporate Finance juga berkomitmen 
untuk selektif dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga hanya menangani emiten-emiten yang 
berkinerja dan bereputasi baik. 
 
Mengingat persaingan pasar yang semakin kuat, kualitas layanan yang baik, terintegritas dan 
penguasaan mendalam mengenai bidang usaha dari Divisi Corporate Finance merupakan modal 
terbesar untuk menjalankan kegiatan usaha VSI.  
 
Berikut adalah beberapa layanan yang ditawarkan VSI Divisi Corporate Finance: 
a. Penjaminan Emisi 

VSI menyediakan layanan satu atap yang efektif bagi klien untuk memperoleh pendanaan melalui 
mekanime penawaran perdana saham atau obligasi, dilandasi dengan pemahaman yang 
mendalam tentang bisnis dan industri klien sehingga klien dapat eektif memaksimalkan nilai 
usahanya. Komitmen VSI dalam IPO akan terus berlanjut hingga ke pasar sekunder. VSI juga 
memberikan jasa penasihat aksi korporasi untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga 
menguntungkan Pemegang Saham. Jasa yang ditawarkan adalah penjaminan emisi perdana 
saham dan penerbitan obligasi. 
 

b. Arranger 
Dalam melaksanakan kegiatan sebagai arranger, VSI membantu klien mencari pendanaan bersifat 
hutang, yang dapat dilakukan melalui mekanisme langsung melalui bank ataupun investor langsung 
denga berbagai instrumen yang dinilai paling baik dan tepat untuk klien. Jasa yang ditawarkan 
adalah penerbitan medium term note (MTN) dan bank financing. 
 

c. Jasa Penasihat Keuangan 
VSI menyediakan layanan yang berkaitan dengan merger dan akuisisi, divestasi, termasuk 
mengidentifikasi dan menghubungi target atau pembeli, membantu negosiasi Letter of Intent dan 
persetujuan pembelian dan memberikan nasihat pada struktur transaksi. Jasa yang ditawarkan 
adalah merger dan akuisisi, penawaran tender, restrukturisasi, penawaran umum terbatas, 
privatisasi dan divestasi, pelepasan dan penempatan aset, mitra strategis keuangan. 
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d. Agen Penjual 
VSI juga dapat bertidak sebagai agen penjualan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Perdana 
Saham, obligasi korporasi dan sukuk korporasi. 

 
3.  Manajemen Investasi 

 
Perseroan menjalankan kegiatan usaha di Bidang Manajemen Investasi melalui Entitas Anak,  
PT Victoria Manajemen Investasi (VMI). Pengelolaan yang dilakukan meliputi beragam produk efek atau surat 
berharga seperti Saham, Obligasi, atau Aset lain seperti Properti. Layanan ini bertujuan untuk mencapat 
target pengembalian investasi sehingga investor memperoleh keuntungan. Hingga per tanggal 31 Desember 
2021, VMI memiliki Reksadana sebagai berikut: 
 
a. Reksa Dana Pasar Uang 

i. Reksa Dana Lancar Victoria Merkurius 
Tanggal peluncuran : 4 Juni 2015 

ii. Reksa Dana Victoria Dana Likuid 
Tanggal peluncuran : 29 November 2016 

iii. Reksa Dana Syariah Victoria Pasar Uang Syariah 
Tanggal peluncuran : 18 Oktober 2017 
 

b. Reksa Dana Pendapatan Tetap 
i. Reksa Dana Victoria Obligasi Negara 

Tanggal peluncuran : 16 Agustus 2016 
ii. Reksa Dana Syariah Victoria Obligasi Negara Syariah 

Tanggal peluncuran : 20 Desember 2017 
 

c. Reksa Dana Campuran 
i. Reksa Dana Campuran Victoria Jupiter 

Tanggal peluncuran : 29 Juli 2015 
ii. Reksa Dana Victoria Campuran Dinamis 

Tanggal peluncuran : 15 November 2016 
iii. Reksa Dana Victoria Mandiri Berimbang 

Tanggal peluncuran : 24 Juli 2017 
 

d. Reksa Dana Saham 
i. Reksa Dana Victoria Prime Equity Fund 

Tanggal peluncuran : 23 Maret 2017 
ii. Reksa Dana Victoria Equity Maxima 

Tanggal peluncuran : 16 Agustus 2017 
 

e. Reksa Dana Terproteksi 
i. Reksa Dana Terproteksi Victoria 1 

Tanggal peluncuran : 26 Oktober 2016 
ii. Reksa Dana Terproteksi Victoria 2 

Tanggal peluncuran : 24 Mei 2017 
iii. Reksa Dana Terproteksi Victoria 3 

Tanggal peluncuran : 23 November 2017 
iv. Reksa Dana Terproteksi Victoria 4 

Tanggal peluncuran : 22 Desember 2017 
 

VMI senantiasa berusaha untuk menjaga momentum positif dengan mempersiapkan strategi bisnis yang 
mencakup pengembangan internal setiap divisi, yaitu Divisi Investasi, Divisi Operasi, dan Divisi Penjualan.  
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4.  Asuransi 
 
Perseroan menjalankan kegiatan usaha Bidang Asuransi melalui Entitas Anak, PT Victoria Insurance Tbk 
(VINS) dan PT Victoria Alife Indonesia (Vlife). 
 

a. VINS menjalankan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian. VINS menerapkan kegiatan 
underwriting, manajemen risiko dan strategi investasi yang disiplin dan konservatif, untuk menjaga 
likuiditas yang cukup agar klaim pembayaran dapat dilakukan tepat waktu. VINS menyediakan Jasa 
Asuransi Umum, baik program standar maupun khusus. Diantaranya Asuransi Harta Benda, Kendaraan 
Bermotor, Kecelakaan Diri, Pengangkutan, Rekayasa, Uang, Tanggung Gugat dan Rangka Kapal. Para 
nasabah VINS meliputi Perusahaan Multifinance, Perbankan, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik 
Negara, Perusahaan Swasta serta Individu. 
 

VINS juga berfokus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan keterbukaan dan dengan cara 
merespon klaim dan keluhan secara cepat dan efektif sehingga meningkatan kepuasan pelanggan. 
 
Segmen usaha VINS dibagi dalam 6 (enam) kelompok segmen yaitu: 
i. Asuransi properti; 
ii. Asuransi kendaraan bermotor; 
iii. Asuransi kecelakaan diri; 
iv. Asuransi pengangkutan; 
v. Asuransi rekayasa; dan 
vi. Lain-lain. 

 
b. Vlife bergerak di bidang jasa keuangan Asuransi Jiwa, melalui produk dan layanan sebagai berikut: 

 
i. VAI Accident Assurance; 

Merupakan produk asuransi kecelakaan diri untuk individu maupun kumpulan yang memiliki manfaat 
asuransi atau jaminan risiko apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, cacat tetap, 
serta perawatan di Rumah Sakit maka akan mendapatkan uang pertanggungan. 
 

ii. VAI Term Life Assurance; 
Merupakan produk asuransi kematian berjangka untuk individu maupun kumpulan yang memiliki 
manfaat asuransi atau jaminan risiko apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi 
maka akan mendapatkan uang pertanggungan. 
 

iii. VAI Credit Life Assurance; 
Merupakan produk asuransi kematian berjangka menurun untuk kumpulan yang memiliki manfaat 
asuransi atau jaminan risiko apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka akan 
dibayarkan sebesar sisa pinjaman setelah dikurangi premi tertunggak (apabila ada). 
 

iv. VAI Platinum Safe Life Assurance. 
Merupakan produk asuransi dwiguna kombinasi untuk individu yang memiliki manfaat asuransi atau 
jaminan risiko apabila tertanggung meninggal dunia secara alami maupun akibat kecelakaan dalam 
masa asuransi maka akan mendapatkan uang pertanggungan maksimal Rp1.500.000.000,-. 

 

Produk dan layanan ini dipersiapkan untuk melindungi sekaligus menjawab kebutuhan nasabah dan 
pemegang polis atas perlindungan jiwa. 
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2. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA 
 
Sesuai dengan visi Perseroan, tujuan jangka panjang Perseroan menjadi perusahaan investasi papan atas 
dalam skala internasional dan memberikan jasa pelayanan keuangan terpadu yang terpercaya melalui entitas 
anak. Tujuan ini dijabarkan dalam pemahaman bahwa Perseroan komitmen untuk terus mempertahankan 
pengelolaan usaha yang pruden, berkelanjutan, dan inovasi dalam mengembangkan layanan investasi 
sesuai misi serta memaksimalkan nilai Pemegang Saham, sehingga Perseoan dapat dipercaya oleh 
Pemegang Saham. 
 
Adapun strategi usaha yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Strategi Pemasaran 
 
Perseroan dan semua Entitas Anak memiliki strategi pemasaran yang aktif untuk mencapat kinerja yang 
positif. Sepanjang tahun 2022, Perseroan menjalankan integrasi fungsi pemasaran melalui Perjanjian Cross-
Selling antar Entitas Anak. Perseroan memantau dan melakukan evaluasi terhadap fungsi pemasaran melalui 
Cross-selling ini. Kemudian, berkoordinasi kepada semua Entitas Anak untuk membahas aspek kelemahan 
atau kendala atas sistem pemasaran masing-masing Entitas Anak. Ruang lingkup strategi pemasaran Cross-
Seliing adalah sebagai berikut: 
 
1. VSI 

 
Strategi Pemasaran VSI adalah mengembangkan sistem pembayaran transaksi pasar modal melalui 
internet banking dan mobile banking milik BVIC. VSI juga memperluas layanan dengan mendapatkan izin 
dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan kegiatan Transaksi, Pemasaran dan Penatalaksana 
untuk efek Medium-Term Notes, Promissory Notes, dan Negotiable Certificate of Deposit. VSI juga 
memberikan market info kepada nasabah yang dapat diakses melalui website. 
 

2. VINS 
 
Guna mendukung faktor pemasaran, VINS menggunakan VINS-tech sebagai platform strategi pemasaran 
berbasis aplikasi. VINS juga berusaha memperbesar bidang Pemasaran dengan menjalin kerjasama 
dengan beberapa insurance broker agency, bank, dan multi-finance serta memanfaatkan cross-selling 
antar kelompok usaha. 
 

3. VMI 
 
Strategi pemasaran VMI adalah rutin menggelar seminar tahunan Market Outlook yang membahas 
mengenai proyeksi pasar untuk tahun yang sedang berjalan. VMI juga aktif menciptakan produk-produk 
reksadana untuk memenuhi kebutuhan investasi reksadana baik perorangan maupun korporasi. VMI juga 
memanfaatkan strategi cross-selling dengan mengadakan kerjasama penjualan Reksadana dengan 
BVIC. Setiap tahun, VMI memberikan pilihan produk investasi kepada nasabah antara lain; Reksa Dana 
Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana 
Terproteksi. 
 

4. VLIFE 
 
Dari aspek pemasaran, Vlife bekerjasama dengan VINS untuk pemasaran produk melalui VINS-Tech. 
Vlife juga melakukan pemasaran serta sosialisasi produknya baik di dalam group Victoria maupun dengan 
pihak di luar group. Saat ini, menawarkan 5 (lima) pilihan produk asuransi Vlife antara lain; VAI Accident 
Assurance, VAI Term Life Assurance, VAI Credit Life Assurance, VAI Platinum Life Assurance, dan  
VIP Assurance Plan 24. 
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3. STRATEGI USAHA 
 
STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS 
 
Perseroan berkomitmen untuk selalu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah, 
meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah sekaligus meningkatkan kinerja Bank. Perseroan telah 
menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai target pertumbuhan bisnis yang diuraikan sebagai 
berikut : 

 
Strategi Pengembangan Penghimpuan DPK 
 
Dalam memperkuat proposisi produk DPK, Perseroan telah menetapkan beberapa strategi bisnis dan 
pendekatan teknologi yang dilakukan sebagai berikut: 
 
a. Internet Banking dan Mobile Banking (IBMB) baru dengan fitur yang menarik dan beberapa produk 

digital didalamnya; 
b. Digital deposito;  
c. Digital operations;  
d. Tema digitalisasi yang cepat menghadapi perubahan dan memberikan layanan/produk yang aman, 

cepat, mudah diraih, dan nyaman;  
e. Akan diperkenalkan produk bank persepsi, cash management, dan transactional banking guna 

memberikan daya tarik pada nasabah-nasabah korporasi untuk berbisnis dengan Bank; 
f. Beberapa produk dengan fee based (Bank Persepsi, RDN); dan  
g. Pembayaran menggunakan QR nasional. 

Strategi Pembiayaan Kredit 
 
Segementasi bisnis kredit yang sebelumnya banyak terfokus pada korporasi akan bergeser pada sektor 
lainnya. Beberapa perubahan yang akan terjadi pada sektor usaha kredit diuraikan sebagai beriku :  
 
a. Segmentasi bisnis SME/komersial dan konsumer akan naik signifikan menjadi berkisar di angka 25%- 

30% untuk SME/komersial dan 10-15% untuk bisnis konsumer;  
b. Sektor usaha tidak akan didominasi oleh sektor properti;  
c. Monitoring pipeline dan bisnis akan dilakukan secara rutin dan akan dibantu dikembangkan melalui 

pipeline monitoring system;  
d. Pengenalan produk dan layanan baru pada sektor usaha kredit;  
e. Penerapan circle leader model untuk monitoring dan mencari leads bisnis; serta  
f. Waktu proses kredit harus dipercepat, yang rata-rata sebelumnya 2 (dua) bulan untuk TTY proses (Time 

to Yes), akan menjadi kurang dari 1 (satu) bulan. 
 

Aspek Operasional dan Teknologi 
 
Secara umum, tema strategi terkait dengan aspek operasional dan teknologi yang akan diterapkan oleh 
Perseroan ke depan adalah menyediakan layanan dan produk serta operasional perbankan yang SQEW 
(Safe, Quick, Easy, dan Warm) yang berbasis kepada orientasi bisnis yang berkelanjutan. Adapun poin-poin 
yang akan diterapkan oleh Bank kedepan sebagai berikut : 
 
a. Jalur efektifitas proses operasional dari hulu ke hilir dievaluasi dan diperbaiki;  
b. Kualitas administrasi dan percepatan proses dapat diwujudkan baik dari sisi perkreditan, operational, 

dan teknologi informasi;  
c. Transaksi yang semakin kompleks dan meningkat jumlahnya dapat di kirim secara tepat waktu, zero 

defect, dan memberikan kepuasan kepada nasabah;  
d. Data corebanking dapat diolah dan didistribusikan kepada berbagai unit kerja yang membutuhkan 

dalam bentuk laporan yang tepat dan akurat sehingga proses pengambilan keputusan bisnis lebih 
efektif; 
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e. Dapat mengikuti perkembangan arah bisnis yang lebih fokus ke retail banking sehingga dapat sejajar 
dengan bank pesaing;  

f. Peningkatan layanan dan produk perbankan dengan bentuk digital banking; dan 
g. Peningkatan keamanan dilakukan dengan monitoring tools atas transaksi perbankan dengan aplikasi 

SPLUNK yang berbasis SIEM 
 

STRATEGI PEMASARAN 
 
Perseroan telah menerapkan berbagai strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan penjualan produk-
produk Bank melalui pengembangan produk dan bisnis untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi 
Perseroan di industri perbankan Indonesia. Adapun strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah 
sebagai berikut : 
 
a. Menerapkan program integrated marketing yang mencakup marketing collateral, merchandise, jaringan 

cabang, situs perusahaan, media sosial, dan marketing channel lainnya serta tactical campaign melalui 
event/ exhibition/seminar, office to office, promo eksternal, dan internal;  

b. Fokus kepada produk yang telah dimiliki, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan yang diperlukan 
untuk menambah daya saing seperti menjalankan program launching untuk internet banking dan mobile 
banking serta internet banking bussiness untuk mendukung produk yang ada; 

c. Memfasilitasi program media untuk meningkatkan news value dan interaksi Bank Victoria di media 
massa maupun ranah publik melalui media briefing, media luncheon, press conference, media 
sponsorship, media hampers, mascot dan merchandise (gimmicks); 

d. Menggelar acara community banking di wilayah operasional bank melalui program Ayo ke Bank sebagai 
bagian dari literasi keuangan dan memasuki market pelajar, terutama di tingkat Sekolah Dasar;  

e. Melakukan competitive analysis produk dan layanan peer group serta bank-bank acuan dengan tujuan 
memantau perkembangan produk dan layanan yang ada di pasaran; serta  

f. Meningkatkan portofolio kredit khususnya kepada nasabah UKM dan Komersial.  
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4. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 
 
Perseroan berkomitmen untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) dan senantiasa menyelaraskan pertumbuhan perusahaan (business) dengan kepedulian 
terhadap masyarakat dan pelestarian lingkungan. Oleh karenanya, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, 
Perseroan harus mampu memberikan manfaat terbaik dan semaksimal mungkin terhadap seluruh Pemangku 
Kepentingan melalui berbagai inisiatif keberlanjutan yang berlandaskan lima pilar utama atau 5P (people, 
planet, prosperity, peace dan partnership). Secara keseluruhan program keberlanjutan Perseroan menjadi 
tanggung jawab Direksi beserta jajaran terkait. 
 
Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) merupakan pelengkap terhadap 
segenap keputusan maupun tindakan operasional perusahaan. Maka itu, Perseroan menjalankan integrasi 
Program CSR di segenap kegiatan operasionalnya. Tata Kelola Organisasi adalah cerminan dari startegi, 
target serta komitmen penerapan tanggung jawab sosial, kemudian bagian dari komitmen maupun 
akuntabilitas manajemen Perseroan. CSR juga merupakan tanggung jawab terhadap pemegang saham atau 
pemilik perusahaan, karyawan, konsumen maupun masyarakat. 
 
Perseroan menyadari pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan dan masyarakat 
lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, untuk seluruh masyarakat. 
Perseroan memiliki komitmen kuat dalam implementasi program dan kegiatan CSR. 
 
Komitmen tersebut diberikan supaya masyarakat memperoleh nilai tambah baik nilai tambah lingkungan, 
sosial dan kesejahteraan ekonomi. Komitmen Perseroan diwujudkan dalam bentuk donasi serta kegiatan lain. 
 
Implementasi program CSR yang dilakukan Perseroan difokuskan kepada 4 (empat) aspek utama, yaitu 
bidang lingkungan, sosial dan kemasyarakatan, tanggung jawab kepada pelanggan, serta praktik 
ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja. 
 
Dasar Hukum Program CSR 
 
Pelaksanaan Program CSR di Indonesia berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yakni: 
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 
2. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah sebagian dengan 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
4. UUPT 
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah sebagian dengan 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
6. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 
8. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 
9. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas. 
10. Peraturan Menteri Tenga Kerja No. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3). 

Pada tahun 2021, Program CSR diarahkan pada dua sisi yaitu kemasyarakatan dan lingkungan. 
 
Tanggung jawab sosial perusahaan terkait lingkungan hidup 
 
Aktivitas Perseroan juga berimplikasi terhadap kondisi lingkungan di sekitar area operasional perusahaan. 
Sehingga, Perseroan berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah terkait Program Tanggung Jawab 
Sosial terhadap Lingkungan hidup. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan di bawah ini: 
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1. Perusahaan menghemat energi, listrik, serta air di lingkungan kantor maupun area operasional. 
2. Perusahaan menjalankan program paperless melalui pemakaian kertas layak pakai untuk aktivitas 

fotocopy serta juga memanfaatkan teknologi dalam surat-menyurat via email (elektronik mail), 
pemindaian (scanning) maupun komunikasi secara virtual (zoom, dll) 

3. Perusahaan menggunakan bahan-bahan atau material standar ramah lingkungan. 
 

Tanggung jawab sosial perusahaan terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja 
 
Kebijakan Perseroan pada aspek ketenagakerjaan berlandaskan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Perseroan tunduk dan taat terhadap seluruh aturan yang terdapat pada Undang-
Undang tersebut dengan cara memenuhi hak-hak normatif karyawan sebagaimana yang ditetapkan. 
Perseroan telah melaksanakan program di bidang ini melalui: 
 
1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja 

Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria maupun wanita, tanpa 
memandang perbedaan suku, etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti 
program rekrutmen karyawan. 
 

2. Program Pendidikan dan Pelatihan 
Perseroan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan 
kapasitas karyawan untuk menunjang operasional Perseroan. Setiap karyawan memiliki kesempatan 
yang sama untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan, hanya saja dalam pelaksanaan program 
ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana pengembangan perusahaan. 
 

3. Remunerasi 
Perseroan senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawannya, salah satunya melalui strategi 
remunerasi yang selalu dikaji ulang dan menjaga competitiveness, yang selanjutnya dapat mendukung 
kinerja yang unggul dalam pencapaian target Perseroan menerapkan sistem remunerasi (termasuk 
tunjangan kesehatan) yang baik dan bertujuan untuk mendukung sasaran strategi perusahaan. 
 

Sertifikasi Bidang Lingkungan 
 
Perseroan tidak memiliki sertifikasi di bidang lingkungan hidup dikarenakan bidang usaha yang dijalankan 
Perseroan belum membutuhkan kepemilikan atas sertifikasi tersebut. 
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5. PROSPEK USAHA PERSEROAN 
 

Kondisi Ekonomi Makro Indonesia 
 
Pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 
4,4%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, 
sebesar 6,5%. Kondisi ini didukung oleh penanganan pandemi Covid-19 yang terkendali dan besarnya 
stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Namun, meningkatnya kasus Covid-19 
seiring dengan berkembangnya varian baru virus Covid-19 serta kendala pada proses vaksinasi berpotensi 
menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global. 
 
Dari sisi moneter, prospek pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan lebih cepat, serta rencana 
normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan risiko tekanan terhadap nilai 
tukar rupiah pada tahun 2022, yang ditransmisikan melalui arus modal keluar (capital outflow) dari emerging 
markets, termasuk salah satunya Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diharapkan 
akan mampu tumbuh 5,2%–5,8%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh meningkatnya 
investasi, yang diperkirakan tumbuh 5,4%–6,9%, dan ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 4,3%–
6,8%. Peningkatan investasi dan ekspor akan meningkatkan kapasitas produktif dan produktivitas 
perekonomian, yang sempat turun karena dampak Covid-19. 
 
Kondisi Industri Perbankan Nasional 
 
Sektor jasa keuangan diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran 5,5%–5,9% pada tahun 2022. Intermediasi 
perbankan diprakirakan semakin membaik dengan stabilitas keuangan yang tetap terjaga. Sejalan dengan 
semakin pulihnya ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat dan 
aktivitas ekonomi, percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“APBN”) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”) oleh Pemerintah, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial 
yang bersinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait, serta kemajuan restrukturisasi kredit oleh perbankan, 
Bank Indonesia memprakirakan penyaluran kredit oleh perbankan dan pembiayaan oleh pasar modal akan 
berangsur meningkat. Pertumbuhan kredit dan DPK pada tahun 2022 diprakirakan meningkat masing-masing 
menjadi 6,0%-8,0% dan 7,0%-9,0%. Dari sisi penawaran, peningkatan kredit didukung oleh tetap longgarnya 
likuiditas dan menurunnya persepsi risiko, di samping kebijakan makroprudensial yang akan tetap 
akomodatif. 
 
Tinjauan Industri Pasar Modal 
 
Di pasar modal, pertumbuhan di 2021 mencapai angka yang di luar perkiraan seperti indeks harga saham 
gabungan tumbuh 10,08 persen. Jumlah investor melonjak sangat tinggi serta penghimpunan dana mencapai 
rekor tertinggi selama ini. Per 30 Desember 2021, IHSG berada di level 6.581,48 atau meningkat 10,08 
persen secara year to date (Ytd). Sementara itu, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp8.256 triliun atau naik 
18,45 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2020 yakni Rp6.970 triliun. 
 
Aktivitas perdagangan selama 2021 mencatatkan rekor-rekor baru, diantaranya frekuensi transaksi harian 
tertinggi terjadi pada tanggal 9 Agustus 2021 mencapat 2,14 juta kali transaksi, volume transaksi harian 
tertinggi yang mencapai 50,98 miliar saham, dan kapitalisasi pasar tertinggi mencapai Rp8.354 triliun di  
13 Desember 2021. 
 
Dari sisi supply, pada 2021 OJK telah menerbitkan 53 surat efektif bagi perusahaan yang melakukan 
penawaran umum perdana saham (IPO). Dengan fund raised mencapai Rp61,66 triliun. Adapun 
pertumbuhan IPO di Indonesia per 31 Desember 2021, akan terus bertumbuh seiring keberadaan 43 calon 
perusahaan yang masih dalam proses penawaran umum. 
 
Dari sisi demand, terjadi peningkatan jumlah investor Pasar Modal secara signifikan di sepanjang tahun 2021. 
Per 30 Desember 2021, jumlah investor sebanyak 7,49 juta atau meningkat sebesar 92,99 persen 
dibandingkan akhir tahun 2020 yang tercatat hanya sebesar 3,88 juta. Jumlah ini meningkat hapir tujuh kali 
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lipat dibandingkan akhir tahun 2017. Berdasarkan data di KSEI, peningkatan jumlah investor ini didominasi 
oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai sekitar 59,98 persen dari total 
investor. 
 
Nilai pengelolaan investasi di Pasar Modal juga mengalami peningkatan. Hingga 30 Desember 2021, terdapat 
peningkatan NAB Reksa Dana sebesar 0,85 persen dari sebelumnya pada akhir tahun 2020 tercatat 
Rp573,54 triliun naik menjadi Rp578,44 triliun. 
 
Sementara itu, pada periode yang sama, total Asset Under Management (AUM) Reksa Dana, Reksa Dana 
Penyertaan Terbatan (RDPT), Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana 
Investasi Real Estate (DIRE), KIK Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), KIK Efek Berangun Aset (EBA), dan 
KIK Efek Berangin Aset Surat Partisipasi (EBA-SP) juga mengalami peningkatan sebesar 2,63 persen dari 
sebelumnya Rp827,43 triliun per 30 Desember 2020 menjadi Rp849,23 triliun. 
 
Sementara dari industri Pasar Modal Syariah, per 30 Desember 2021, Indeks Saham Syariah Indonesia 
(ISSI) ditutup pada 189,02 poin atau meningkat sebesar 6,50 persen dibandingkan indeks ISSI pada 30 
Desember 2020 sebesar 177,48 poin. Jumlah Saham Syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah juga 
tercatat mengalami peningkatan dari sebelumnya sebanyak 441 Efek Syariah per 30 Desember 2020 menjadi 
sebanyak 494 Efek Syariah per 30 Desember 2021. Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar saham 
syariah juga mengalami pertumbuhan sebesar 19,36 persen dari sebelumnya sebesar Rp3.344,93 triliun 
menjadi Rp3.983,65 triliun per 30 Desember 2021. 
 
Industri jasa keuangan di sektor perbankan mengalami peningkatan setelah pandemi Covid-19 mulai 
terkendali dan cenderung menurun. Otoritas Jasa Keuangan mencatat stabilitas sektor jasa keuangan hingga 
akhir 2021 tetap terjaga. Stabilitas itu diiringi dengan fungsi intermediasi perbankan dan penghimpunan dana 
di pasar modal yang terus membaik sehingga kegiatan perekonomian meningkat. Sementara fungsi 
intermediasi perbankan pada November 2021 tumbuh sebesar 4,82 persen didorong peningkatan pada kredit 
UMKM dan ritel. 
 
Indikator perekonomian domestik juga menunjukan perbaikan yang terus berlanjut. Indikator-indikator sektor 
riil seperti Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, Penjualan 
Kendaraan, dan lowongan kerja terus meningkat. Sementara itu, sektor eksternal juga terus membaik 
ditunjukan oleh surplus neraca perdagangan dan peningkatan cadangan devisa. Hal ini diperkirakan dapat 
menyediakan buffer untuk meredam dampak normalisasi kebijakan moneter bank sentral utamanya The Fed. 
 
Sementara itu, industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan RBC yang terjaga sebesar 589,5 
persen dan 322,9 persen yang berada jauh di atas threshold sebesar 120 persen. Begitu pula pada gearing 
ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 1,91 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali. 
OJK secara konsisten melakukan asesmen terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan bersama 
dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya serta para stakelholder dalam rangka menjaga stabilitas 
sistem keuangan dan mendorong momentum akselerasi pemulihan ekonomi nasional. 
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IX. EKUITAS 
 
Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk masing-masing 
periode di bawah ini. Posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan  
31 Desember 2020 diambil dari laporan keuangan konsolidasian auditan Perseroan. 
 
Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut ”Grup”) tanggal  
31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan 
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tidak 
tercantum dalam prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (firma anggota  
dari Morison Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik 
Indonesia (“IAPI”) sebagaimana  tercantum dalam laporan auditor  No. 00504/2/0853/AU.1/09/1258-3/1/XI/2022 
tanggal 15 November 2022 yang telah ditandatangani oleh David Wijaya, S.E., Ak., CPA (Registrasi Akuntan 
Publik No.AP.1258). Laporan auditor independen tersebut, yang tidak tercantum dalam prospektus ini, menyatakan 
opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain mengenai penyajian laporan keuangan entitas induk 
sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut dan tujuan penerbitan laporan auditor independen. 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 

Modal saham 
   Modal dasar - 36.000.000.000 saham 
   (2020: 15.000.000.000 saham) dengan nilai 
   nominal Rp100 (dalam Rupiah penuh) per       
   saham modal ditempatkan dan disetor -    
   10.064.568.363 saham (2020: 9.150.094.680    
   saham) 1.006 .456.836  1.006.456.836   915.009.468  
Tambahan modal disetor bersih 

265.914.240 265.914.240 78.845.897 

Selisih nilai transaksi ekuitas 
   dengan kepentingan non-pengendali  (14.958.416)  (10.408.026)  (3.950.586) 
Keuntungan dari pengukuran kembali aset 
   keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui 
   penghasilan komprehensif lain 1.388.536  176.220.834   61.367.765  
Surplus revaluasi aset tetap 194.746.402  194.746.402   198.673.401  
Saldo laba    
Ditentukan penggunaannya 7.000.000  7.000.000   7.000.000  
Belum ditentukan penggunaannya 704.265.235  674.536.675   693.888.291  
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
   entitas induk 2.164.812.833  2.314.466.961   1.950.834.236  
Kepentingan non-pengendali 1.354.946.876  1.342.685.424   1.184.160.284  

JUMLAH EKUITAS  3.519.759.709   3.657.152.385   3.134.994.520  

 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 25 November 2021, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, 
S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan 
Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan dari 
semula sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.600.000.000.000 
(tiga triliun enam ratus miliar Rupiah). Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. 
AHU-0069008.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah 
No. AHU-0212799.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 2 Desember 2021 (“Akta No. 134/2021”). 
 
Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 3 Januari 2022, dibuat di hadapan Jimmy Tanal S.H., Notaris di 
Jakarta Selatan, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) 
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai 
dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dari semula 
sebesar Rp915.009.468.000 (sembilan ratus miliar sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) 
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menjadi sebesar Rp1.006.456.836.300 (satu triliun enam miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga 
puluh enam ribu tiga ratus Rupiah). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata 
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar  No. AHU-AH.01.03-0031331 tanggal 14 Januari 
2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0009349.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Januari 
2022 (“Akta No. 1/2022”). 
 
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD I untuk penerbitan sebanyak- 
banyaknya 9.963.922.679 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu 
enam ratus tujuh puluh sembilan) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap 
pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 5 Desember 2022 pukul  
15.00 WIB mempunyai 99 (sembilan puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak 
kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru dengan harga pelaksanaan Rp180,- (seratus 
delapan puluh Rupiah) per saham. Jumlah kisaran dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD I ini 
adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.793.506.082.220,- (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar lima 
ratus enam juta delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh Rupiah). 
 
Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dengan basis 
proforma pada tanggal 31 Juli 2022 dan penambahan modal dengan asumsi bahwa semua MHETD ditawarkan ini 
dilaksanakan seluruhnya dengan harga pelaksanaan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) per saham dan telah 
dikurangi dengan biaya emisi. 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
Posisi Ekuitas per 31 

Juli 2022 

Tambahan 
Modal Hasil 
PMHMETD I 

Biaya Emisi 

Posisi Ekuitas 
per 31 Juli 2022 

setelah 
PMHMETD I 

Modal saham 
   Modal dasar - 36.000.000.000   
   saham (2020: 15.000.000.000  
   saham) dengan  nilai nominal  
   Rp100 (dalam Rupiah penuh) per  
   saham modal ditempatkan dan  
   disetor - 10.064.568.363 saham  
   (2020:  9.150.094.680 saham) 1.006 .456.836 - - 1.006 .456.836 

Tambahan modal disetor bersih 265.914.240 1.793.506.082 (3.010.500) 2.056.409.822  

Selisih nilai transaksi ekuitas dengan  
   kepentingan non-pengendali  (14.958.416) - -  (14.958.416) 
Keuntungan dari pengukuran kembali  
   aset keuangan yang diukur pada  
  nilai wajar melalui penghasilan  
   komprehensif lain 1.388.536 - - 1.388.536 
Surplus revaluasi aset tetap 194.746.402 - - 194.746.402 
Saldo laba     
Ditentukan penggunaannya 7.000.000 - - 7.000.000 
Belum ditentukan penggunaannya 704.265.235 - - 704.265.235 
Ekuitas yang dapat diatribusikan 
kepada  
   pemilik entitas induk 2.164.812.833 - - 2.164.812.833 

Kepentingan non-pengendali 1.354.946.876 - - 1.354.946.876 

JUMLAH EKUITAS  3.519.759.709  1.793.506.082 (3.010.500) 5.310.255.291 
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X. KEBIJAKAN DIVIDEN 

 
Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang akan dikeluarkan dalam rangka 
PMHMETD I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham yang telah  ditempatkan dan disetor penuh, 
termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham 
bonus dan HMETD, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
Pelaksanaan pembayaran dividen Perseroan akan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, 
Peraturan di bidang Perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 
 
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2021, para Pemegang Saham menyetujui 
tidak melakukan pembagian Dividen. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki rencana pembagian dividen untuk tahun 
selanjutnya. 
 
Sejak berdiri pada tahun 1989 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan pembagian 
dividen. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka 
pembagian dividen yang dilakukan oleh Perseroan. 
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XI. PERPAJAKAN 
 
Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek 
 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal  
29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana 
Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau 
diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak 
termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman 
modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. 
 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  
No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, 
telah ditetapkan sebagai berikut: 
 
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari 

transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari 
jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang 
dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada 
saat pelunasan transaksi penjualan saham. 

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar  
0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. 

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-
masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut 
diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran 
berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan 
berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008. 

 
Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk 
Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
 
Pajak Penghasilan Atas Dividen 
 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana telah diuji oleh 
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021) dan Peraturan 
Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 
Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak  
Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final. 
 
Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sebagaimana telah diuji oleh 
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021) dividen yang 
berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: 
 
1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau 
2. Badan dalam negeri. 
 
Tidak dikenakan Pajak Penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya 
diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan 
Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
 
 



 

- 138 - 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang - Undang  
No. 11 Tahun 2020 (“PMK 18/2021”), bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus 
diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) 
tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud 
harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana tercantum dalam PMK 18/2021. 
 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal  
29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana 
Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau 
diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak 
termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman 
modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. 
 
Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh 
persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal 
dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu 
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus 
menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang 
tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud 
sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut. 
 
Bea Meterai 
 
Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham 
terhutang bea meterai sebesar Rp10.000. 
 
Kewajiban Perpajakan Perseroan 
 
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. 
 
Lain-Lain 
 
Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat 
peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan 
Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia. 
 
Pajak Atas Dividen 
 
Pemegang Saham Dalam Negeri 
 
a. Dana Pensiun 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 
2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang 
Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham 
pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak 
Penghasilan. 
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b. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan 
untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18 tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan, 
dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan adalah: 

 
1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri; 
2. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi sepanjang 

diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, selisih dari Dividen yang diterima 
atau diperoleh dikurangi dengan Dividen yang diinvestasikan akan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Apabila tidak memenuhi ketentuan di atas, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 
tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 
Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 
dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final dan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan untuk 
Mendukung Kemudahan Berusaha atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh 
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau 
diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 

 
Pemegang Saham Luar Negeri 
 
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas 
yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) 
atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk 
dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan 
Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-
25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. 
 
Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili(SKD)/ Certificate of 
Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu: 
 
1. Form-DGT 
2. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra, dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak 

berkenan menandatangani Form DGT, dapat dilengkapi dengan Certificate of Residence yang harus 
memenuhi ketentuan: 
a. Menggunakan bahas Inggris; 
b. Paling sedikit mencantumkan informasi mengenai: 

1) Nama WPLN 
2) Tanggal penerbitan 
3) Tahun pajak berlakunya Certificate of Residence; dan 
4) Nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang 

Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B. 
c. Dalam hal WPLN menggunakan Certificate of Residence, WPLN tetap wajib mengisi Form DGT 
d. Certificate of Residence merupakan satu kesatuan dengan Form DGT. 

 

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN 
KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI 
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI. 
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XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam PMHMETD I ini adalah 
sebagai berikut : 
 

1. Akuntan Publik  : Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (A Member Firm of 
Morison Global) 
 

   Centenial Tower 15F, Suite 15B 
Jl, Gatot Subroto Kav. 25 
Jakarta Selatan, 12930 
Ph :   (021) 2300 586 
Fax : (021) 2295 8351 
 

   Nama rekan: David Wijaya, S.E., Ak., CPA 
No. STTD: STTD.AP-559/PM.22/2018 
Tanggal STTD: 4 April 2018 
Asosiasi profesi: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)         
Nomor Keanggotaan: AP.1258 
Standar profesi: Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI 
 

   Perseroan menunjuk Akuntan Publik KAP Tjahjadi & Tamara 
berdasarkan Surat Penunjukan No. 042/GA-DW/VII/2022. tanggal  
18 Juli 2022. 

    
   Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit 

berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut 
mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta 
merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan 
memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari 
kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan 
prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan 
pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Suatu audit juga 
mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang 
digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh 
manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan 
konsolidasian secara keseluruhan. 

 
2. Konsultan Hukum  : MAKES & PARTNERS LAW FIRM 

   Menara Batavia 7th Floor 
Jl. KH Mas Mansyur Kav.126 
Karet Tengsin, Jakarta Pusat, 10220 
 
Tel : (021) 574 7181 
Fax : (021) 574 7180 
 

   Nama rekan : Iwan Setiawan 
Nomor STTD :  STTD.KH-145/PM.2/2018 
 
Pedoman Kerja: Pedoman Kerja yang digunakan oleh Konsultan Hukum 
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Profesi Konsultan Hukum 
Pasar Modal. 
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   Perseroan menunjuk Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Penunjukan  
No. Ref: 267/VI/Dir-Corsec/IX/2022 tanggal 16 Agustus 2022. 

    
   

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam 
rangka PMHMETD I ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai 
Perseroan dalam rangka PMHMETD I yang didasarkan pada 
pemeriksaan dari segi hukum dan penelitian dengan kemampuan terbaik 
yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai 
Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu 
sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan 
penelitian yang telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari segi Hukum 
yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan 
secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat 
dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi 
Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar 
Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan 
prinsip keterbukaan. 

  
3. Notaris  : Notaris Rini Yulianti, S.H. 

 
   Komplek Bina Marga II 

Jl. Swakarsa V No. 57B 
Pondok Kelapa, Duren Sawit 
Jakarta Timur, 13450 
Tel : (021) 864 1170 
 

   Nomor STTD: STTD.N-40/PM.22/2018 
 
Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. 

    
   Perseroan menunjuk Notaris  berdasarkan Surat Penunjukan  

tanggal 29 Juli 2022. 
    
   Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka 

PMHMETD I ini antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam 
rangka PMHMETD I, diantaranya membuat akta-akta Berita Acara Rapat 
Umum Pemegang Saham Perseroan dan Perjanjian-perjanjian 
sehubungan dengan PMHMETD I, sesuai dengan peraturan jabatan 
Notaris dan Kode Etik Notaris. 

 
4. Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora 

 
   Kirana Boutique Office,  

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No 5 
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250  
 
Telp : 021-29745222 (Hunting) Fax 021-29289961 
Email : opr@adimitra-jk.co.id   
 

   Perseroan menunjuk Biro Administrasi Efek berdasarkan Surat 
Penunjukan No. 258/VI/DIR-CORSEC/IX/2022 tanggal  
19 September 2022. 

    

mailto:opr@adimitra-jk.co.id
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   Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) dalam PMHMETD I ini 
antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang 
berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD), 
mendistribusikan sertifikat bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk 
elektronik ke dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan 
melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut 
dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses 
penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan 
proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat 
maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di KSEI serta 
melaksanakan proses pengambilan uang pemesanan pembelian saham. 

 
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Rangka PMHMETD I ini menyatakan bahwa tidak 
memiliki hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan 
dalam UUPM. 
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XIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 
 
Saham Baru dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam  
POJK No.32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi 
saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham. 
 
Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk 
mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social distancing), maka Perseroan dan BAE Perseroan 
akan mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham 
sehubungan dengan PMHMETD I Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (scripless) dapat 
berpartisipasi dalam PMHMETD I Perseroan ini tanpa kontak fisik. 
 
Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham: 
 
1. Pemesan Yang Berhak 
 

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 5 Desember 2022 berhak 
untuk mengajukan pemesanan Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap 
pemegang 100 (seratus) Saham Lama berhak atas 99 (sembilan puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) 
HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp180,- (seratus delapan puluh 
Rupiah) per saham. 
 
Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah: 
 
a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD 

secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau 
b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode 

perdagangan HMETD. 
 
Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau 
badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan 
pelaksanaannya. 
 
Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang 
saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk 
memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk 
mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 5 Desember 2022. 
 
Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (physical distancing) dan menghindari keramaian untuk 
meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham 
yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan 
pengarahan cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan 
atau bank custodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan 
melalui system KSEI. 

 
2. Distribusi HMETD 

 
Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan 
didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank 
Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS 
yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 6 Desember 2022. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan Formulir 
Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dapat diunduh pada website Perseroan. 
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Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan 
menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham, para pemegang saham dapat memperoleh SBHMETD 
dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id dengan memberikan informasi dan 
melampirkan: 
 
a. Nama Pemegang Saham. 
b. Scan copy Identitas Pemegang Saham (KTP untuk pemegang saham WNI/Paspor untuk WNA). 
c. Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham 

Badan Hukum Indonesia. 
d. Dokmen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing. 
e. Jumlah kepemilikan saham Perseroan. 

 

SBHMETD akan didistribusikan Secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham  
selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima e-mail pemberitahuan akan partisipasi 
pemegang saham tersebut diatas. 

 

3. Prosedur Pendaftaran/ Pelaksanaan HMETD 
 

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib 
mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola 
efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan 
(exercise) melalui sistem Central Depository – Book Entry Settlement System (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
 
i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan 

tersebut. 
ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening 

efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan. 
 
Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI 
yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank 
Perseroan. 
 
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke 
rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek 
pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan 
akan didistribusikan BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima 
dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan. 
 
Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus 
mengirimkan dokumen-dokumen ke opr@adimitra-jk.co.id, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut: 
 
i. Scan copy SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi Lengkap. 
ii. Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari 

bank tempat menyetorkan pembayaran. 
iii. Scan copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), dan fotokopi Anggaran Dasar dan 

perubahannya yang terakhir yang memuat susunan Direksi/Pengurus terbaru  
(bagi Lembaga/Badan Hukum). 

iv. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka 
permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan scan copy Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat 
diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi Lengkap dan ditandatangani oleh 
Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek. 
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Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk 
elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Saham hasil 
pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan 
diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening 
Perseroan. 
 
Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk Surat Kolektif Saham (“SKS”) jika 
pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan 
Kolektif di KSEI. 
 
Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk 
elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung 
sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. 
 
Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan mulai 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022. 
 
Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang 
tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan 
pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima 
dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-
syarat pembelian. 
 
4. Pemesanan Saham Tambahan 
 
Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD yang telah melaksanakan 
HMETD-nya, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama 
yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham 
Tambahan (FPPS Tambahan) yang dapat di-unduh dalam situs website Perseroan yakni 
www.victoriainvestama.co.id. 
 
FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib dikirimkan melalui  
e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 
 

- Scan copy FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan 
Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek. 

- Scan bukti pelaksanaan HMETD yang sudah dilaksanakan melalui KSEI. 

- Scan copy bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank 
tempat menyetorkan pembayaran. 

- Scan copy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan 
perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum). 

- Scan copy POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan 
Penerima Kuasa. 

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening 
Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2022 dalam keadaan tersedia (in good funds). 
Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan 
pemesanan. 
 
5. Penjatahan Pemesanan Tambahan 

 
Penjatahan Pemesanan Tambahan akan ditentukan pada tanggal 16 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah 

seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan 
dipenuhi. 

http://www.victoriainvestama.co.id/
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b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh 

yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham 
tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional atas HMETD yang telah dilaksanakan 
oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan. 

 
Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari 
pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD I ini sesuai dengan POJK No. 14/2019 dan berpedoman pada 
Peraturan No. VIII.G.12 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. 
 
6. Persyaratan Pembayaran 
 
Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya 
diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada 
saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor 
SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan  
(“Bank Perseroan”) sebagai berikut: 

Atas Nama: PT Victoria Investama Tbk 
No. Rekening: 081-1041-777  

Bank: Bank Victoria KCU BIP 
 

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau 
wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap 
batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung 
berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik  
(in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas. 
 
Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana 
pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut  
di atas paling lambat tanggal 15 Desember 2022. 
 
Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban 
pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan. 

 
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham 
 
Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan 
menyampaikan melalui email scan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani 
kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu 
bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan 
mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang 
Rekening di KSEI.  
 
8. Pembatalan Pemesanan Saham 
 
Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan 
memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan 
disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota 
bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat. 
 
Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain: 
a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham 

Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus; 
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran; 
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan. 
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Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena 
pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham 
Baru dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD 
tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Saham Baru 
tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah 
dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan 
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai 
dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga. 
 
9. Pengembalian Uang Pemesanan 

 
Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal 
terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang 
pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. 
Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022. Pengembalian uang yang 
dilakukan sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 tidak akan disertai bunga. 
 
Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah 
uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal 
Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata 
deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan 
denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan 
oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank. Perseroan juga tidak 
akan dikenakan denda jika kesalahan yang bukan disebabkan oleh Perseroan. 

 
Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian 
uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI. 
 
10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD 

 
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, 
akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan 
HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan. 
 
Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan 
HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja 
setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening 
bank Perseroan. 

 
Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil 
SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya  
2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan. 
 
11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD 
 
Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang 
HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya 
dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara 
proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa 
HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan 
saham dari portepel. 
  



 

- 148 - 
 

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN 
PEMBELIAN SAHAM 

 

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui website Perseroan  
dan IDX. 
 
1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan 

didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing  
di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD I, yaitu 
tanggal 6 Desember 2022. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan formulir tersedia di website Perseroan yakni 
www.victoriainvestama.co.id. 

 
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan 

akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan para pemegang saham dapat memperoleh 
SBHMETD dengan mengajukan permohonan melalui e-mail ke opr@adimitra-jk.co.id dengan memberikan 
Informasi dan melampirkan: 

 
a) Nama Pemegang Saham. 
b) Scan copy identitas Pemegang Saham (KTP untuk Pemegang Saham WNI/Paspor untuk WNA). 
c) Akta anggaran dasar dan perubahannya yang memuat susunan pengurus terbaru bagi pemegang saham 

Badan Hukum Indonesia. 
d) Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing. 
e) Jumlah kepemilikan saham perseroan. 

 
SBHMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari e-mail pemegang saham selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima e-mail pemberitahuan akan partisipasi pemegang 
saham tersebut diatas. 
 
Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diunduh dalam situs website Perseroan yakni 
www.victoriainvestama.co.id mulai tanggal 24 November 2022. 
 
Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada  
5 Desember 2022 pukul 15.00 WIB belum mengajukan permohonan untuk memperoleh SBHMETD melalui email 
tersebut diatas dan tidak menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko 
kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Adimitra Jasa Korpora ataupun Perseroan, melainkan merupakan 
tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan. 
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